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ABSTRAK

Nama : Memed Sosiawan
Program Studi : Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP)
Judul : Analisis dan Perancangan Kebijakan Perumahan Rakyat.

Tesis ini membahas tentang perancangan bentuk intervensi pemerintah dalam
kebijakan perumahan rakyat dan analisisnya. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan desain deskriptif. Metodologi yang digunakan adalam
melakukan perancangan kebijakan adalah policy making process oleh William N.
Dunn. Sedangkan untuk analisisnya digunakan Analitikal Hirarki Proses (AHP).
Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk pasar perumahan rakyat di Indonesia,
peran intervensi pemerintah masih sangat dominan, baik dari sisi kebifakan
maupun dari sisi alokasi APBN, sehingga pasar perumahan rakyat yang ada belum

siap untuk dilepaskan kepada mekanisme pasar bebas.

Kata kunci :
Kebijakan perumahan rakyat, perancangan kebijakan, bentuk intervensi

pemerintah.
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ABSTRACT

Name : Memed Sosiawan
Study Program: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Title : Analysis and Policy Making of Public Housing

The focus of this study is analysis and policy making of the intervention from in
the public housing. This reseach is qualitative research with descriptive design.
Methodology that is used on the policy making is the policy making process by
William N. Dunn, and the analytical hierarchy process (AHP) for analyzing. The
result suggests that the Indonesian housing market for low income people, needs
intervention fron the government, including the policy side and also in spending
of the national budget (APBN). So, the housing market for low income peaple is
not ready to be released to free market mechanism yet.

key word:

public housing policy, policy making process, form of the govemment
intervention.
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BAB1
PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian akan dapat dicapai dengan baik apabila terdapat
gambaran yang lengkap tentang latar belakang dan permasalahan dari persoalan
yang sedang diteliti. Permasalahan dan persoalan yang ada memerlukan intervensi
pemerintah, agar semua lapisan masyarakat mendapatkan kesetaraan dalam akses.
Gambaran tersebut kemudian diperkaya dengan pola-pola yang sama terjadi di
negara lain dengan tetap berpedoman kepada karakteristik kondisi di Indonesia

dan kebijakan yang sudah dijalankan selama ini.

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pembangunan dan pembiayaan sektor perumahan merupakan
salah satu daya tarik utama bagi industri konstruksi. Sektor perumahan juga padat
pekerja dan oleh karenanya dorongan terhadap sektor perumahan akan

menciptakan lapangan pekerjaan.

Tabel 1.1. GDP dan Kredit Perbankan

GOP DAN BREDIY FERBAHKAN
Pesial Akhlr Tahun

1

2774281 3339.400] 3,557404
1.750,615| 847293 153,574

2013675 2295826
1.57L.175] 1656517

1,380,770] 1,645,322 1,821,833
1,236,770 1.«0.&09” 1505216

2 [Tota Kredit Perbanian (Mdiar R} MDD@1 207.594| o66AI0| 437042 Sso588| eswsri] vAv.135| wesAN
teshadsn GOP {16 D214 Q242 D278 0224 it 35 0428 {207

3 [Tolal KPR dan KPA (MEx Rp) Tr6sd| 12483 10794 20042] 30542| 77,938  e0ga2[ 46,102
Jumnbah debitur (rekening) 1,128,656 1020, 702| A0,088] 1148507 1,441881] 1.261,702] 1412,151] 145,747
tertadan GOF b8 0038 o7 ol [HaY ;] D45 0033 0023

4 [KPR don KPA 3.4 70 m2 (*dior Rp} vass|  err] 59|  190%] 1507 39460 23.98] 21561
Jumiah debit {rekecing) 1toseen] San 7] 3M8EM 1.w52n5\ 1,013.044“ 1060.506| 3229891 1223517

5 |KPR dan KPA gattars D m2 (Mo Rp} 2296|3385  505¢|  7o48] I5518| 39A78] 27.035]  24.549
Jurnlah debitur frekening) ser]  aests|  edase|  ea3ee| 12s8a7] 47vaee[ 1e254] 235230

6 |Total Kredil Konrstnks: (Hia Rp) = £,702] 8,001 4355 §24T8 19,865 26,583 X2,B88) 43 768

Ierdiadap GOP focs 4009 ao0e \ 0.008 onz2 0015 kil o022

Komalruksi Rumaty Teggal 5,295 6,401 7485 8356 15,107 21159 26988 36,115
Bukan Rumah Tinogat 1,407 1,600 1,870 kA Y7l 4.063‘ 5430 5.902 7653

Kelerangan
"} Kredk KPR dan KPA merupakan bagian dan kredd menund jens penggunaan oredi konsuemsi)
**3  Kredi Kanstndesi menupakan baglan dani kredit menund sekbor ehonomi

Sumber : Bl Statistik, 2007, GDP dari Tahun 2000 s/d 2007, dalam Miliar Rupiah.

1 Universitas Indonesia
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Kinerja sektor perumahan sendiri dapat diketahui dari indikator sektor
finansial yang mem;njukkan bahwa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007,
total kredit perumahan terhadap GDP cenderung fluktuatif , semula sebesar 0.8%
(2000), menjadi 4,5% (2005), kemudian turun menjadi 3,3% (2006), berlanjut
menjadi 2,3% (2007), sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.i1. Naik turunnya
kinerja sektor perumahan yang demikian tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan

politik yang terjadi di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. '

10000000 .
e Tabam

1000000 ~——GDP Harga Konstan

— Total Kredt
100000 - Parbankaan (Miliar Rp}

[
" 7otal KPR dan KPA
{Mitigr Rp) )
oM

—— Total Kradkt
Konstrukai (Miliar Rp}
“

1000
5 P S

Gambar 1.2. Pertumbuhan GDP dan Kredit Perbankan

Sumber : BI Statistik, 2007. Diolah

Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, pertumbuhan GDP dan
pertumbuhan Total Kredit Perbankan serta pertumbuhan Total Kredit Konstruksi
yang stabil, tidak diikuti dengan pertumbuhan Total KPR dan KPA yang stabil.
Total KPR dan KPA dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 teriihat tidak
terjadi pertumbuhan bahkan terdapat sedikit penurunan, dari tahun 2002 sampai
dengan 2005 terjadi pertumbuhan yang mengikuti pertumbuhan GDP dan Kredit
Perbankan, tetapi kemudian sampai tahun 2007 terjadi penurunan yang lebih
tajam. Lihat Gambar 1.2. Tergambar dengan jelas bahwa dalam pasar perumahan
di Indonesia terdapat sifat yang tidak stabil, diantaranya karena disebabkan oleh
sifat dari pasar perumahan itu sendiri, yaitu bahwa pasar perumahan bukanlah

sebuah pasar yang dapat bekerja secara efisien, kondisi tersebut tentunya

! BI Statistik. Financial Sector and Mortgage Finance Indicator. Diolah

Universitas Indonesia
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memerlukan bantuan dan uluran tangan pemerintah dalam bentuk intervensi
kebijakan pemerintah dalam pasar perumahan di Indonesia, baik dari sisi pasokan
(supply side) maupun dari sisi permintaan (demand side), agar pasar perumahan
dapat tumbuh dengan stabil sehingga setiap keluarga dapat tinggal di sebuah
rumah yang harganya terjangkau dan layak huni untuk terpenuhinya salah satu
kebutuhan dasar manusia.

Kebijakan pemerintah terhadap perumahan dan permukiman serta
pengelolaan rumah susun telah dilakukan sejak adanya Undang-undang Nomor 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992
tentang Perumahan dan Permukiman. Namun penyelenggaraan pembangunan
perumahan dan permukiman memerlukan penyempumaan dan pembaharuan
seiring dengan perubahan paradigma yang menyertai gerakan reformasi, terutama
setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang merupakan jawaban terhadap tuntutan semangat

oftonomi daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Sampai saat ini kebijakan dan regulasi menyangkut pembangunan dan
pembiayaan perumahan di Indonesia, belum dapat secara menyeluruh
menyelesaikan berbagai masalah yang timbul karena karakteristik pasar
perumahan yang ada, schingga terdapat hambatan akses yang belum dapat
dihilangkan baik dari sisi pasokan maupun sisi permintaan terutama berhubungan
dengan beberapa pilar utama dalam kebijakan pembangunan dan pembiayaan
perumahan.

Menurut Arthur O° Sullivan (2000), beberapa pilar utama yang perlu
mendapatkan perhatian dalam pembenahan pasar perumahan di adalah : regulasi
pasar perumahan; pembiayaan perumahan; dan masalah pertanahan. Urban
Solution BV Rotterdam (2004}, menjelaskan bahwa beberapa pilar utama dalam
sektor perumahan adalah : masalah subsidi; masalah pembiayaan; masalah
regulasi; dan institusi penyedia perumahan, Marja C. Hoek-Smit and Douglas B.
Diamond (2003}, menyatakan bahwa pilar utama dalam sektor perumahan adalah :

regulasi pasar perumahan; pembiayaan perumahan; dan masalah pertanahan.

Universitas [ndonesia
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Namun dalam penelitiannya di Indonesia sebelumnya, Marja C. Hoek-Smit (2002)
menyebutkan tentang masalah institusi.

Dengan demikian pilar utama dalam pembenahan sektor perumahan di
Indonesia dalam bentuk intervensi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah
terhadap pasar perumahan, yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini
adalah :

a. regulasi pasar perumahan;

b. pembiayaan perumahan;

¢. pertanahan;

d. dan institusi sektor perumahan.

1.2.1 Regulasi Pasar Perumahan.
Sebuah pasar yang sehat, efisien dan kompetitif mempunyai beberapa ciri,

diantaranya adalah : banyaknya jumlah penjual dan pembeli; informasi tentang
harga yang tersedia dapat diperoleh dengan bebas; relatif mudah dan murah untuk
masuk dan keluar dari pasar; produksinya homogen; produknya dapat berpindah
terapat dengan mudah. Pasar perumahan, sebagaimana pasar properti lainnya
bukanlah sebuah pasar yang efisien atau pasar yang kompetitif, tetapi merupakan
pasar yang tidak efisien (inefficient market) karena sifat-sifat yang dimilikinya
bertentangan dengan kondisi pasar yang efisien. Sifat pasar properti adalah :
sedikit pembeli dan penjual; ada kesenjangan informasi; mempunyai biaya
transaksi yang mahal; produknya heterogen; tidak dapat bergerak bebas; reaksi
yang lambat dari sisi penawaran (Kenneth M. Lusht, Real Estate Valuation, Page
17). Pasar perumahan di Indonesia juga merupakan sebuvah pasar yang tidak
efisien dan tidak kompetitif.

Dari sisi kebutuhan (demand side) sebagaimana merupakan salah satu dari
kerakteristik pasar perumahan di Indonesia, menunjukkan bahwa :

o Sekitar 25.65 juta keluarga tinggal di perkotaan (43%) dan 34.00 juta

keluarga tinggal di perdesaan (57%); 2
o Pertumbuhan keluarga di perkotaan tumbuh lebih dari 4.37%,

diperkirakan angka pertumbuhan keluarga urban diperkotaan sebesar

% Statistik Perumahan 2006, Susenas 2000-2005, BPS. Hal 4-9. Diolah.
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3.5% pada tahun-tahun yang akan datang, maka diperlukan penyediaan
rumah sebanyak 898.000 unit untuk keluarga urban per tahun,;
Kebutuhan rumah sewa atau milik yang sampai tahun 2004 tercatat lebih

dari 12 juta penduduk perkotaan dan perdesaaan, sebagaimana tergambar dalam

Gambar 1.3.

Demand Rumah
(Milik dan Sewa)
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~ Gambar 1.3. Demand Rumah
Sumber : Statistik Perumahan 2006. BPS. Diolah
Dari sisi penawaran (supply side), besarnya produksi rumah sehat
sederhana (RSH) baik yang bersubsidi maupun yang tidak bersubsidi dan rumah
susun sederhana dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 belumlah sebesar
seperti yang diharapkan, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5-6 persen,
produksi perumahan rakyat masih naik turun bergelombang :
o Produksi perumahan secara rata-rata sclama sepulub tahun terakhir
mencapai 102,630 unit rumah per tahun;
o Puncak produksi sebesar 200.999 unit ramah dicapai pada tahun 1997,
kemudian menurun terus sampai titik terendah sejumlah 76.270 unit
pada tahun 2002 kemudian meningkat lagi sampai tahun 2006
sejumlah 80.837 unit, masih belum setengah dari puncak produksi

yang pernah terjadi, sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.4.
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Gambar 1.4. Supply Rumah
Sumber : Kemenpera. 2007
Terdapat kekurangan pasokan perumahan sebesar 12.641.517 unit rumah
di perkotaan dan perdesaan dalam tahun 2004 (23.16% dari total keluarga di
Indonesia), lihat Gambar 1.5, ditambah dengan pertumbuhan kebutuhan rumah
baru diperkotaan sebesar 898.000 unit rumah untuk keluarga urban per tahun.
Sedangkan produksi perumahan dalam sepuluh tahun terakhir hanyalah sebesar

102,630 unit rumah per tahun. -
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Gambar 1.5, Pasar Perumahan
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Intervensi kebijakan pemerintah yang dibutuhkan sehingga mampu
mendorong sisi produksi (supply side) seperti pemotongan pajak, kemudahan
perijinan, penyediaan tanah yang murah (fow cost land), kredit konstruksi dengan
bunga bank yang rendah serta jangka waktu pinjaman yang panjang dapat
mengurangi kurangnya pasokan yang terjadi dalam pasar perumahan.

Menurut Marja C. Hoek-Smit and Douglas B. Diamond (2003), ada
beberapa pertanyaan yang harus dipertimbangkan dalam masalah regulasi pasar
perumahan. Apakah kebuntuan pasokan (supply) perumahan baru disebabkan oleh
kegagalan dari lingkungan regulasi, yang keluar dari langkah-langkah agar rumah
tangga dapat menjangkau atau memenuhi kebutuhan minimal dari perspektif
kesehatan masyarakat? Atau terdapat standar garis kesehatan, lingkungan atau
nilai-nilai sosial, tetapi pendapatan yang dibutuhkan untuk mencapai level

tersebut secara umum tidak dapat dicapai?’
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Gambar 1.6. Simulasi Harga Rumah

1.2.2 Pembiayaan dan Subsidi.
Dari sejumlah 12 juta penduduk perkotaan dan perdesaan yang

membutuhkan rumah tinggal baik rumah sewa atau rumah milik, tidak semuanya
mampu menjangkau harga rumah sederhana sehat (RSH) layak huni yang berkisar
antara 25 juta rupiah sampai 55 juta rupiah tergantung luas tamah dan luas

bangunannya, dalam simulasi harga rumah RSH seperti tergambar dalam Gambar

' 1.6, maka :

? The Design and Implementation of Subsidies for Housing Finance by Marja C. Hoek-Smit ard
Douglas B. Diamond March 20403, Prepared for the World Bank Seminar on Housing Finance
March 10 -13, 2003, Page 4
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o Untuk rumah RSH dengan harga 25 juta sampai 55 juta rupiah dapat
dijangkau oleh rumah tangga dengan penghasilan Rp. 1.7 juta sampai
Rp. 2.5 juta per bulan, yang hanya merupakan 16,5% penduduk dari
distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk keluarga urban, *

o Penduduk tidak miskin yang mempunyai pendapatan rumah tangga
antara Rp. 400 ribu sampai Rp. 1.7 juta per bulan, yang merupakan
41.02% penduduk dari distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk
keluarga urban, demikian pula penduduk miskin yang berjumlah 17.75
juta dengan pendapatan dibawah Rp. 200 ribu perbulan tentunya belum
dapat menjangkau harga RSH yang tersedia dalam pasar perumahan,
kecuali melakukan pembangunan dan perbaikan rumah diatas tanah

milik sendiri, atau tinggal di rumah sewa, atau tinggal di rumah sosial.

Belum adanya instrumen investasi jangka panjang menyebabkan
perbankan sulit menambah panjang tenor kredit. Lembaga pembiayaan sekunder
untuk pasar primer perumahan dan pasar sckunder perumahan juga belum
berjalan, hal tersebut mengakibatkan tenor pembiayaan bank menjadi berjangka
pendek sehingga cicilan pembayaran kredit setiap bulan menjadi besar. Resiko
agunan collateral juga merupakan alasan lain untuk keterbatasan pinjaman.

Sumber pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) pada umumnya
berasal dari dana jangka pendek (deposito dan tabungan) sementara sifat kredit
pemilikan rumah pada umumnya mempunyai tenor jangka panjang. Belum
beroperasinya lembaga fasilitas pembiayaan sekunder juga merupakan salah satu
penyebab berkembangnya pola penjualan rumah sistem pre-sale dimana
konsumen tidak membeli rumah tetapi membeli gambar peta dan maket yang akan
dibangun bila konsumen telah melunasi uang muka. Kondisi tersebut secara tidak
langsung merugikan konsumen dan menyebabkan pasar tidak sehat karena agunan
(collateral) hanya berdasarkan kepada suatu surat safnpai rumah yang diinginkan
terbangun, sehingga sulit disita (disclosure) bila terjadi wan prestasi (default).

Terdapat hambatan akses dalam pembiayaan perumahan, yaitu belum

adanya skema pembiayaan perumahan atau perumahan sosial untuk penduduk

* Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi 2007. BPS. Hal 25
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tidak miskin yang mempunyai pendapatan rumah tangga antara Rp. 400 ribu
sampai Rp. 1.7 juta per bulan, demikian pula penduduk miskin yang berjumlah
17.75 juta dengan pendapatan dibawah Rp. 200 ribu perbulan yang belum dapat
menjangkau harga RSH dalam pasar perumahan.

Di sisi yang lain, bagi keluarga yang belum dapat menjangkau harga RSH
dalam pasar perumahan belum tersedia rumah sewa yang mendapatkan bantuan
pembiayaan dan pengelolaan pemerintah. Kebijakan pembangunan rumah sewa
dan skema pembiayaannya serta penentuan kelompok sasaran dengan tepat
merupakan tantangan bagi perhatian pemerintah terhadap mayarakat yang belum
mampu membeli RSH.

Menurut Marja C. Hoek-Smit and Douglas B. Diamond (2003), ada
beberapa pertanyaan yang harus dipertimbangkan dalam masalah pembiayaan dan
subsidi perumahan. Apakah masalahnya karena sulitnya akses kepada pembiayaan
perumahan dan bukan hanya karena rendahnya penghasilan? Apakah problem di
pembiayaan perumahan dikarenakan monopoli di sistem pemerintahan atau
swasta, atau tidak berjalannya sistem yang lain, atau karena kondisi makro
ckonomi hanya sedikit bekerja mendorong sistem pembiayaan perumahan?
Apakah bank pemberi kredit enggan untuk masuk ke pasar dengan penghasilan
rendah karena tidak lengkapnya pasar tersebut? Secara instan dapat dikatakan
bahwa disana terdapat ketidak-pastian yang tinggi terhadap keuntungan dimasa
depan dari portofolio kredit yang diberikan, karena kegagalan bayar dan resiko
yang dirasa tinggi dan pasar tidak dapat memikul suku bunga yang tinggi sebagai
konpensasi resiko tersebut? Atau tidak ada lembaga asuransi di pasar yang dapat
melawan resiko tersebut? Apakah biaya transaksi untuk memroses dan melayani
pinjaman sangat tinggi, relatif terhadap keuntungan pemberi pinjaman atau relatif
terhadap kapasitas kemampuan bayar dari rumah tangga? Apakah ada kebuntuan
pasar penjualan kembali yang merupakan kendala utama sehingga pasar dengan
segmen rumah tangga dengan penghasilan rendah tidak dapat dikembangkan?
Apakah tingginya resiko kredit disebabkan oleh status hukum dari tanah karena

lemahnya perlindungan hak milik atau resiko dari lingkungan permukiman? *

* Ibid. Page 4
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1.2.3 Pertanahan.
Keterbatasan ketersediaan tanah, terutama untuk perumahan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang disebabkan oleh kapasitas
daerah dalam mengelola administrasi pertanahan, sehingga menghalangi suplai
daerah terhadap kebutuhan tanah unfuk perumahan rakyat dengan harga
terjangkau.

Problematika yang sama pada kenyataannya juga menyangkut lahan tidur
(idle land), tanah yang sesuai untuk pembangunan perumahan yang tertahan dan
tidak dapat dimanfaatkan oleh pasar perumahan, menciptakan kelangkaan tanah
yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Tidak seimbangnya pelaksanaan kebijakan pertanahan dan perumahan
serta regulasinya menyebabkan terdapat banyak sekali ketidak-pastian hukum dan
konfigurasi regulasi terkait dengan tanah, pembangunan lahan, konstruksi dan
pembiayaan perumahan. Semuanya meningkatkan biaya dan resiko dalam
menjalankan bisnis di sektor perumahan sehingga bisnis di sektor ini menjadi
sedikit diminati oleh sektor investasi.

Di sisi lain terjadi peningkatan luasan kawasan kumuh. Pada tahun 1996
luas kawasan kumuh mencapai 40.053 ha dan pada tahun 2000 meningkat
menjadi 47.500 ha yang tersebar di 10.000 lokasi dan dihuni oleh sekitar 17,2 juta
jiwa. ® Luasan kawasan kumuh cenderung terus meningkat setiap tahunnya selaras
dengan pertumbuhan penduduk dan makin tidak terkendalinya pertumbuhan kota
utatna (primacy city) yang menjadi penarik meningkatnya arus migrasi.

Terdapat kendala akses dalam sistem pengadaan tanah, penduduk urban
diperkotaan yang memerlukan rumah tidak dapat menjangkau harga tanah yang
mahal diperkotaan, sedangkan lokasi lahan dengan harga tanah yang murah untuk
dapat menjangkau harga patokan RSH berada jauh di luar kota. Diperlukan
kebijakan pemerintah agar harga tanah tidak terus bergerak mahal, misalnya
dengan membentuk semacam bank tanah disekitar perkotaan sehingga pemerintah
tetap dapat menyediakan tanah murah (fow cost land) bagi pembangunan RSH

bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau menengah.

® Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Bagian [V.33-71.
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Penduduk urban yang tidak dapat membayar biaya transportasi dari luar
kota ke tempat bekerja di dalam kota akhirnya memilih tinggal di iahan kumuh
(slum area) dengan lingkungan permukiman yang tidak sehat. Laju pertumbuhan
kawasan kumuh {di pusat kota maupun di tepi kota) juga dipicu oleh keterbatasan
kemampuan dan ketidak-pedulian masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah
(home improvement). Dengan kebijakan peremajaan lahan kumuh berdasarkan
regulasi yang tepat, misalnya dengan konsolidasi lahan @dand consolidation),
pemerintah dapat mengurangi luasan lahan kumuh di perkotaan dan menatanya
dengan tidak merugikan bahkan memberi keuntungan kepada penghuni lahan
kumuh tersebut.

Sebenarnya tanah yang dimiliki pemerintah vang berada di perkotaan
masih sangat banyak, terutama tanah-tanah yang berada di dalam pengelolaan
departemen-departemen dan badan usaha milik nepara. Banyak diantara tanah
tersebut berupa lahan kosong yang tidak tergarap (idle [land). Kebijakan
pemerintah dalam bentuk regulasi yang dapat mendorong pemanfaatan maksimal
lahan kosong tersebut dapat membantu penyediaan tanah murah di perkotaan bagi
pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan
menengah.

Menurut Marja C. Hoek-Smit and Douglas B. Diamond (2003), ada
beberapa pertanyaan yang harus dipertimbangkan dalam masalah pertanahan
untuk perumahan., Apakah disana terdapat kendala dalam akses kepada tanah
karena adanya monopoli dari swasta atau pemerintah, atau karena pemerintah
pusat dan daerah tidak sanggup menyediakan infrastruktur, atau lamanya wakiu

dan mahalnya biaya perifinan untuk pembangunan, atau ketidak-jelasan sejarah

kepemilikan tanah? 7

1.2.4 Kelembagaan dan Institusi.
Institusi pasar perumahan yang sehat terdiri dari pemangku kepentingan

(stak-holder) wtama dalam pasar formal perumahan seperti developer, kontraktor,

7 'The Design and Implementation of Subsidies for Housing Finance by Matja C. Hoek-Smit and
Douglas B. Diamond March 2003, Prepared for the World Bank Seminar on Housing Finance
March 10 -13, 2003. Page 4
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penilai (appraisal) dan pemberi pinjaman (lembaga keuangan/bank) yang bekerja
secara kompetitif serta direpresentasikan oleh adanya asosiasi-asosiasi yang kuat
dengan dukungan regulasi sebagai aturan main (rule of the game) yang
dikeluarkan oleh lembaga/institusi pemerintah di sektor perumahan.

Dari sisi regulasi yang merupakan produk institusi/lembaga pemerintah,
undang-undang tentang perumahan dan peraturan hukum yang terkait tidak cukup
ditaati dan dijadikan rujukan bagi perencanaan pembangunan seluruh lembaga
pemerintah sehinga perlu dikoreksi, akibatnya secara langsung terdapat beberapa
departemen dan lembaga yang mengurusi masalah perumahan, tanah, infrastruktur
permukiman, dan pembiayaan perumahan, yang mempunyai kebijakan yang tidak
integral.

Hal yang sama juga terjadi di sebagian besar program perumahan,
pembiayaan perumahan, infrastruktur permukiman dan proyek penanggulangan
kemiskinan di perkotaan, yang berbeda secara mendasar atau menerapkan tipe
sistem subsidi yang tumpang tindih. Terkotak-kotaknya kebijakan perumahan,
program dan sistem administrasi tidak dapat dilepaskan dari kelemahan institusi
yang melekat karena terdapat beberapa institusi pemerintah yang mengelola
kebijakan tersebut.

Diperlukan penguatan institusi dari semua pemangku kepentingan (stake-
holder) sektor perumahan karena kompleksnya permasalahan yang harus
ditangani, penguatan institusi pemerintah pengelola kebijakan perumahan dapat
menghilangkan kebijakan yang tumpang tindih dan tidak integral. Selain itu juga
diperlukan penguatan institusi pembiayaan yang akan mendukung pasar formal,
baik pasar primer maupun pasar sekunder, sekaligus diperlukan penguatan
institusi penjaminan yang akan mendukung institusi pembiayaan. Dan tidak kalah
pentingnya adalah penguatan institusi pelaku (aktor}) dalam pasar primer

perumahan seperti developer, konsultan dan kontraktor.

1.3  Tujuan Penelitian
Karena demikian luas dan kompleksnya permasalahan kebijakan

pembangunan dan pembiayaan sektor perumahan, maka tujuan dari penulisan

tesis ini adalah sebagai berikut :
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Mengkaji kebijakan sektor perumahan dan pembiayaannya (public
housing and finance policy} dalam konteks pasar perumahan di
Indonesia dalam berbagai aspeknya, seperti : pasar perumahan,
pembiayaan perumahan, pertanahan, dan peran institusi termasuk
lembaga pemerintah.

Melakukan perancangan kebijakan (policy making process)
pembangunan dan pembiayaan perumahan yang diperlukan oleh pasar
perumahan di Indonesia dalam hal : pasar perumahan, pembiayaan

perumahan, pertanahan, dan peran institusi termasuk lembaga

pemerintah.
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Gambar 1.7. Kerangka Berfikir
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Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, dalam rangka
menghasilkan perancangan kebijakan pembangunan dan pembiayaan perumahan
yang tepat untuk memberi solusi terhadap besamya berbagai kendala yang ada,

maka kerangka berfikir yang digunakan adalah sebagaimana dalam Gambar 1.7.

1.4  Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakvkan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada

semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan perumahan dan
permukiman untuk mengembangkan berbagai alternatif kebijakan-kebijakan yang
integral dengan memperhatikan sepenuhnya kondisi daya beli masyarakat,
perkembangan ekonomi negara dan berbagai kebijakan peraturan perundang-

undangan yang telah berlaku selama ini.

1.5  Batasan Penelifian

Penelitian ini mempunyai batasan-batasan dalam pembahasan dan

pengumpulan informasi :

o Pembahasan dibatasi kepada empat pilar pembangunan perumahan,
yaitu : regulasi pasar perumahan, pembiayaan dan subsidi, pertanahan,
dan institusi perumahan.

o Data dan informasi yang dikumpulkan mempunyai keterbatasan, yaitu
: untuk peraturan perundang-undangan dikumpulkan dari tahun 1980
sampai dengan 2007; sedangkan untuk data perumahan dari tahun

1996 sampai dengan tahun 2006
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam mengkaji kebijakan pembangunan dan pembiayaan perumahan
rakyat dalam konteks pasar perumahan di Indonesia kemudian dilanjutkan dengan
perancangan pengembangan kebijakan agar didapatkan suatu penyelesaian
terhadap permasalahan yang terjadi dalam sektor perumahan, maka diperlukan
pengetahuan tentang landasan teori mikro dan makro ekonomi serta pengenalan
terhadap bentuk pola intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka

kebijakan di sektor perumahan.

2.1 Konteks Penelitian
Karakteristik pasar perumahan di Indonesia mempunyai empat pilar utama

permasalahan yang meliputi : kondisi pasar perumahan, kondisi pembiayaan,
kondisi pertanahan dan kondisi adanya berbagai lembaga yang terlibat dalam
tumpang tindih kebijakan. Berbagai pertimbangan dengan berdasarkan kepada
teori ekonomi dalam memahami pilar utama tersebut banyak dijelaskan oleh

Arthur O°Sullivan dalam bukunya, Urban Economic 4™ Edition.

2.1.1 Pasar Perumahan
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Gambar 2,1, Jumlah rumah baru dan lama yang dapat dipelihara
Sumber : Arthur O°Sullivan. Urban Economic 4™ Edition. Page 373
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Dalam pasar formal perumahan, terdapat rumah baru (pasar primer) dan
rumah lama (pasar sekunder), rumah baru dan rumah lama memberikan
keuntungan yang berbeda kepada pemiliknya, maka pemilik properti (Tandlord)
juga harus menentukan pilihan tentang berapa jumlah rumah yang akan tetap
dirawat dan berapa lama umur bangunan agar bisa mendapatkan profit
maksimum. Gambar 2.1, menggambarkan bahwa rumah yang bisa dirawat dengan
baik jumlahnya akan lebih besar apabila umur bangunan lebih muda schingga
profit yang didapatkan jauh lebih besar dibandingkan apabila umur bangunan
lebih tua.
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Gambar 2.2. Pajak Bangunan
Sumber : Arthur O*Sullivan. Urban Economic 4™ Edition. Page 376

Ketika keuntungan yang diterima pemilik properti sebesar $150 kemudian
dikenakan pajak sebesar $60, maka sisa profitnya masih $90. Ketika demand
rumah sewa menjadi turun, maka profit yang diterima juga turun menjadi $48,
dengan besaran pajak yang tetap $60, maka landlord akan mengalami kerugian
sebesar $12. Dengan kerugian sebesar itu maka bisnis penyewaan properti akan
ditinggalkan, agar bisnis properti tetap berjalan maka pemerintah sebaiknya hanya
mengenakan pajak kurang dari $48 agar bisnis persewaan properti tetap bisa

berjalan. Sebagaimana tergambar dalam Gambar 2.2,

Universitas Indonesia

Analisis dan perancangan..., Memed Sosiawan, FE Ul, 2009.




17

ralalic Plousli Tnvrenses d lousing Consuimplion
b f
S £,
.. N
~ . LR TR e N LT ]
. . [P : ERTI R [F. T 11 ey R TIwr sy
Arm - Lg—-—- - -
1rmp 0\ pi
\ L
Ay -
.
> "\_‘! -
3 ] ~
\ : .
k S
1} ‘\
1 h\\
H S s byt i
' .
L} S
' Su
I3
1 LN
H .
H M
[ . SR
LT M raman
. Lrmite ol TINEPTRRY
L ST T T R P ] | T R LT e e
Laadpers lone, ibwe hensrrtavhd chamibs pustd # Puobdie Bt ag i iy grosrendinge MR unils o f
LAV ke o S0 bl sl € e T Pyt ) S Bsnan e alben - s Fawpaela d e
it st 13 4 b bk e ek lm e g el el g

Gambar 2.3. Perumahan rakyat meningkatkan konsumsi rumah
Sumber : Arthur O'Suilivan, Urban Economic 4™ Edition. Page 414

Disini terlihat bahwa kebijakan tentang pajak properti terhadap rumah baru
dan rumah {ama merupakan suatu hal yang sangat penting. Kalau saja garis slope
total revenue menjadi lebih elastis maka pemotongan pajak akan memberikan
surplus fiskal bagi pemerintah kota, bisnis properti akan bertambah banyak, kalau

semua bisnis properti ditinggalkan karena tingginya potongan pajak maka kota

akan menjadi mati. X
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Gambar 2.4. Perumahan rakyat menurunkan konsumsi rumah
Sumber : Arthur O*Sullivan. Urban Economic 4™ Edition. Page 415

Apakah kebijakan perumahan akan meningkatkan konsumsi perumahan?

Apabila pemerintah menyiapkan 800 unit rumah dengan biaya pelayanan yang
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disediakan untuk MBR sebesar $100, maka penduduk di point B yang alokasi
belanja untuk perumahannya sebesar $150 dengan jumlah konsumsi rumah 600
unit akan berpindah ke point C. Lihat Gambar 2.3. Tetapi penduduk dengan
alokasi belanja perumahannya sebesar $250 dengan jumlah konsumsi rumah 1000

unit juga akan berpindah ke point C. Gambar 2.4.

2.1.2 Pembiayaan dan subsidi
Subsidi kontruksi kepada sektor perumahan dapat dijelaskan pengaruhnya

terhadap pasar formal perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah
{(MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Subsidi konstruksi akan
menggeser garis suplai kekanan (8; ke S» ) yang menyebabkan jumlah penghuni

rumah MBM bertambah dan harganya menjadi turun.

Eifects of Sulsitly for Medium-Cheality Housing on
Medivm-Qunlity and V.ow-Quality Sulmurkets
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Gambar 2.5. Efek subsidi untuk MBM Eada pasar MBM dan MBR
Sumber : Arthur O’ Sullivan. Urban Economic 4™ Edition. Page 381

Sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.5. Turunnya harga rumah MBM
menyebabkan konsumen rumah MBR berpindah ke rumah MBM, garis kebutuhan
bergeser ke kiri {D; ke Dg), turunnya harga rumah MBM akan menurunkan
kebutuhan rumah MBR. Turunnya kebutuhan rumah MBR akan menggeser kurva
suplai kekanan (S; ke S;), maka akan muncul keseimbangan baru, baik dalam

pasar rumah MBM maupun dalan pasar rumah MBR.
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Gambar 2.6. Subsidi meningkatkan konsumsi romah
Sumber : Arthur O’Sullivan. Urban Economic 4™ Edition. Page 387
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Kebijakan pemotongan pembayaran bank (the mortgage deduction) atau

subsidi perumahan melalui bank juga akan mampu meningkatkan konsumsi

perumahan karena dikuranginya kewajiban pembayaran konsumen kepada bank

oleh subsidi pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.6. Karena

pembiayaan subsidi tersebut akan mengurangi belanja pemerintah kepada hal lain

seperti kesechatan dan pendidikan maka sering dikatakan bahwa subsidi

perumahan oleh pemerintah melalui bank tidak efisien.
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Gambar 2.7. Perumahan rakyat Vs pembayaran cash
Sumber ; Arthur O’ Sullivan, Urban Economic 4™ Edition. Page 416
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Apakah keluarga akan lebih baik menerima pembayaran cash (cash

payment)? Pembayaran cash $100 akan menggeser budget line penerima naik, dan

keluarga akan memilih point E disamping point C untuk mendapatkan kepuasan

terbaik. Lihat Gambar 2.7. Sedangkan pembayaran cash sebesar $75 akan

menggeser budget line penerima naik tetapi keluarga akan memilih point F untuk

mendapatkan kepuasan terbaiknya, Lihat Gambar 2.8.
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Gambar 2.8. Nilai moneter dalam perumahan rakyat

Sumber : Arthur O"Sullivan. Urban Economic 4™ Edition. Page 417
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Gambar 2.9. SR dan LR efek dari Perumahan rakyat
Sumber : Arthur O*Sullivan. Urban Economic 4" Edition. Page 419
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) Dengan adanya kebijakan perumahan, pada jangka pendek kurva suplai
inelastis sempurna, akan terjadi pergeseran kurva kebutuhan kebawah sehingga
harga rumah menjadi turun, akan tetapi dalam jangka panjang kurva suplai elastis,
sehingga penurunan harga perumahan tidak sebesar dalam jangka pendek. Lihat

Gambar 2.9.
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Gambar 2.10. efek sertifikat sewa dalam konsumsi ramah
Sumber : Arthur O’Sullivan, Urban Economic 4" Edition. Page 422

Sertifikat sewa (coupons) adalali suatu bentuk subsidi sewa yang diberikan
pemerintah kepada MBR yang menempati rumah dengan kualitas minimum baik
dari segi vkuran maupun kualitas serta tidak dapat dibelanjakan diluar sewa rumah
standar untuk MBR. Pada umumnya menggunakan formula, subsidi sewa = actual
sewa — 30% pendapatan MBR. Kailau pasar penyewaan rumah adalah $350,
pendapatan MBR adalah $600, maka subsidi sewanya adalah sebesar $170.
Gambar 2,10, menjelaskan ketika pada mulanya belanja sewa rumah adalah $300
di point E, maka program sertifikat sewa sesuai dengan harga sewa $400 akan
menambah point diantara C dan D, pemerintah akan membayar subsidi sebesar
perbedaan antara 30% dari $600 ($180) dengan $400 maka keluarga penerima
sertifikat sewa akan berpindah ke point D yang merupakan kurva indifference
yang lebih tinggi.

Program voucher perumahan yang mirip dengan program sertifikat sewa,
keduanya disediakan bagi keluarga yang sangat miskin. Perbedaan voucher

perumahan dengan sertifikat sewa adalah penerima voucher dapat
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membelanjakannya untuk rumah tinggal yang diinginkan ketika sedang

menempati rumah dengan standar pisik minimum. Program voucher menggeser

budget line dari AB ke AFG, dan keluarga penerima voucher dapat memilih point

D, H atau J, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.11.
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Gambar 2.11. Efek voucher rumah dalam konsumsi rumah
Sumber : Arthur O"Sullivan. Urban Economic 4" Edition. Page 424

Dalam jangka pendek voucher perumahan akan menggeser kurva demand
ke kanan sehingga menaikkan harga rumah, tetapi dalam jangka panjang harga

rumah yang mengalami kenaikan tadi akan turun kembali meskipun masih lebih

mahal dari harga rumah semula. Lihat Gambar 2.12.
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Gambar 2.12. SR dan LR efek dari voucher rumah
Sumber : Arthur O*Sullivan. Urban Economic 4™ Edition. Page 425
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Gambar 2.13, menggambarkan adanya efek kelangkaan (shortage; dari
suplai perumahan apabila diterapkan kontrol terhadap sewa perumahan baik
dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dengan jumlah kelangkaan

lebih banyak dalam jangka panjang.
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Gambar 2.13. SR dan LR efek dari kontrol sewa rumah
Sumber : Arthur O'Sullivan. Urban Economic 4™ Edition. Page 432

2.1.3 Pertanahian
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Gambar 2.14, Bid rent function dari kontrol sewa
Sumber : Arthur O’Sullivan. Urban Economic 4™ Edition. Page 225

Sebaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa masalah pertanahan atau

penggunaan fungsi [ahan merupakan unsur dominan dalam kebijakan pasar formal
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perumahan. Untuk dapat membuat RSH yang layak huni dengan harga yang
terjangkau oleh MBR dan MBM, maka sangat dibutuhkan harga tanah yang
murah karena harga tanah memberikan kontribusi sampai 30% dari harga jual
RSH. Dalam model monocentric city, lahan yang murah untuk perumahan
terletak di pinggiran kota, sedangkan pusat perkotaan digunakan untuk bisnis dan
industri ringan karena harga lahannya semakin mahal. Gambar 2.14.

Gambar 2.15, memberikan gambaran apabila sebuah pemerintah kota
membatasi perijinan pembangunan rumah, maka permintaan terhadap tanah
menjadi turun, turunnya permintaan terhadap tanah akan menurunkan harga tanah,

dengan turunnya harga tanah maka biaya produksi rumah juga akan menjadi

turun.
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Gambar 2.15. Efek pasar dari Ijin mendirikan bangunan
Sumber : Arthur O’Sullivan, Urban Economic 4™ Edition. Page 307

Perbaikan lingkungan kawasan kumuh perkotaan yang merupakan salah
satu dari target millenium development goal (MDG) untuk meningkatkan
kesehatan komunitas terutama untuk masyarakat misi(in yang tidak mampu
menjangkau harga RSH, dalam bentuk konsolidasi lahan (land consolidation),
dijelaskan oleh Gambar 2.16.

Apabila luas lahan dari kawasan tersebut adalah 120 acres dengan harga
tanah rata-rata $20.000, kemudian dibagi dua menjadi masing-masing seluas 60
acres untuk penggunaan yang berbeda. Satu bagian akan dibangun untuk
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apartemen yang hanya membutuhkan tanah seluas 40 acres, karena garis slope
permintaan tanah untuk apartemen yang bersifat inelastis maka harga tanah untuk
apartemen tersebut menjadi $40.000, sedangkan garis slope permintaan tanah
untuk housing bersifat lebih elastis, sehingga sisa tanah seluas 80 acres harganya

menjadi lebih murah dari harga tanah sebelum dibagi, yaitu sebesar $15.000.

Large-Lot Zoning and the Price of Land
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Gambar 2.16. Harga Tanah
Sumber : Arthur O*Sullivan. Urban Economic 4™ Edition. Page 314

Bagaimanakah dengan banyaknya tanah kosong (idie land) terbuka di
perkotaan yang tidak tergarap? Apakah tanah kosong terbuka tersebut efisien?
Padahal banyak tanah kosong terbuka diperkotaan yang dapat dimanfaatkan untuk
membangun rumah susun atau apartemen murah. Apabila sebuah kota
memertukan tanah kosong terbuka, pemerintah kota sebaiknya menjaga dan
memelihara tanah kosong terbuka tersebut selama marginal benefit dari tanah
kosong terbuka tersebut lebih besar dari marginal costnya. Kurva marginal benefit
mempunyai slope negatif yang merefleksikan diminishing marginal utility dari
tanah kosong terbuka tersebut,

Dalam Gambar 2.17, digambarkan, apabila developer perumahan bersedia
membayar {WTP) tanah kosong tersebut sebesar $20.000, maka marginal cost dari
tanah terbuka kosong tersebut adalah $20.000, titik optimumnya adalah ketika
marginal benefit beririsan dengan marginal cost. Jadi alokasi fanah kosong

terbuka seluas 100 acres yang efisien adalah tanah kosong pertama sampai 60
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acres dijadikan tanah kosong terbuka karena nilai dari tanah kosong terbuka
tersebut lebih besar dari nilai tanah untuk perumahan dan dari 61 sampai 100
acres digunakan untuk perumahan karena nilai tanah untuk perumahan lebih kecil

dari nilai tanah untuk ruang terbuka.
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Gambar 2.17. Tanah terbuka
Sumber : Arthur O’Sullivan. Urban Economic 4" Edition. Page 319

2.1.4 Institusi
Peran institusi yang terlibat dalam kerangka kerja kebijakan pembangunan

dan pembiayaan perumahan dalam pasar perumahan sangat [uas, Gambar 2.18.

The Ramework of housing finance

Working legishation \
Stable banking sector ~ Free competition among

housing finance providers in an
open housing marker

Clear definitien of /

% ya

involvement
ll\{acmcconoaﬁc stabili?l

Gambar 2.18. Frame work HF

Sumber : Economic Commission for Evrope, Geneva. 2005.

Universitas Indonesia

Analisis dan perancangan..., Memed Sosiawan, FE Ul, 2009.




27

Gambar tersebut memberikan gambaran bahwa Kketerlibatan .institusi
dimulai sejak tahap legislasi menyiapkan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan, dukungan sektor perbankan, keterlibatan pemerintah pusat dan daerah,
serta stabilitas ekonomi makro yang terjaga sebagai dampak dari kerjasama yang
baik antar institusi sampai dengan terciptanya pasar perumahan dan pembiayaan
yang sehat dan integral. Bahkan keterlibatan institusi dapat dikelompokan
berdasarkan dukungannya terhadap sisi permintaan dan sisi penawaran serta

secara dinamis dapat berubah menuju kondisi pasar perumahan yang lebih baik.

Poland’s Housing Finance Systern, 1992
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: Gambar 2.19. Poland HFS'1992
Sumber : USAID/Warsaw, Regional Urban Development OQffice, Central Europe. June
2000. Page 64-65

Sebagai contoh pengalaman yang dapat dipelajari dan dijadikan masukan
berharga bagi pengembangan institusi perumahan di Indonesia adalah
perkembangan dan pertumbuhan institusi sistem pembiayaan yang menopang
sektor perumahan di Polandia sebagai sebuah negara yang sedang mengalami
transisi dari negeri sosialis menuju keterbukaan pasar terlihat demikian cepat,
dimulai dari tahun 1992, kemudian berkembang pada tahun 1996 dan semakin
meluas pada tahun 2000, lihat Gambar 2.19, Gambar 2.20, dan Gambar 2.21.

Kondisi sistem pembiayaan perumahan yang ada di Polandia pada tahun
1992, hampir mirip dengan kondisi sistem pembiayaan perumahan yang ada di
Indonesia pada saat ini. Pemerintah dengan menggunakan bank pemerintah (BTN)
menyalurkan subsidi kredit dan bantuan perumahan kepada masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR} dan menengah (MBM), bagi masyarakat yang tidak
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mampu mengambil kredit perbankan (unbankable), pemerintah memberikan

bantuan langsung ke masyarakat.

Poland’s Housing Finance System, 1996
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Gambar 2.20. Poland HFS1996

Kemudian pada tahun 1996 dikembangkan lembaga mortgage fund yang

dapat menanpung pinjaman dari negara donor, untuk disalurkan melalui bank

pemerinthah. Dan pada tahun 2000 dikembangkan bank khusus perumahan

(mortgage bank) yang dapat berinteraksi dengan pasar modal.

Poland’s Housing Finance System, 2000
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Gambar 2.21. Poland HFS*2000
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2.2 Koasep Kebijakan
For governments of industrialised countries staying out of housing, taking
no interest in outcomes, leaving citizens to get on with as best as they are able,

has not apparently been an option... In all such countries the governments have

intervened (Doling; 1997).

Population :

Degn_ographic Factos
Socio-Economic
Faclors

Urbanisation Rate

Culll_._lrg-:'__ _ Rescources :
Idenlogy - Larid sector
Political priorities Housing Financlal sector
Instifutiorial : Policy |Saving palicy
framgwork - Budget situation
driiinistrativa & Legal Control bank palicy on
framework -~ . - fongy supply

Econdmy :

Economic basis/GDP

Economlc growth

income Distribution

Employment ralte

Housing market

Gambar 2.22. Housing Policy
Sumber : Final Report. Housing Subsidies Which System for Thailard? An International
Overview of Housing Subsidies Commissioned by the Thai National Housing Authority Produced
by Urban Solutions BY Rotterdam, The Netherlands December 2004, Page 5

Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pasar perumahan,
selain berhubungan dengan ketidak-seimbangan yang tetjadi, juga terkait dengan
pilihan prioritas dalam sebuah kondisi sosial dan ekonomi tertentu. Ketika
pemerintah memerlukan ukuran-ukuran tindakan koreksi untuk menyelesaikan
permasalahan perumahan, maka akan menghadapi pilihan : apakah kepemilikan
rumah lebih disukai dibandingkan dengan menyewa rumah? Apakah harga sewa
harus dikontrol atau ditentukan oleh kekuatan yang ada di pasar? Apakah
pemerintah melakukan intervensi hanya ketika terjadi devaluasi nilai properti dari
perumahan? Apakah bangunan ilegal harus dihancurkan atau ditingkatkan
fungsinya kemudian dilegalisasi? Berbagai metode alternatif dapat digunakan

untuk menjawab permasalahan tersebut diatas. Pemerintah dapat berperan aktif
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dalam pembuatan regulasi, atau pemerintah dapat secara langsung berperan dalam
penyediaan perumahan, atau pemerintah melakukan pendekatan intervensi yang
lebih kecil dengan memberi subsidi kepada pembeli atau penyewa perumahan.

Ketika memilih kebijakan perumahan, pemerintah akan memberikan
reaksi kepada kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang paling sering terjadi.
Kondisi tersebut akan mempengaruhi keputusan pemerintah di semua sektor
ekonomi, demikian juga yang terjadi di sektor perumahan. Sebaliknya, pemerintah
harus menghitung dampak yang diakibatkan oleh pembangunan sosial, ekonomi
dan demografi yang terjadi dan juga dampak dari pembangunan sektor
perumahan. Semua kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan demografi yang
mempengaruhi kebijakan perumahan dapat dilihat dalam Gambar 2.22.

Kebijakan intervensi pemerintah kepada sektor perumahan dapat
menggunakan beberapa bentuk, secara feori terdapat dua kutub pendekatan yang
bertolak belakang :

o Pada satu sisi dimana sebuah negara berlaku sistern pasar liberal,
keterlibatan intervensi pemerintah dalam produksi perumahan sangat
minimum, dan intervensi pemerintah dikurangi ketingkat bantuan
legislasi dan administrasi dalam membuat regulasi sektor peruriahan.

o Pada sisi yang lain dimana sebuah negara berlaku sistem sosialis,
misalnya negara China sebelum reformasi, pemerintah menggantikan
mekanisme pasar dengan perencanaan terpusat (central planning) baik

pada produksi dan alokasi perumahan.

Diantara kedua sistem ekstrem tersebut terdapat berbagai sistem dengan
tipologi yang berbeda-beda, berdasarkan tingkat intervensi pemerintah dalam
pasar perumahan. Dengan kegagalan dan runtuhnya sejumlah besar negara
sosialis pada tahun 1990, pilihan kebijakan perumahan menjadi sangat terbatas.

Dasar pemilihan kebijakan perumahan untuk sisi permintaan (demand
side} dan sisi penawaran (supply side) diorientasikan kepada instrumen :
pengaruhnya terhadap kekuvatan daya beli (the purchasing power) atau
pengaruhnya terhadap harga rumah, atau kedua-duanya. Instrumen sisi permintaan

(demand side instruments) fokus kepada keinginan dan kemampuan sebuzah rumah
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tangga untuk membeli rumah, seperti benefit pajak, skema tabungan dan
tunjangan perumahan. Instrumen sisi penawaran (supply side instruments) fokus
kepada fasilitas dan keuntungan yang akan diperoleh developer, dan atau

pemberian pinjaman ketika memasarkan perumahan pada harga yang murah.

SUPPLY DEMAND

Lorws Cost Housing = ik
Labour Cost Constnselon Femly
Buikfing MAlenas N L
Capital Cost Financing Preperty Yaxation
Stfes Pricas Regulalion income Taxation
Lecal Feas Sales Taxation
Infraslructure provision

Oweliing

Friee
Financia System
Reni Control

Allordabdity

Gambar 2.23. Form of Intervention
Sumber : Final Report. Housing Subsidies Which System for Thailand? An Intemnational
Overview of Housing Subsidies Commissioned by the Thai National Housing Authority Produced
by Urban Solutions BV Rotterdam, The Netherlands December 2004. Page 6.

Literature yang ada secara intermasional menganggap instrumen sisi
permintaan (demand side) lebih efektif dibandingkan dengan instrumen sisi
penawaran (supply side) karena : 8

o Supply side instruments mempunyai kecenderungan untuk mendistorsi

pasar, khususnya di pasar yang sedang tumbuh.

o Sedangkan demand side instruments dapat mencapai sasaran yang

lebih baik seperti adanya benefit yang diterima oleh rumah tangga.

Pola intervensi pemerintah dalam kebijakan perumahan bisa dilakukan
dalam berbagai bentuk, seperti misalnya ;

o Sisi produksi perumahan, seperti tanah dan infrastruktur.

¥ Final Report. Housing Subsidies Which System for Thailand? An International Overview of
Housing Subsidies Commissioned by the Thai National Housing Authority Produced by Urban
Solutions BV Rotterdam, The Netherlands December 2004. Page 6
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o Sisi pembiayaan perumahan, seperti susbsisi pinjaman konstruksi,
bantuan uang muka, jaminan pinjaman.

o Sisi biaya operasional, seperti tunjangan perumahan.

o Sisi pajak, seperti pengurangan pajak konstruksi, pengurangan pajak
pendapatan, batas pajak (tax caps).

o Sisi harga, seperti kontrol harga rumah milik dan harga rumah sewa.

2.3 Pola Kebijakan di Negara lain

Bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan
perumahan di kedua sisi instrumen, dapat dilihat dalam Gambar 2.23. Berdasarkan
pengalaman yang telah dilakukan oleh beberapa negara di Asia, Eropa, dan
Amerika Latin, bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah suatu
negara dalam sektor perumahan dapat dilihat dalam perbandingan Matrik 2.24,
dibawah ini. Matrix tersebut menggambarkan bentuk intervensi pemerintah yang
berbeda-beda pada setiap kawasan, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi
penawaran,

Intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi, sebagian besar diberikan oleh
pemerintah kepada sisi permintaan, berupa alokasi anggaran bantian {grant),
pengurangan pajak, pemberian voucher, reduksi harga untuk penyewa flats,
program leasing perumahan, dan lain-lain. Sedangkan kepada sisi penawaran
diberikan subsidi konstruksi, harga tanah yang murah, bantuan (grant) bagi
penyedia rumah sosial, dan subsidi defisit operasi bagi pemilik rumah sosial.

Intervensi pemerintah dalam bentuk pembiayaan (financing), sebagian
besar diberikan oleh pemerintah kepada sisi penawaran, berupa bantuan (grant)
tahunan, pembebasan suku bunga pinjaman, garansi, pinjaman subsidi, dan subsidi
suku bungan, serta pinjaman jangka panjang. Sedangkan kepada sisi permintaan
diberikan skema tabungan wajib, subsidi penjaman kepada pemilik ruma sewa dan
penyewanya, serta reduksi suku bungan,

Intervensi pemerintah dalam kebijakan (regulasi) pasar perumahan,
sebagaian besar diberikan oleh pemerintah kepada sisi permintaan, berupa kontrol
harga, alokasi kepada kelompok sasaran tertentu, price ceiling, pembatasan

penjualan kembali, kontrol sewa, kelompok sasaran penyewa, dan kelompok
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penerima voucher. Sedangkan kepada sisi penawaran berupa kuota rumah baru,

prosentase dari stok rumah, kuota perumahan sosial, obligasi dari pemerintah kota,

dan kontrak bangunan ke developer swasta.

Intervensi pemerintah dalam pembentukan penyedia rumah sosial,

semuanya sisiapkan dari sisi penawaran, baik di Asia maupun di Eropa, sedangkan

di Amerika latin, penyedia rumah sosial diserahkan kepada swasta.

Matrix 2.24. Pola Intervensi di Asia, Eropa dan Amerika Latin

SUPPLY

DEMAND

Subsidies

ASIA

o Harpa tanah yang murah
o Subsidi konstruksi

o Inisiatif ekstra kepada central
provident fund (CPF) untuk
kelompok sasaran

o Skema kepemilikan rumah
mengijinkan penyewa untuk
membeli flats dengan reduksi
harga

o Pengurangan pajak pendapatan
kepada pemilik rumah sewa

EROPA

o Bantuan (grant) terbatas untuk
penyedia perumahan sosial

o Subsidi untuk defisit operasi
bagi pemilik rumah sosial

© Subsidi kepada penyewa
individu

o Pengurangan pajak pendapatan
untuk pemilik rumah sewa

o Benefit perumahan untuk
pemilik rumah dan penyewa

o Bantuan (grant) lump sum
kepada kepemilikan rumah yang
pertzma

AMERIKA LATIN

o Vouchers perumahan kepada
pemesan perumahan dengan
kelompok pendapatan rendah

©  Program leasing perumahan

Financing

ASIA

o  Bantuan {grant) tahunan
kepada HDB

o Bebas suku bunga pinjaman
konstruksi untuk housing
autherity

o  Skema tabungan wajib : CPF
o Housing provident fund

EROPA

o Struktur garansi melalui
central housing fund untuk
korporasi perumahan

o Pinjaman subsidi terbatas
untuk penyedia perumahan
sosial

o Subsidi pinjaman melalui low
cost housing fund untuk pemilik
rumah dan penyewa

o  Reduksi suku bunga pinjaman
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(sambungan)
o  Subsidi suku bunga dan
pinjaman jangka panjang
kepada asosiasi perumahan
AMERIKA LATIN Pinjaman jangka panjang
melalui national savings and
loans association
Regulations
ASIA o Minimum kuota untuk Kontrol harga terhadap pasar
perumahan HDB dalam primer HDB flats,
pembangunan rumah baru Alokasi kebijakan untuk etnis
o Developer diminta untuk dan kelompok pendapatan yang
membangun sejumlah berbeda
presentase terientu sebagai Alokasi kebijakan untuk housing
stock dari anju housing authority flats,
Price ceilings untuk anju
housing
Pembatasan penjuvalan kembali
pada pasar perumahan sekunder
EROPA o Minimum kuota untuk Kontrol sewa untuk sektor
perumahan sesial dalam perumahan sosial
pembangunan rumah baru Sistem grade untuk penyewa
o Pemerintah kota mempunyai Sistem grade kepada pendafiar
obligasi untuk memastikan perumahan sosial dan
perumahan yang layak untuk perumahan pribadi
rumah tangga 5
AMERIKA LATIN |o Kontrak bangunan kepada Sistem grade yang dihubungkan
developer swasta dengan sistem vouchers
Providers of Social Housing
ASIA o HDB
o Housing authority dan housing
society
o Developer swasta
EROPA o Pemilik rurnah, koperasi dan
korporasi perumahan nir laba
o Pemerintah kota dan asosiasi
perumahan
o  Otoritas lokal dan organisasi
perumahan sosial
© Perusahazn perumahan pribadi
atau swasta
AMERIKA LATIN jo Sekior swasta

Sumber : Final Report. Housing Subsidies Which System for Thailand? An International Overview
of Housing Subsidies Commissioned by the Thai National Housing Authority Produced by Urban
Solutions BV Rotterdam, The Netherlands December 2004. Diolah.
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BAB 3
METODOLOGI

Diperiukan suatu metodologi tertentu dalam melakukan kajian, analisa,
evaluasi, dan sekaligus perancangan pengembangan kebijakan-kebijakan alternatif
yang dibutuhkan dan dapat menjadi rekomendasi solusi bagi permasalahan
perumahan rakyat di Indonesia. Dalam bab ini dijabarkan metodologi yang dipilih
dalam melakukan kajian, analisa, evaluasi, dan perancangan pengembangan

kebijakan alternatif yang dibutuhkan.

3.1 Metodologi Perancangan Kebijakan

3.1.1 Pengertian Kebijakan (Policy)

Perancangan kebijakan (policy making) merupakan suatu hal yang selalu
kurang dipahami dan dianggap mudah, padahal kebijakan yang dibuat oleh sebuah
negara, propinsi bahkan pemerintah daerah akan berakibat dan dirasakan
pengaruhnya oleh setiap orang dalam komunitas tersebut. Kebijakan publik akan
menentukan pelayanan apa yang akan disediakan kepada warga negara dan
bagaimana tingkat pelayanannya, serta bagaimana bentuk pelayanan yang akan
dikembangkan, bahkan kebijakan publik (public policy) juga dapat menentukan
bagaimana bentuk komunitas masyarakat pada masa yang akan datang, °
Kebijakan dibuat dalam rangka memandu pengambilan keputusan (decision-
making).

Pengertian umum dari terminologi kebijakan (policy} juga termasuk
kebijaksanaan dan gagasan pengaturan menejemen, meskipun sering terjadi
pengaburan garis batas antara kebijakan (policy) dan administrasi (administration)
yang menyebabkan kebingungan dalam pembuatan kebijakan. Gambar 3.1
dibawah ini memberikan batasan antara kebijakan (poficy) dan administrasi
(administration), bahwa kebijakan adalah menentukan apakah yang diinginkan
(what) dan administrasi adalah bagaimana caranya mencapai yang diinginkan

tersebut (how). Lembaga legislatif akan sangat efektif dan sangat sukses ketika

¢ Municipal Research & Service Center (MRSC) of Washington. Local Government Policy-
Making Process. Page 1.
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mereka fokus kepada aktifitas strategis berupa kebijakan (policy) yang memandu

masa depan komunitas mereka.

Palicy ("What") / Legisiative

Administration ("How") / Execulive

Gambar 3.1 Batas Legislative dan Executive

Sumber ;: Municipal Research & Service Center (MRSC) of Washington.

Kebijakan publik (public policy) adalah merupakan kombinasi dari
keputusan dasar, komitmen, dan aksi yang dilakukan oleh seswatu yang
mempunyai otoritas atau yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan
keputusan pemerintah. Proses perancangan kebijakan mengatur bobot dan

keseimbangan nilai-nilai yang ada dalam komunitas masyarakat. '°

3.1.2 Tahapan Proses Perancangan Kebijakan (Policy- Making Process)

Menurut William N Dunn (1994), aktifitas intelektual yang dilaksanakan
dalam sebuah proses yang dibentuk oleh aktifitas yang merupakar esensi politik,
disebut aktifitas politik. Aktifitas politik tersebut dapat digambarkan sepenuhnya
sebagai proses perancangan kebijakan (policy-making process) yang dapat
dibentuk dan digambarkan sebagai suatu rangkaian tahapan yang saling
bergantung dan juga disusun berdasarkan uwrutan waktu, yaitu ; agenda setting,
policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan policy
assessment,

Masing-masing tahapan dalam proses perancangan kebijakan mempunyai
karakteristtk (William N Dunn, 1994), sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.2.
Selain memiliki karakteristik masing-masing, didalam setiap tahapan perancangan
kebijakan mempunyai prosedur analisa kebijakan (policy-analytic procedures)
yang dapat menghasilkan informasi tentang kebijakan yang relevan (policy-

relevant information).

' Ibid. Page 2.
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Tabel 3.2. Tahapan Perancangan Kebijakan
PHASE CHARACTERISTICS

POLICY IMPLEMENTATION Kebijakan yang telah dipilih dilaksanakan oleh
unit administrasi yang selanjutnya memobilisasi

sumber daya manusia dan finansial agar sesuai
dengan kebijakan yang telah dipilh.

POLICY ASSESSMENT Unit audit dan keuangan dalam pemerintahan
menentukan apakah agen eksekutif, legislatif

atau pengadilan yang akan disetujui sesuai
dengan kedudukannya, menjalankan
pemenuhan kondisi kebijakan dan mencapai
sasaran yang ditentukan.

AGENDA SETTING Penanggung jawab yang dipilih dan ditunjuk
secara resmi menempatkan permasalahan

kepada agenda publik, beberapa permasalahan
tidak dapat direspon seluruhnya, sedangkan
permasalahan yang lainnya dapat diselesaikan
setelah mengalami keterlambatan panjang.

POLICY FORMULATION Perumusan alternatif kebijakan secara resmi
dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.
Alternatif kebijakan diasumsikan merupakan
bentuk penugasan eksekutif, keputusan
pengadilan, dan perundangan legislatif.

POLICY ADOPTION Sebuah kebijakan alternatif akn dipilh dengan
dukungan mayorita legislatif, konsensus
diantara para direktur eksekutif, atau sebuah
keputusan pengadilan.

Sumber : William N Dunn (1994)

Prosedur analisa kebijakan yang ada disetiap tahapan perancangan adalah :
monitoring, evaluation, problem structuring, forecasting dan recommendation.
Dan informasi yang relevan yang dihasilkan dalam setiap prosedur analisa
kebijakan adalah : policy outcomes, pol.:'cy performance, policy problem, policy
Jutures, dan policy action. Dengan demikian secara keseluruhan dapat
digambarkan dalam Gambar 3.3.

Monitoring (description) menghasilkan informasi tentang dampak
sekarang dan yang telah lalu dari tindakan alternatif kebijakan (policy outcomes),
juga menyediakan pengetahuan kebijakan yang relevan, dengan demikian dapat
membantu pembuat kebijakan dalam phase policy implementation. Secara berkala

perlu dilakukan monitor terhadap keluaran (outcomes) dan dampak (impacts)
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melalui berbagai indikator kebijakan di lingkungan pendidikan, perumahan,
kesejahteraan, kriminalitas, ilmu pengetahuan dan teknologi. Monitoring
membantu mengakses tingkat persetujuan, menemukan akibat ketidak-tajaman
kebijakan dan program, identifikasi rintangan dan kendala, dan sumber daya lokai

ketika terjadi penyimpangan terhadap kebijakan.

POUICY POLICY AGENDA PELICY POLICY
JUPLEMENTATION ASSESSUENT SETTING FORMULATION ADOFTION
o __"“—“-\ 3 . ,f—-—-\
Wanering Frosiom Pareca Ryvpanmprdyien
. Erabirton L Eirechriog ey |
., 3 b ~. A ™, "y
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Gambar 3.3. Phases of policy making, policy-analytic procedures
And policy-relevant information.
Sumber : William N Dunp (1994)

Evaluation, yang menggunakan nama yang sama, menyediakan informasi
tentang nilai atau manfaat dari dampak dalam penyelasaian atau dalam
mengurangi permasalahan (policy performance), juga menghasilkan pengetahuan
kebijakan vang relevan, sehingga membantu pembuat kebijakan pada phase policy
assessment. Evaluation tidak hanya menghasilkan kesimpulan tentang batasan
atau luasnya permasalahan yang harus dipecahkan, dia juga dapat memberikan
kontribusi terhadap klasifikasi dan kritik dari nilai yang dibawa oleh sebuah
kebijakan, juga menambah penyesuaian atau perumusan ulang dari kebijakan,
serta memantapkan dasar untuk merumuskan permasalahan kembali.

Problem structuring (definition) yang menghasilkan informasi tentang
kondisi yang menyebabkan munculnya problem kebijakan (policy problem), dapat
memasok pengetahuan tentang kebijakan yang relevan yang menuntut asumsi-
asumsi utama dari definisi permasalahan dapat menjangkau proses perancangan

kebijakan melalui Agenda setting. Problem structuring dapat membantu dalam
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pencarian asumsi-asumsi yang tersembunyi, diagnosa dari sebab permasalahan,
memetakan sasaran yang memungkinkan, sintesa pandangan-pandangan yang
bertentangan, dan merencanakan pilihan kebijakan yang baru, !

Forecasting (prediction) menyediakan informasi tentang dampak masa
depan akibat tindakan yang dilakukan dalam alternatif kebijakan, termasuk tidak
melakukan tindakan apapun (policy futures), yang menjadi pertimbangan pada
phase policy formulation, juga menyediakan pengetahuan kebijakan yang relevan
tentang negara di masa yang akan datang dalam hubungannya dengan munculnya
akibat dari pemilihan alternatif kebijakan. Forecasting dapat menguji
pertimbangan yang masuk akal, potensial, dan berdasarkan penilaian terhadap
masa depan, memperkirakan akibat dari kebijakan yang ada dan yang diusuikan,
merinci kendala yang akan datang ketika mencapai sasaran, juga memperkirakan
kondisi politik (pendukung dan penclak) dari berbagai pilihan yang berbeda.

Recommendation (prescription) menyediakan informasi tentang nilai
relatif atau manfaat dari dampak masa depan dalam penyelesaian atau mengurangi
permasalahan (policy actions), juga menghasilkan pengetahuan kebijakan yang
relevan yang telah diperkirakan ketika melakukan forecasting, dengan demikian
memberikan tambahan kepada pembuat kebijakan dalam phase policy adoption.
Recommendation membantu memperkirakan tingkat resiko dan ketidak-pastian,
identifikasi faktor eksternal dan kelebihan, merinci kriteria untuk membuat
pilihan, dan menetapkan penanggung jawab administrasi ketika menerapkan

kebijakan.

3.1.3 Perancangan Kebijakan Publik dan Analisa

Menurut William N Dunn (1994), analisa kebijakan adalah kegiatan
menciptakan pengetahuan dari dan dalam proses perancangan kebijakan. Dalam
menciptakan pengetahuan, analisa kebijakan dari proses perancangan kebijakan
meneliti sebab, akibat dan kondisi dari program dan kebijakan publik. Hasil dari
penelitian pengetahuan tersebut, merupakan analisa kebijakan yang dapat
memperbaiki proses perancangan kebijakan dan kondisinya. '* Karena efektifitas

dari perancangan kebijakan tergantung kepada akses terhadap sumber

' William N. Dunn. Public Policy Analysis, an Introduction. Page 17.
"2 [bid. Page 1.

Universitas Indonesia

Analisis dan perancangan..., Memed Sosiawan, FE Ul, 2009.




40

pengetahuan yang ada serta komunikasi yang terjalin, dan analisa kebijakan
merupakan pusat dari praktek dan teori tentang proses perancangan kebijakan. '?
Metodologil dengan demikian, terkait erat dengan aktifitas intelektual dan
praktek, yang disebutkan oleh John Dewey sebagai logika dari penelitian (the
logic of inquiry), dan itu adalah merupakan operasi dari pengetahuan manusia
dalam pennyelesaian masalah (the operation of human understanding in problem
solving). Problem solving merupakan sebuah elemen kunci dari metodologi
analisa kebijakan. Yang juga sama pentingnya adalah, analisa kebijakan adalah
sebuah metodologi untuk perumusan masalah (problemy) sebagai bagian dalam
mencari penyelesaian (solution). '* Metodologi dari analisa kebijakan ditulis dari
dan merupakan integrasi berbagai elemen muiti disiplin seperti : ilmu politik,

sosiologi, psikologi, ekonomi, filosofi, dan lain-lain.

3.1.3.1 Informasi Kebijakan yang relevan (Policy- Relevant Information)

Metodologi dari analisa kebijakan menyediakan informasi yang dapat
digunakan sepenuhnya dalam menjawab lima bentuk pertanyaan yang selalu
muncul dalam analisa kebijakan : Apakah problem yang sesungguhnya? Apakah
kebijakan masa lalu dan sekarang yang sedang berjalan dapat menyelesaikan
masalah, dan apakah hasilnya? Bagaimana kegunaan hasilnya tersebut dapat
menyelesaikan permasalahan? Apakah altematif kebijakan yang ada untuk
menyelesaikan permasalahan, dan seperti apakah hasilnya pada masa yang akan
datang? Apakah altematif tersebut dapat berperan dalam menyelesaikan
permasalahan?

Jawaban dari semua pertanyaan tersebut akan menghasilkan informasi
tentang : permasalahan kebijakan (policy problem), kebijakan masa depan (policy
Sfutures), tindakan kebijakan (policy actions), dampak kebijakan (policy outcomes)
dan kinerja kebijakan (policy performance). Ke lima type dari informasi tersebut
ditunjukkan dalam Gambar 3.4.

Ke lima type informasi kebijakan yang relevan (policy-relevant
Information) sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar 3.4. terssbut, saling

berhubungan dan saling bergantung. Garis panah yang menghubungkan setiap

% Ibid. Page 2.
" Ibid. Page 2.
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komponen informasi melukiskan sebuah proses dinamis dimana sebuah fype
informasi ditransformasikan kepada informasi lainnya dengan menggunakan
prosedur analisa kebijakan (policy-analytic procedures) yang sesuai, lihat Gambar

3.5.

Gambar 3.4. Policy-Relevant Information
Sumber : William N Dunn (1994)

Informasi tentang. kebijakan yang relevan merupakan dasar bagi
penciptaan pengetahuan yang dituntut dalam berbagai bentuk, merupakan titik
tolak dalam alasan argumentasi yang tepat dan masuk akal bagi tuntutan

pengetahuan ketika menghadapi kritik, tantangan dan penolakan. °

3.1.3.2 Prosedur Analisa Kebijakan (Policy-Analytic Procedures)

Metodologi dari analisa kebijakan yang tergabung dengan lima prosedur
umum merupakan usaha bersama terbesar terhadap penyelesaian permasalahan
manusia (human problem solving), yaitu : definition, prediction, prescription,
description, and evaluation. Dalam analisa kebijakan, prosedur tersebut telah
diberi nama-nama khusus. Problem structuring (definition) menghasilkan
informasi tentang kondisi yang menyebabkan muncuinya problem kebijakan
(policy problem). Forecasting (prediction) menyediakan informasi tentang
dampak masa depan akibat tindakan yang dilakukan dalam alternatif kebijakan,

'* Ibid. Page 12.
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termasuk tidak melakukan tindakan apapun (policy futures). Recommendation
(prescription) menyediakan informasi tentang nilai relatif atau manfaat dari
dampak masa depan dalam penyelesaian atau mengurangi permasalahan (policy
actions). Monitoring (description) menghasilkan informasi tentang dampak
sekarang dan yang telah lalu dari tindakan alternatif kebijakan (policy outcomes).
Evaluation, yang menggunakan nama yang sama, menyediakan informasi tentang
nilai atau manfaat dari dampak dalam penyelasaian atau mengurangi

permasalahan (policy performance). '® Terlihat dalam Gambar 3.5.

{ Forecasting )

i [

(S A

Gambar 3.5. Policy-Analytic Procedures
Sumber : William N Dunn (1994)

{smm) e (rmmi
I ( sons )

.

- —
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Gambar. 3.6. Problem-Centered Analysis
Sumber : William N Dunn (1994)

19 1bid. Page 14.
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Pada akhirnya, ke lima prosedur analisa kebijakan yang didukung oleh
sebuah rangkaian metode dan teknik yang sepenuhnya dapat digunakan untuk
menghasilkan dan melakukan transformasi terhadap informasi kebijakan yang
relevan. Gambar 3.6, menunjukkan kerangka kerja lengkap untuk analisa

kebijakan dengan fokus permasalahan (problem-centered policy analysis).

3.1.3.3 Analisa Kebijakan dalam Proses Perancangan Kebijakan (Policy

Analysis in the Policy-Making Process)

Proses analisa kebijakan merupakan rangkaian dari aktifitas intelektual
yang dilaksanakan dalam sebuah proses yang dibentuk oleh aktifitas yang
merupakan esensi politik. Aktifitas politik tersebut dapat digambarkan
sepenuhnya sebagai proses perancangan kebijakan (policy-making process) yang
dapat disusun dan digambarkan sebagai suatu rangkaian tahapan yang saling
bergantung dan juga disusun berdasarkan urutan waktu, yaitu : agenda setting,
policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan policy
assessment. Analisa kebijakan yang dilakukan dapat menghasilkan informasi yang
relevan terhadap satu. beberapa, atau semua tahapan dari proses perancangan
kebijakan, tergantung kepada type permasalahan yang ditemui oleh yang
membutuhkan adanya analisa kebijakan. '° Tahapan yang saling bergantung
tersebut mewakili aktifitas yang sedang berjalan yang muncul setiap waktu.
Masing-masing tahapan berhubungan dengan tahapan selanjutnya , dan tahapan
terakhir (policy assessment) terkait dengan tahapan pertama (agenda setting),
demikian juga tahapan selanjuinya, dalam sebuah lingkaran non linear atau
putaran aktifitas. Aktifitas yang terdapat dalam penerapan dari prosedur analisa
kebijakan, sesuai dengan sebagian tahapan dalam phase perancangan kebijakan,
sebagaimana ditunjukkan oleh kotak persegi empat (policy-making phases) dan
bayangan lingkaran oval (policy-analytic procedures) dalam Gambar 3.7, dimana
terdapat sejumiah jalan, bahwa penerapan analisa kebijakan akan dapat

meningkatkan proses perancangan kebijakan dan kinerjanya. '®

7 Ibid. Page 15.
% bid. Page 16.
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Gambar 3.7. Appropriateness of policy-analyfic procedures

to different phases of policy making
Sumber : William N Dunn (1994)

3.1.3.4 Outline penulisan perancangan kebijakan (Outline the policy issue
paper)

Penulisan perancangan kebijakan yang akan dihasilkan secara garis besar
mengandung elemen-elemen yang menjelaskan tentang keterkaitan antara
prosedur analisis kebijakan (policy-analytic procedure) berdasarkan metode
tertentu dengan informasi kebijakan yang relevan {policy-relevant procedure)
dalam setiap phase proses perancangan kebijakan (policy-making process).

Outline dari penulisan perancangan kebijakan dengan elemen-elemen

terkait yang dikandungnya diuraikan secara lengkap dalam Lampiran 1.

3.2 Metodologi Evaluasi Kebijakan Terdahulu

Dari semua kondisi dan unsur yang mempengaruhi kebijakan perumahan,
ada empat unsur pilar utama kebijakan yang mempunyai peran dominan dalam
kebijakan perumahan yaitu : kebijakan pasar perumahan, kebijakan pembiayaan
perumahan, kebijakan pertanahan, dan kebijakan institusi sektor perumahan.

Kerangka yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dari
kebijakan yang telah berjalan adalah melakukan evaluasi kebijakan terdahulu
berdasarkan empat pilar utama kebijakan tersebut, baik dari sisi pasokan (supply)

maupun dari sisi permintaan (demand).
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Tabel 3.8 Criteria for Evaluation

NO | TYPE OF CRITERION POLICY ANSWER
1 Effectivenes Pasar perumahan ?
Apakah nilai manfaat dapat dicapai ? Pembiayaan ?
Pertanahan ?
Institusi ?
2 Efficiency Pasar perumahan ?
Apakah usaha yang dikeluarkan sudah | Pembiayaan ?
mencapai nilai manfaat ?
Pertanahan ?
Institusi ?
3 Adequacy Pasar perumahan )
Apakah capaian dari nilai manfaat Pembiayaan ?
dapat menyclesaikan permasalahan ?
Pertanahan ?
Institusi ?
4 Equity Pasar perumahan ?
Apakah biaya dan benefit diterima Pembiayaan ?
secara adil oleh kefompok sasaran
yang berbeda ?
Pertanahan ?
Institusi ?
5 Responsiveness Pasar perumahan ?
Apakah manfaat kebijakan dapat Pembiayaan ?
tmemuaskan kebutuhan, keinginan,
atau nilai dari kelompok sasaran ?
Pertanahan ?
Institusi ?
6 Appropriateness Pasar perumahan ?
Apakah manfaat yang disukai oleh Pembiayaan ?
kelompok sasaran benar terasa sesuai,
pantas atau berguna ?
Pertanahan ?
[nstitusi ?
Sumber ; William N Dunn (1994). Diolah
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Dengan kerangka evaluasi tersebut diharapkan dapat dihasilkan informasi
tentang kinerja kebijakan perumahan yang telah berjalan. Empat pilar utama
kebijakan tersebut kemudian di evaluasi dengan beberapa kriteria evaluasi
sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.8 diatas. Dengan melihat bagan kriteria
evaluasi diatas diketahui bahwa dari 6 (enam) pertanyaan yang ada, dan untuk
memberikan jawaban terhadap enam pertanyaan tersebut untuk 4 (empat)
kebijakan yang ada, telah dilakukan pendataan kepada dua kelompok responden,

Responden pertama adalah kelompok rumah tangga umum yang
memberikan jawaban tentang masalah pasar perumahan dan pembiayaan.
Sedangkan responden kedua adalah kelompok responden dari institusi developer
dan perbankan yang akan memberikan jawaban tentang masalah pertanahan dan
institusi. Kepada masing-masing kelompok responden disampaikan kuesioner
dengan enam pertanyaan yang mencerminkan enam kriteria evaluasi diatas.
Terdapat 23 responden dari kelompok rumah tangga dan 25 responden dari
kelompok institusi developer dan perbankan yang memberikan jawabannya.

Kuesioner yang dibagikan kepada responden rumah tangga dan responden
institusi, selengkapnya dapat dilihat di dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3.
Kuesioner A diberikan kepada kelompok responden rumah targga, dan kuesioner
B diberikan kepada kelompok responden institusi.

Jawaban dari semua responden untuk kuesioner A dan kuesioner B,
kemudian diolah dan ditampilkan dalam grafik diagram batang untuk menjadi

bahan analisa, sebagaimana dilakukan dalam bab 4,

3.3 Metodologi Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Perancangan
Kebijakan
Metode yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini dalam
melakukan perumusan permasalahan (problem structuring) adalah metode
analytical hierarchy analysis (AHP). Dipilihnya metode ini adalah karena
kemampuannya menampung hal-hal yang sifatnya kuantitatif maupun hal-hal
yang sifatnya kualitatif, juga dikarenakan AHP tidak menggunakan data sekunder,

melainkan data primer berupa persepsi atau intuisi seorang responden yang dinilai
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ahli (Bambang Permadi S, SE. 1991). Dalam penyusunan model AHP ada
beberapa langkah mendasar yang harus dijalankan yaitu :

o Pembuatan hirarki;

o Pengisian kuesioner berdasarkan persepsi responden ahli;

o Sintesa akhir dan analisa sensitifitas;

o Serta menentukan konsensus dari masukan persepsi beberapa

responden ahli.

Seperti model perencanaan pada umumnya, maka model perencanaan
dengan AHP juga merupakan model yang dapat berupa model proyeksi dan model
perencanaan. Model proyeksi bermaksud untuk memperkirakan kondisi masa
depan yang kelihatannya mungkin atau layak terjadi berdasarkan kondisi yang ada
atau sedang berjalan. Sedangkan model perencanaan bertujuan menentukan
kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa
depan.

Dalam metode AHP, penelitian ini menggunakan model perencanaan
(backward process) karena bertujuan untuk mengembangkan dan menentukan
kebijakan perumahan rakyat yang diperlukan untuk mencapai tujuan perumahan
rakyat yang diinginkan di masa depan.

Karena menggunakan model perencanaan (backward process), maka
model perencanaan yang biasa disebut backward process terdiri dari 5 (lima)
level, dimana pada level teratas (pertama) merupakan tujuan yaitu kebijakan masa
depan yang diinginkan sebagai solusi dari permasalahan perumahan rakyat. Pada
level kedua terdapat skenario-skenario atau target-target yang diinginkan. Pada
level ketiga ferdapat masalah-masalah yang diperkirakan akan menghambat
pencapaian target yang diinginkan. Sedangkan pada level keempat terdapat
pemangku kepentingan (stake holder) atau aktor atau pelaku yang berperan atau
berpengaruh terhadap pencapaian target. Pada level kelima (terakhir) dan
sekaligus merupakan hasil akhir perencanaan kebijakan adalah altemnatif
kebijakan yang diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan tersebut. Lihat
Gambar 3.9
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Gambar 3.9 Hirarki Sempurna Mede! Perencanaan Kebijakan
Perumahan

Hirarki yang telah dibentuk untuk kebijakan pembangunan dan
pembiayaan perumahan tersebut, merupakan perumusan permasalah (problem
structuring) dari kebijakan perumahan rakyat, analisa lebih lanjut dapat dilihat
dalam sub bab 4.3. Hirarki yang telah dibentuk tersebut kemudian diajukan
kepada responden ahli untuk dinilai. Dalam kasus ini, peranan dari responden ahli
dalam pembuatan hirarki relatif besar karena hirarki dibuat oleh peneliti
berdasarkan masukan-masukan sebelumnya yang diberikan oleh responden ahli,
dan kemudian para responden memeriksa apakah hirarki tersebut sesuai atau tidak
dengan masukan-masukan yang telah diberikan sebelumnya. Setelah responden
sepakat dengan bentuk hirarki yang diajukan, kemudian barulah mereka
menyatakan penilaian dan pertimbangan persepsinya melalui sebuah kuesioner.

Alternatif-alternatif kebijakan yang akan dikembangkan, dianalisa
berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari pendapat para responden ahli
(informed judgement). Dalam penelitian ini ada enam responden ahli yang
memberikan penilaian dan pertimbangannya serta mewakili bidang-bidang
tertentu yang berhubungan dengan kebijakan perumahan rakyat (housing policy),
vaitu :

o Bidang Keuangan Negara (Responden A);
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o Bidang Perumahan dan Permukiman (Responden B);
o Bidang Pembiayaan Perumahan (Responden C);

o Bidang Ekonomi Perkotaan (Responden D};

o Bidang Perbankan — BTN (Responden E);

o Rumah Tangga (Responden F).

Kuesioner yang dibagikan kepada 6 (enam) orang responden ahli tersebut,
selengkapnya dapat dilihat di dalam Lampiran 11. Jawaban dari setiap responden
ahli lalu diolah dengan banfuan software expert choice 11, hasilnya memberikan
berbagai alternatif kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan sisi pandang
masing-masing responden ahli yang memberikan jawabannya. Hasil pengolahan
jawaban dari responden ahli tersebut kemudian dianalisa, sebagaimana diuraikan
lebih lanjut dalam sub bab 4.4.

Untuk mendapatkan konsensus jawaban dari enam responden ahli tersebut,
maka seluruh jawaban dari responden ahli dikumpulkan, kemudian dicari modus
atau mediannya. Berdasarkan modus atau median yang didapatkan dari jawaban
enam responden ahli tersebut, maka dengan bantuan software expert choice 11
dilakukan pengolahan data dari modus atau median yang diperoleh. Hasilnya
merupakan konsensus jawaban dari enam responden ahli yang memberikan
jawaban terhadap kuesioner yang telah diberikan. Hasil pengolahan konsensus
jawaban dari responden ahli tersebut kemudian dianalisa, sebagaimana diuraikan

lebih lanjut dalam sub bab 4.5.
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BAB 4
PERANCANGAN KEBIJAKAN DAN ANALISA

4.1. Gambaran Umum dari Implementasi Kebijakan Perumahan Rakyat
(Tahapan Policy Implementation)

Tahap pertama dari proses perancangan kebijakan adalah tahapan policy
implementation. Dalam tahapan ini semua kebijakan tentang perumahan rakyat
yang telah berjalan di Indonesia dipelajari dan ditelusuri. Beberapa pertanyaan
yang muncul dalam tahapan ini adalah : Apakah alternatif kebijakan perumahan
rakyat yang ada telah diarahkan kepada permasalahannya, dan seperti apakah
kondisinya di masa yang akan datang? Untuk menjawab pertanyaan diatas maka
dalam tahapan policy implementation ini, kebijakan terdahulu akan dinalisis

dengan metode monitoring untuk menghasilkan informasi yang relevan tentang

policy outcomes.

Tabel 4.1. Policy Actions and Policy Outcomes in Housing Policy.

Housing Policy | Palicy actions Falicy outcomes
Area Inputs Processes OQuiputs Impacts
Kebijakan pasar | Kontrol harga Stabilisasi harga | Total developer | Adanya
perumahan rumah layak huni yang memasok kepastian dalam
(RSH) dan RSH rencana
Kontrol tarif pembangunan
sewa Rumah development
Susun Sederhana
Kebijakan Alokasi Meningkatkan Total keluarga Meningkatnya
pembiayaan anggaran subsidi | daya beli yang membeli standar
penerima rumah kehidupan
Kebijakan Pasckan tanah Menurunkan Total keluarga Meningkatnya
pertanahan murah, misalnya | harga rumah dan | yang membeli standar
dengan pola penataan rumah dan kehidupan dan
kasiba/lisiba kawasan adanya penataan | mengurangi
kawasan terpadu | daerah kumuh
Kebijakan Jumiah institusi | Koordinasi antar | Institusi bekerja | Standar mutu
institusi terkait instansi secara mapan kebijakan
meningkat

Sumber : William N. Dunn (1994). Diolah
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Gambaran dari metode monitoring adalah sebagaimana terlihat dalam
tabel 4.1. Kebijakan perumahan rakyat yang ada dilihat implementasinya (policy
actions) dari sisi input dan sisi prosesnya, kemudian dilihat manfaat dari
kebijakan yang telah dibuat (policy outcomes) dari sisi output dan sisi dampak

yang terjadi.

4.1.1. Gambaran dan Kondisi Permasalahan Kebijakan Terdahulu

Kebijakan tentang perumahan rakyat dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang terkait dengan kebijakan perumahan rakyat yang berjalan dapat
dilihat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Peraturan Perundang-undangan Terkait.

Peraturan Perundang-undangan

Tentang

Terkait Kebijzkan Peramahan

UU No. 16 tahun 1985

Rumah Susun

UU No. 4 tahun 1992

Perumahan dan Pemukiman

PP No. 4 tahun 1988

Rumah Susun

Keppres No. 22 tahun 2006

Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah
Susun di Kawasan Perkotaan

Permendagri No. 74 tahun 2007

Pedoman Pemberian Kemudahan Perijinan dan
Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun
Sederhana di Kawasan Perkotaan

Kepmenpera No. 1W0/KPTS/M/2007

Pedoman bantuan stimulan prasarana, sarana, dan
utilitas umum (PSU) perumahan dan permukiman.

Permenpera No. 18/Permen/M/2007

Petunjuk pelaksanaan perhitungan tarif sewa
Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN
dan APBD

Terkait Pembiayaan dan Subsidi

UU No. 1 tahun 2004

Perbendaharaan Negara

PP No.8 tahun 2007

Investasi Pemerintah

PP No. 1 tahun 2008

Investasi Pemerintah

PP No. 31 tahun 2007

impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan
dari Pengenaan Pajak Periambahan Nilai (PPN}
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5

Permenpera No. 05/Permen/M/ 2006

Dukungan  Asuransi KPR/KPRS  Untuk

Pembangunan Rumah Sehat Sederhana

6 { Permenpera No. 05/Permen/M/2008, | Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan
tentang perubahan atas Permenpera No. | Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui
05/Permen/M/2007 KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
7 | Permenpera No. 06/ Permen /M/2008, | Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan
tentang perubahan atas Permenpera No. | Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui
06/Permen/M/2007 KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
8 Permenpera No. 07/ Permen /M/2008, | Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan
tentang  perubahan atas Permenpera No. | Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR
03/Permen/M/2007 Bersubsidi
9 Permenpera  No.  (08/Permen/M7 2008, | Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan
tentang  perubahan  Permenpera  No. | Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR
04/Permen/M/2007 Syariah Bersubsidi.
10 | Permenpera No. 07/Permen/M/ 2007 Pengadaan Perumahan dan  Permukiman dengan
Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR
Santsun Bersubsidi.

11 | Kepmenkeu No. 1336/ KMK.04/ 1989 | Pemberian Keringanan PBB yang Tertuang Atas
Unit Hunian Rusun yang Dibangun dan atau
Diadakan oleh Perum Perumnas

12 | Permenkeu No. 36/PMK.03/ 2007 Batasan Rumah Sederhanan, Rumah Sangat
Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok
Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta
Perumahan Lainnya yang Alas Penyerahannya
Dibebaskan dari Pengenaan PPN

13 | Permenkew No. 58/PMK.02/ 2008 Biaya Pengadaan Tanzh bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum

14 | Permenkeu No. 38/PMK.02/ 2008 Petunjuk  Pelaksanaan  Pengendalian  dan
Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastrukiur
C | Terkait Pertanahan dan Pengelolaan
Lahan
| UU No. 20 tahun 2000 Perubahan atas Undang Undang No. 21 tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan

2 | UU No. 26 tahun 2007 Penataan Ruang

3 | PP No. 40 tahun 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak
Pakai atas Tanah

4 | PP No. 26 tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

5 | PP No. 80 tahun 1999 Kawasen Siap Bangun dan Lingkungan Siap

Bangun yang Berdiri Sendiri
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(sambungan)

6 | PP No. 6 tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7 | Perpres No. 36 tahun 2006 Perubahan Perpres No. 65 tzhun 2005 tentang
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

8 | Inpres No.05 tahun 1999 Peremajaan Permukiman Kumuh yang Berada di
Atas Tanah Negara

9 | Permendagri No. 17 tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Pemerintah Daerah

10 | Permenpera No. 32/Permen/M/ 2006 Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan
Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri

11 | Permenpera No. 34/Permen/M/ 2006 Pedoman Umum Penyelenggaraan Keierpaduan
Prasarana, Sarana, Utilitas Kawasan Perumahan

12 | Permen PU No. 05/PRT/M/ 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun
Bertingkat Tinggi

I3 | Kepmen Lingkungan Hidup No. 04 | Panduan  Penyusunan  AMDAL  Kegiatan

tahun 2000 Pembangunan Permukiman Terpadu
D | Terkait Institusi’Kelembagaan dan
Kerja Sama

1 UU No. 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah

2 | UU No. 19 tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara

3 PP No. 45 tahun 2005 Pendirian,  Pengurusan, Pengawasan dan
Pembubaran BUMN

4 | PP No. 13 tahun 1998 Perusahaan Umum

5 | PP No. 15 tahun 2004 Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan
Nasional '

& | PP No. 66 tahun 2007 Penyettaan Modal Negara Republik Indonesia
untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang
Pembiayaan Infrastruktur

7 | PP No. 50 tahun 2007 Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

8 Keppres No. 80 tahun 2003 Pedoman Pelaksansan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

9 | Perpres No.67 tahun 2005 Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam

g Penyedisan Infrastruktur
10 | Permenkeu No. 38/PMK.01/ 2006 Pedoman Kerjasama Perusahazn Dacrah dengan

Pihak Ketiga

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. PPITA-IBRD Loan No. 4696-IND,
Diolah,

Universitas Indonesia

Analisis dan perancangan..., Memed Sosiawan, FE Ul, 2009.




54

4.1.1.1 Peraturan Perundang-undangan terkait Kebijakan Perumahan
Rakyat
Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan

perumahan rakyat dapat diuraikan secara singkat sebagaimana di bawah ini.

UU No. 16 tahun 1985, tentang Rumah Susun

Definisi rumah susun dalam undang-undang ini ialah bangunan gedung
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian
bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun
vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan
secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Sedangkan satuan rumah susun ialah
rumnah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai
tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum, Bagian-
bersama ialah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk
pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.
Benda-bersama ialah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi
yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Tanah
bersama ialah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak

terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun.

UU No. 4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman,

Peraturan ini dibuat untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum
dalam pembangunan dan pemilikan perumahan. Pembangunan rumah hanya dapat
dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah sesuai
peraturan yang berlaku. Di samping itu peraturan ini memberikan hak dan
kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarkat untuk berperan serta dalam
pembangunan di bidang perumahan dan permukiman. Usaha peningkatan
pembangunan perumahan dan peran serta masyarakat perly diwujudkan melalui
ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengeloiaannya.

Tanggung jawab, wewenang, dan tugas pembinaan di bidang perumahan dan
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permukiman dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai wujud penyerahan

sebagian urusan pemerintahan sesuai Undang-undang No.5 tahun 1974,

PP No. 4 tahun 1988, tentang Rumah Susun

Peraturan ini adalah pelaksanaan dari Undang-undang No.16 tahun 1985
tentang Rumah Susun yang memperjelas penanganan masalah hukum yang
mengandung pemilikan perseorangan dan hak bersama. Pengaturan dan
pembinaan rumah susun yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah
berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintahan, yang dilimpahkan kepada

pemerintah daerah.

Keppres No. 22 tahun 2006, tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan
Rumah Susun di Kawasan Perkotaan

Dalam rangka percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan menengah bawah, dan penataan permukiman di kawasan
perkotaan melalui pembangunan rumah susun maka dibentuklah tim koordinasi
percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan. Tim koordinasi ini
melibatkan instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat luas terutama dalam hal pembangunan keuangan, fisik dan ketahanan
masyarakat. Instansi tersebut ialah kementerian perumahan rakyat, kementerian
dalam negeri, kementerian keuangan, pekerjaan umum, kementerian sosial,

pertahanan, bappenas, pertanahan, dan bank tabungan negara.

Permendagri No. 74 tahun 2007, tentang Pedoman Pemberian Kemudahan

Perijinan dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan

Perkotaan.
Peraturan ini dibuat dalam upaya mengoptimalkan dan mempercepat

pelaksanaan pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) di kawasan perkotaan.
Jenis Kemudahan perijinan yang dapat diberikan Pemda pada pengembang

rusuna:
o Ijin Status Hak Atas Tanah & Pemanfaatannya

o IMB & [jin Penggunaan bangunan
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o Ijin Prinsip/ Ijin Lokasi Rusuna

o Penyederhanaan & Percepatan persetujuan dan prosedur arsitektur,
ijin uji beban, {jin pendahuluan, pengesahan pertelaan & akte
pemisahan, sertifikasi rusuna, prosedur penetapan lokasi konsolidasi
bagi penyediaan tanah bersama melalui konsolidasi tanah.

Jenis insentif yang dapat diberikan Pemda pada pengembang antara lain:

o Keringan biaya retribusi atas IMB

o Perijinan cepat, tepat dan murah

o Penyediaan lokasi/ tanah negara bekas HGB / tanah terlantar yang
dikuasai pemda

o Membantu penyediaan PSU

o Pemberian i{jin KL.B s.d 6 sepanjag memenuhi keserasian lingkungan.
4.4.1.2 Peraturan Perundang-undangan ferkait Pembiayaan dan Subsidi

UU No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsip-
prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas,
peréncanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan
investasi serta barang milik negara/daerah., Di samping itu juga dimaksudkan
pula untuk memperkokoh landasan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah, Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat
dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang danfatau jasa yang diperlukan dalam

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PP No.8 tahun 2007, tentang Investasi Pemerintah

Salah satu bidang investasi pemerintah yang dapat dibiayai ialah
pengembangan jasa pelayanan umum, yang meliputi layanan transportasi, layanan
jalan tol, layanan pengairan, layanan telekomunikasi, layanan air bersih, limbah
dan minyak dan gas bumi, Pada lembaga kevangan investasi pemerintah meliputi

investasi pada lembaga pembiayaan bank, lembaga pembiayaan non bank dan
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koperasi. Sumber dana investasi dapat berasal dari APBN, laba investasi

terdahulu, dan dana/barang yang dikelola oleh pemerintah,

PP No. 1 tahun 2008, tentang Investasi Pemerintah

Dalam pengelolaan investasi pemerintah diperlukan badan investasi
pemerintah yang berfungsi sebagai operator. Kelembagaan yang terkait dengan
penanganan pengelolaan investasi pemerintah harus dipisahkan antara fungsi
regulasi, supervisi dan operasional. Pelaksanaan investasi langsung pemerintah
dapat dilakukan dengan cara kerjasama investasi dengan pola kerjasama
pemerintah dan swasta, KPS (Public Private Partnership/PPP), dan selain pola
kerjasama pemerintah dan swasta (Non Public Private Partnership). Pelaksanaan
investasi langsung dilakukan dengan penyertaan modal dan /atau pemberian
pinjaman dengan titik berat pada sumber dana komersial/swasta serta

meminimalkan sumber dana pemerintah.

PP No. 31 tahun 2007, tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN).
Peraturan ini menetapkan batasan tentang rumah susun bahwa rumah

susun termasuk barang yang bersifat strategis, dan dapat dibebaskan dari PPN,
yang antara lain memenuhi syarat-syarat:
o Luas lantai hunian antara 21 m*s.d 36 m?
o Harga Jual tidak lebih dari Rp. 144 juta
o Diperuntukkan bagi orang pribadi dengan penghasilan tidak lebih dari
Rp. 4,5 juta/ bulan dan telah memiiiki NPWP
o Merupakan unit hunian pertama yang dimiliki dan tidak dipindah

tangankan dalam jangka waktu 5 tahun
Permenpera No. 05/Permen/M/ 2006, tentang Dukungan Asuransi KPR/KPRS
Untuk Pembangunan Rumah Sehat Sederhana,

Asuransi KPR/KPRS adalah program asuransi yang bertujuan untuk
memberikan insentif pada lembaga penerbit kredit/pembiayaan untuk dapat
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memfasiltasi kredit/pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dan uniruk melindungi debitur terhadap sejumlah nilai KPR/KPRS apabila
debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran karena terkena
pemutusan hubungan kerja atau mengalami kepailitan usaha. Yang menjadi

tertanggung adalah lembaga penerbit kredit/pembiayaan yang memberikan

KPR/KPRS
Permenpera No. 05/Permen/M/2008, tentang perubahan atas Permenpera No.
05/Permen/M/2007, tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan

Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi,

Tabel 4.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Batasan Penghasilan (Rp / Bulan)
I 1.700.000 = Penghasilan < 2.500.000
o 1.000.000 < Penghasilan < 1.700.000
II Penghastlan < 1.000.000

Sumber : Website Kemenpera

Tabel 44 Skim KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi

Nilai Subsidi / Rumah Tangga (Rp)
Skim KPRS Mikro
Skim KPRS Bersubsidi .
Kelompok Bersubsidi
Sasaran Maksintun Subsidi Selisih Bunga Maksimum
Subsidi Pembangunan/Perbatkan Subards
Pembangunan/ Rumah Pembangunan/
Perbaikan Rumah Perbaikan Rumah
I 5.000.000 5.000.000 5.000.000
I 7.000.000 7.000.000 7.000.000
m 5.000.000 9.000.000 9.000.000

Sumber : Website Kemenpera

Permenpera No. 06/ Permen /M/2008, tentang perubahan atas Permenpera No.
06/Permen/M/2007, tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan
Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan meialui KPRS/KPRS Mikro Syariah

Bersubsidi,
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Tabel 4, 5 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Batasan Penghasilan {Rp f Bulan)
1 1,700.00C < Penghaslian < 2.500.000
I 1,000.000 £ Penghasilan < 1,700,000
I Penghasilan < 1.000.000

Sumber : Website Kemenpera

Tabel 4.6 Skim KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi

Kelompok Maksimum Nilai Subsidi / Rumah Tangga (Rp)
Sasaran Skim KPRS Syarigh Skim KPRS Milkra Syariah
Bersubsidi Bersubsidi
I 5.000.000 5.000.000
1 7.000.000 7.000.000
I 0.000.000 9.,000.000

Sumber : Website Kemenpera

Permenpera No. 07/ Permen /M/2008, tentang perubahan atas Permenpera No.
03/Permen/M/2007, tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan

Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Bersubsidi

Tabel 4.7 Nilai Subsidi per Rumah Tangga

Nilai Subsidi / Rumah Tangga (Rp)
Kelompok
Sasaran Subsidi I0-BP dikembinasikan Maksimum Subsidi Uang
dengan Subsidi Selisih Bunga Muka
I $.500.000 5.500.000
iE 11.500.000 -
m 14.500.000 -

Sumber ; Website Kemenpera

Permenpera No. 08/Permen/M/ 2008, tentang perubahan Permenpera No.
04/Permen/M/2007, tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan
Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Syariah Bersubsidi.
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Tabel 4.8 Nilai Subsidi Uang Muka

Kelompok Maksiorum Nilai Sual;:y;;:h / Rumal Tangga
Sasaran Subsici Uang Midka
I 8.500.000
i 11.500.000
et 14.500.000

Sumber : Website Kemenpera

Permenpera No. 07/Permen/M/ 2007, tentang Pengadaan Perumahan dan
Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR

Sarusun Bersubsidi.
Tabel 4.9 Kelompok Sasaran Rusunami

Kelompok sasaran Batasan Penghasilan (Rp/Bulan)
I 3.500.600 < Penghasilan £ 4.500.000
I 2.500.000 < Penghasilan = 3.500.000
puis 1.200.000 £ Penghasilan < 2,500.000

Sumber : Website Kemenpera

Tabel 4.10 Skim Subsidi KPR Sarusun Bersubsidi

: Skim Subsidi KPR Sarusun Bersubsidi
Kelompok Sasaran | Maksimurn Selisih Bunga Bersubsidi Bantuan Uang Muka
terhadap Bunga Pasar (%) (Rp)
I 2,5 5.000.000
n 3,5 6.000.000
™ 5 7.000.000

Sumber : Website Kemenpera

Kepmenkeu No. 1336/ KMK.04/ 1989, tentang Pemberian Keringanan PBB yang
Tertuang Atas Unit Hunian Rusun yang Dibangun dan atau Diadakan oleh Perum

Perumnas.
Setiap hunian rusun yang dibangun oleh perumnas mendapat keringanan

PBB. Keringanan tersebut berupa pengurangan sebesar 50% dari PBB terhutang.
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Permenkeu No. 36/PMK.03/ 2007, tentang Batasan Rumah Sederhanan, Rumah
Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa
dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari
Pengenaan PPN.

Peraturan ini menjelaskan tentang :

o Pembebasan PPN Rumah susun sederhana dengan luas hunian kurang
dari 2Im2 dan harga jual maksimal Rp.75.000.000 dengan
kepemilikan KPR

o Merupakan unit hunian pertama yang dimiliki dan tidak dipindah

tangankan dalam jangka waktu 5 tahun.

Permenkeu No. 58/PMK.02/ 2008, tentang Biaya Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum ialah biaya operasional yang disediakan dalam rangka
membantu pengadaan untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umom.
Biaya ini dianggarkan dalam DIPA satuan kerja/instansi yang memerlukan
pengadaan . tanah untuk pembangunan. Besarnya biaya operasional ditentukan
maksimum 4% untuk ganti rugi senilai Rp. 5 milyar, yang selanjutnya menurut
persentase menurun. Biaya operasional meliputi honorarium, pengadaan bahan,
ATK, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang, satgas, biaya keamanan dan
biaya perjalanan. esarnya biaya tersebut didasarkan pada perhitungan ganti rugi.
Besarnya biaya maksimum adalah sbb :

o diatasRp SMsdRp 10 M ; maksimum Rp 350 juta
diatas Rp 10 M sd Rp 25 M ; maksimum Rp 650 juta
diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M ; maksimum Rp 900 juta
diatas Rp 50 M s.d Rp 100 M ; maksimum Rp 1,150 M
diatas Rp 100 M ; maksimum Rp 1,4 M

o 0 ¢ o

Permenkeu No. 38/PMK.02/ 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian

dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur.,
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Peraturan menteri ini dibuat dalam rangka mempercepat pembangunan

atau investasi dalam infrastruktur, serta mendorong peran serta badan usaha
(BUMN/BUMD/Swasta/ Koperasi ) untuk berpartisipasi dalam penyediaan
infrastruktur. Jenis resiko dan dukungan pemerintah meliputi :

(o}

<

0

resiko politik ; akibat dari perubahan kebijakan/keputusan sepihak dari
pemerintah, yang mengakibatkan kerugian finansial pada badan usaha.
resiko kinerja proyek; resiko yang berkaitan dengan pelaksanaan
proyek

resiko permintaan; resiko akibat perubahan permintaan barang/jasa

dari suatu proyek kerja sama.

4.4.1.3 Peraturan Perundang-undangan terkait Pertanahan dan Pengelolaan

Lahan.

UU No. 20 tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang Undang No. 21 tahun

1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Prinsip dalam pelaksanaan BPHTB ini ialah :

O

o

Berdasarkan sistem self assessment

Besarnya tarif ditetapkan 5% dari Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena
Pajak

Adanya sanksi kepada wajib pajak, pejabat umum bila tidak
melaksanakan undang-undang ini

Hasil penerimaan BPHTRB sebagian besar milik pemda (80%)

Tidak diperkenankan adanya pungutan atas perolehan hak atas tanah

dan bangunan diluar ketentuan undang-undang ini.

Perolehan tanah dan bangunan yang dikenakan BPHTB meliputi :

0

Pemindahan hak karena; jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat,
waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan
hak yang mengakibatkan peralthan, penunjukan pembeli dalam lelang,
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah; dan

Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan diluar

pelepasan hak.,
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UU No. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang.

Daiam rangka pengelolaan sumber daya alam di daratan, lautan dan udara
perlu dilakukan secara terencana dan terpadu dalam suatu pola pembangunan
yang berkesinambungan dalam suatu rencana penataan ruang. Penataan ruang
meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang
merupakan proses yang saling berkaitan. Untuk melaksanakan hal tersebut
diperlukan peraturan perundangan yang menyeluruh untuk menjamin kepastian
hukum pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang mengikuti RTRW dapat diberi
insentif berupa antara lain:

o Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan,

sewa ruang, penyertaan saham

o Penyediaan infrastruktur

o Kemudahan perijinan

Sedangkan yang berupa disinsentif berupa antara lain ;
o Pengenaan pajak yang tinggi

o Ketidaktersediaan sarana dan prasarana

PP No. 40 tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak
Pakai atas Tanah.

Pengaturan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu diarahkan
untuk terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, adiminstrasi pertanahan,
penggunaan tanah, atau pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Hak guna usaha (HGU) ialah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 335 tahun, dan
dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Tanah HGU diperuntukan kegiatan
pertanian, perikanan, atau peternakan. HGU diberikan atas tanah paling sedikit 5
ha dan maksimum 25 ha. Tanah HGU dapat dijadikan jaminan utang dengan
dibebani hak tanggungan. HGU dapat beralih atau dialihkan degan cara jual beli,

tukar menukar, penyertaan medal, hibah, pewarisan.
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Hak guna bangunan (HGB) ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri, dengan jangka waktu 30
tahun, dan dapat diperpanjang paling laam 20 tahun. Yang dapat menjadi
pemegang HGB ialah WNI dan badan hukuem yang didirikan dan berkedudukan di
Indonesia. Tanah yang dapat diberikan HGB ialah tanah negara, tanah hak
pengelolaan, dan tanah hak milik. Tanah dengan HGB dapat puia dialihkan
melalui penjualan, tukar menukar, penyertaan modal, hibah, dan pewarisan.

Hak pakai (HP) ialah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil
dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak
pakai dapat diberikan selama jangka waktu paling lama 25 tahun. Tanah dengan
hak pakai dapat diberikan secara gratis, atau dengan pembayaran/pemberian jasa.
Yang mempunyai hak pakai ialah selain WNI dan badan hukum, dapat pula
dimiliki oleh departemen, LPND, pemda, badan keagamaan dan sosial, orang
asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing, perwakilan negara
asing atau badan internasional. Tanah yang dapat diberikan hak pakai ialah tanah
negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik.

Atas penerbitan HGU, HGB, dan HP dibebankan uang pemasukan negara,

yang ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan menteri keuangan.
PP No. 26 tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan ini merupakan kelanjutan dari UU No.26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang. Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan
antara lain untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang nasional,
provinsi, dan kabupaten, mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang/lahan,
serta adanya keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah
dampak negatif terhadap Ilingkungan. Menurut peraturan ini, kawasan
permukiman adalah bagian dari lingkunganlhidup di [uar kawasan lindung, baik
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung

perikehidupan dan penghidupan.
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PP No. 80 tahun 1999, tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap
Bangun yang Berdiri Sendiri.

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No.4
tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, yang berisi ketentuan untuk
mengatur pembangunan perumahan skala besar melalui Kasiba, Lisiba atau Lisiba
BS. Pembangunan Kasiba, atau Lisiba ialah wadah pembangunan perumahan dan
permukiman dalam jumlah besar dan lengkap dengan prasarana dan sarana
lingkungannnya yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan yang cukup
besar pula.

Kasiba ialah sebidang tanah yang fisiknya disiapkan untuk pembangunan
perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap
bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan terlebih
dahulu membangun jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai
dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh kepala daerah, Tanah
yang dapat dijadikan sebagai Kasiba ialah tanah-tanah perorangan atau badan
hukum sesuai UU No.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, atau tanah-tanah
negara yang dipakai perorangan atau badan hukum tanpa suatu hak, atau tanah
negara yang tidak ada yang memakainya..

Lisiba ialah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba yang
dilengkapt dengan prasarana lingkungan dan memenuhi persyarataﬁ sebagai
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk
membangun kaveling tanah matang. Sedangkan Lisiba Berdiri Sendiri ialah
sebidang tanah yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang dikelilingi oleh
lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan

dengan fungsi-fungsi lain.

Perpres No. 36 tahun 2006, tentang Perubahan Perpres No. 65 tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
o Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dilakukan
dengan cara pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah
o Pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan

cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati
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o Rencana kebutuhan tanah hanya dapat dilakukan bila berdasarkan
RTRW yang telah ditetapkan lebih dahulu.
o Rumah susun sederhana termasuk dalam pembangunan kepentingan

umum

Inpres No.05 tahun 1999, tentang Peremajaan Permukiman Kumuh yang Berada
di Atas Tanah Negara.

Peremajaan permukiman kumuh adalah kegiatan pembongkaran éebagian
atau seluruh permukiman yang berada di atas tanah negara, yang kemudian di
tempat yang sama dibangun prasarana dan fasilitas lingkungan rumah susun serta
bangunan lain sesuai rencana tata ruang kota. Peremajaan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terufama masyarakat berpenghasilan
rendah, mewujudkan kawasan kota yang lebih baik, dan mendorong penggunaan
tanah yang lebih efisien dengan membangun rumah susun, memudahkan

penyediaan prasarana dan fasiltas lingkungan,

Permendagri No. 17 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Pemerintah Daerah.

Permenpera No. 32/Permen/M/ 2006. Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan
Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.

Persyaratan unfuk menetapkan lokasi Kasiba antara lain: berada pada
kawasan permukiman menurut RTRW; dalam satu wilayah administrasi; dapat
dikembangkan mengikuti kecenderungan yang ada atau merangsang
pengembangan baru; lokasi Kasiba bukan tanah sengketa/potensi sengketa; lokasi
vang ditetapkan dapat menampung sekurang-kurangnya 3000 unit rumah.
Pertimbangan utama lokasinya adalah sekurang-kurangnya biaya rendah untuk
pembarngunan prasarana & utilitas umum; berdekatan dengan tempat kerja; dapat

menampung tenaga kerja; dapat menampung 3000 unit rumah.

Permenpera No. 34/Permen/M/ 2006, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Keterpaduan Prasarana, Sarana, Utilitas Kawasan Perumahan
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Dalam pembangunan prasarana perlu penanganan keterpaduan PSU
kawasan secara preventif. Pembangunan layanan publik diarahkan pada
pembiayaan pemerintah sesuai status komponen PSU, sehingga pihak swasta

diarahkan sesuai permintaan pasar,

Permen PU No. 05/PRT/M/ 2007, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah
Susun Bertingkat Tinggi.

Peraturan tentang pembangunan rusuna bertingkat tinggi dimaksudkan
untuk memenuhi ketentuan/syarat administratif dan persyaratan teknis bangunan
gedung, persyaratan teknis keandalan bangunan, dan ketentuan pembiayaan
rusuna tingkat tinggi. Ketentuan adminisiratif meliputi kejelasan hak atas tanah,
status kepemilikan bangunan, status perijinan. Ketentuan teknis meliputi syarat
peruntukan lokasi, intensitas, arsitektur, keselamatan, kesehatan, kenyamanan,

kemudahan, dan syarat dampak lingkungan.

Kepmen Lingkungan Hidup No. 04 tahun 2000, tentang Panduan Penyusunan
AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu

Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ditetapkan berdasarkan
Potensi dampak penting yang ditimbulkan, dan ketidakpastian kemampuan

teknologi untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

4.4.1.4 Peraturan Perundang-undangan terkait Institusi/Kelembagaan dan

Kerjasama

UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk meningkatkan perekonomian daerah, pemda dapat memberi insentif
dan atau kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, dana stimulan,
pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya dan
percepatan pemberian ijin. Dalam hal pengelolaan barang daerah, pemerintah
daerah wajib memanfaatkan barang milik daerah untuk melayani kepentingan

umum. Barang milik daerah tersebut tidak dapat dijual, diserahkan hak nya pada

Universitas Indonesia

Analisis dan perancangan..., Memed Sosiawan, FE Ul, 2009.

T e e



&8

pihak lain, dijadikan tanggungan atau digadaikan. Tetapi barang tersebut dapat

dihapus dari daftar inventaris melalui penjualan, hibah dan/atau dimusnahkan .

Ul No. 19 tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan ini dibuat dalam rangka pengaturan badan usaha milik negara
(BUMN) yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi nasional. BUMN
mempunyai peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peran yang

ada sekarang perlu ditingkatkan dan dioptimalkan,

PP No. 45 tahun 2005, tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan

Pembubaran BUMN.
Peraturan ini merupakan penjabaran dari UU no.19 tahun 2003 tentang

BUMN. Dalam peraturan ini definisi BUMN sama seperti UU.No.19 tahun 2003,
yang terdiri dari Perusahaan Persero, Persero Terbuka, dan Perum. Pendirian

persero,perum ditetapkan melalui peraturan pemerintah,

PP No. 13 tahun 1998, tentang Perusahaan Umum.

Menurut peraturan ini Perum ialah badan usaha milik negara yang seluruh
modalnya berasal dari pemerintah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas. saham.
Tujuan dari pembentukan perum adalah untuk menyelenggarakan usaha yang
bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa serta
memupuk keuntungan dari pengelolaan perusahaan tersebut. Perusahaan umum
lebih menitikberatkan pada pelayanan untuk kemanfaatan umum. Pembentukan

perum ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

PP No. 15 tahun 2004, tentang Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan

Nasional. '
Dengan dikeluarkannya UU No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara, dan PP No.13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum, maka diperiukan
pengaturan kembali Perumnas. Perumnas didirikan pertama kali pada tahun 1974
melalui PP No.29 yang diubah melalui PP No.12 tahun 1988. Perusahaan ini

adalah BUMN yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan penataan
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_perumahan dan permukiman. Sifat usaha perusahaan adalah menyediaka
pelayanan jasa bagi kemanfaatan umum dengan memperoleh keuntungan
berdasarkan prinsip pengurusan perusahaan., Untuk mencapai maksud dan tujuan
perumnas, maka dilakukan usaha-uszha antara lain: penataan perumahan dan
permukiman; penyelenggaraan pembangunan perumahan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke
bawah; pelayanan jasa konsultasi dan advokasi di bidang perumahan dan

permukiman; pengelolaan tanah yang dikuasai dengan kewenangan perencanaan.

PP No. 66 tahun 2007, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
Dalam rangka mempercepat pengadaan infrastrukiur yang memadai perlu
didukung oleh pengerahan dan pengelolaan sumber pembiayaan. Salah satunya
diwujudkan melalui penyertaan modal negara untuk mendirikan perusahaan
perseroan (persero} yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur.
Penyertaan modal negara dalam pendirian persero tersebut dilakukan melalut
kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. Nilai

penyertaan modal negara pada perserc. sebesar Rp 1 trilyun.

PP No. 50 tahun 2007, tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah,
Peraturan ini berisi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan

kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga. Pihak ketiga dimaksud ialah

departemen/lembaga pemerintah non departemen, perusahaan swasta, BUMN,

BUMD, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri yang berbadan hukum.

Keppres No. 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa
yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola
maupun oleh penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau

orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
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Perpres No.67 tahun 2005, tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan ini memberi kesempatan pada pihak swasta untuk ikut serta
dalam proyek penyediaan infrastruktur. Kerjasama ini merupakan investasi
pemerintah yang dilakukan dengan badan usaha berdasarkan perjanjian kerjasama
yang dapat berbentuk perusahaan patungan atau pemberian ijin pengusahaan. Ijin
pengusahaan ialah ijin yang bersifat monopoli yang diberikan menteri/kepala
daerah kepada badan usaha. Badan usaha dapat berbentuk BUMN, BUMD,
koperasi, dan badan usaha swasta yang berbentuk PT. Jenis infrastruktur yang
dapat dikerjasamakan meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan,
infrastruktur sumber daya air, infrastruktur air minum, air limbah, infrastruktur

jaringan tekom, ketenagalistrikan, dan infrastruktur minyak dan gas bumi.

Permenkeu No. 38/PMK.01/ 2006, tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan
Daerah dengan Pihak Ketiga. '

Peraturan ini mengatur tentang pengembangan bidang usaha dan
memupuk keuntungan perusahaan daerah. Usulan mengenai kerja sama yang
dilakukan perusahaan daerah dengan pihak ketiga memenuhi syarat-syarat bahwa
mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi
obyek kerja sama. Pihak ketiga dimaksud ialah pemerintah pusat, pemerintah
propinsi, pemda, pemkot, perusahaan daerah, instansi pemerintah, badan usaha
lain baik perorangan, nasional maupun asing. Bentuk kerja sama dapat dilakukan
dalam bentuk:

o Kerja sama pengelolaan (joint operation)

o Kerja sama usaha patungan (joint venture)

4.1.2 Manfaat (oufcomes) dari Kebijakan Terdahulu dalam Penyelesaian

Permasalahan

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan perumahan
yaitn : UU No. 16 tahun 1985, tentang Rumah Susun; UU No. 4 tahun 1992,
tentang Perumahan dan Permukiman; PP No. 4 tahun 1988, tentang Rumah
Susun; Keppres No. 22 tahun 2006, tentang Tim Koordinasi Percepatan
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Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; Permendagri No. 74 tahun
2007, tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perijinan dan Insentif Dalam
Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan; Keputusan
Menpera No. 10/KPTS/M/2007 tentang pedoman bantuan stimulan prasarana,
sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan dan permukiman; Keputusan
Menpera No. 18/Permen/M/2007 tentang petunjuk pelaksanaan perhitungan tarif
sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan perumahan
tersebut selain memberikan payung dan kepastian hukum terhadap semua
kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan, juga
memberikan kemudahan dan manfaat (outcomes) dalam pembentukan koordinasi
antar instansi terkait, serta memberikan kemudahan dalam proses perijinan dan
insentif, pemberian bantuan untuk prasarana sarana utilitas (PSU) serta penentuan
tarif sewa rumah susun sederhana untuk kelompok sasaran tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembiayaan dan
subsidi yaitu : UU No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; PP No.8
tahun 2007, tentang Investasi Pemerintah; PP No. 1 tahun 2008, tentang Investasi
Pemerintah; PP No. 31 tahun 2007, tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN}); Permenpera No. 05/Permen/M/ 2006, tentang
Dukungan Asuransi KPR/KPRS Untuk Pembangunan Rumah Sehat Sederhans;
Permenpera No. 05/Permen/M/2008, tentang perubahan atas Permenpera No.
05/Permen/M/2007, tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan
Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;
Permenpera No. 06/ Permen /M/2008, tentang perubahan atas Permenpera No.
06/Permen/M/2007, tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan
Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah
Bersubsidi; Permenpera No. 07/ Permen /M/2008, tentang perubahan atas
Permenpera No. 03/Permen/M/2007, tentang Pengadaan Perumahan dan
Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR
Bersubsidi; Permenpera No. 08/Permen/M/ 2008, tentang perubahan Permenpera
No. 04/Permen/M/2007, tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan
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Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Syariah Bersubsidi;
Permenpera No. 07/Permen/M/ 2007, tentang Pengadaan Perumahan dan
Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR
Sarusun Bersubsidi; Kepmenkeu No. 1336f KMK.04/ 1989, tentang Pemberian
Keringanan PBB yang Tertuang Atas Unit Hunian Rusun yang Dibangun dan atau
Diadakan oleh Perum Perumnas; Permenkeu No. 36/PMK.03/ 2007, tentang
Batasan Rumah Sederhanan, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana,
Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang Atas
Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN; Permenkeu No. 58/PMK.02/
2008, tentang Biaya Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum; Permenken No. 38/PMK.02/ 2008, tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengendaiian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembiayaan dan
subsidi tersebut memberikan payung dan kepastian hukum, juga memberikan
kemudahan dan manfaat (outcomes) terhadap investasi yang dilakukan, dukungan
asuransi KPR/KPRS untuk RSH, dukungan fasilitas subsidi dalam berbagai
skemanya, pemberian keringanan PBB, pembebasan dari pengenaan PPN, serta
kemudahan biaya pengadaan tanah bagi kepentingan umum,.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanahan dan
pengelolaan lahan yaitu : UU No. 20 tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang
Undang No. 2] tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
UU No. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang; PP No. 40 tahun 1996, tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah; PP No. 26
tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; PP No. 80 tahun
1999, tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri
Sendiri; Perpres No. 36 tahun 2006, tentang Perubahan Perpres No. 65 tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; Inpres No.05 tahun 1999,
tentang Peremajaan Permukiman Kumuh yang Berada di Atas Tanah Negara;
Permendagri No. 17 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Pemerintah Daerah; Permenpera No. 32/Permen/M/ 2006. Petunjuk Teknis
Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
Permenpera No. 34/Permen/M/ 2006, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
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Keterpaduan Prasarana, Sarana, Utilitas Kawasan Perumahan; Permen PU No.
05/PRT/M/ 2007, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun
Bertingkat Tinggi; Kepmen Lingkungan Hidup No. 04 tahun 2000, tentang
Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanahan dan
pengelolaan lahan tersebut memberikan payung dan kepastian hukum, juga
memberikan kemudahan dan manfaat (outcomes) terhadap status kepemilikan
tanah, tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, penataan ruang, rencana tata ruang wilayah nasional, kawasan
siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) yang berdiri sendiri,
prasarana sarana utilitas (PSU) kawasan perumahan, pembangunan rumah susun
tingkat tinggi, dan AMDAL bagi pembangunan permukiman terpadu.

Peraturan perundang-undangan yang terkait institusi/kelembagaan dan
kerjasama yaitu : UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; UU No.
19 tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara; PP No. 45 tahun 20035,
tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN; PP No. 13
tahun 1998, tentang Perusahaan Umum; PP No. 15 tahun 2004, tentang
Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional, PP No. 66 tahun 2007,
tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian
Perusahaan Perseroan di Bidang Pembiayaan Infrastruktur; PP No. 50 tahun 2007,
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; Keppres No. 80 tahun 2003,
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perpres No.67
tahun 2005, tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur; Permenkeu No. 38/PMK.01/ 2006, tentang Pedoman Kerjasama
Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

Peraturan perundang-undangan yang terkait institusi/kelembagaan dan
kerjasama tersebut memberikan payung dan kepastian hukum, juga memberikan
kemudahan dan manfaat (outcomes) terhadap peran dari pemerintahan daerah
setelah era otonomi daerah, peran BUMN seperti Perumnas dan Bank Tabungan
Negara (BTN), penyertaan modal dari pemerintah, kerjasama antara pemerintah
dengan BUMN/BUMD, serta kerjasama antara BUMN/BUMD dengan pihak

ketiga.
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Selama tahun 2004 sampai tahun 2007, pemerintah memberikan
perhatiannya terhadap institusi/kelembagaan perumahan rakyat, ditandai dengan
dibentuknya kembali Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Pembentukan
kembali Kementerian Negara Perumahan Rakyat, juga dibarengi dengan tujuan
(goal) dan sasaran yang harus dicapai disektor perumahan rakyat, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Tujuan (goal} dan sasaran (objective) pembangunan perumahan dalam
RPJM Nasional, ! adalah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang
mempergunakan kredit pemilikan rumah sebagai cara untuk memiliki rumah maka
sasaran umum pembangunan perumahan adalah pemenuhan kebutuhan hunian
bagi masyarakat melalui terciptanya pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel,
tidak diskriminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang
didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang market friendly, efisien,
dan akuntabel.

Bagi masyarakat berpendapatan rendah yang terbatas kemampuannya,
maka sasaran umum yang harus dicapai adalah terbentuknya pola subsidi yang
tepat sasaran, tidak mendistorsi pasar, akuntabel, dan mempunyai kepastian dalam
hal ketersediaan setiap tahun. Sasaran lain yang juga hendak dicapai adalah
terbentuknya pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru
yang berbasis swadaya masyarakat. Sasaran penyediaan subsidi perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebanyak 1.350.000 unit rumah, melalui
pembangunan rumah susun sewa sebanyak 60.000 unit, rumah susun sederhana
milik melalui peran serta swasta 25000 unit, serta peningkatan akses kredit mikro
untuk pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat
sebanyak 3.600.000 unit. Sebagaimana telah digariskan dalam Millennium
Development Goals (MDGs), maka sasaran yang juga harus dicapai adalah
penurunan luasan kawasan kumuh sebesar 50 persen dari luas yang ada saat ini
pada akhir tahun 2009. Lihat Tabel 4.11

Arah kebijakan yang akan dikembangkan untuk mencapai sasaran

sebagaimana telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

! Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Bagian IV.33-72.
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1. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah
sederhana dan rumah sederhana sehat;

2. Mengembangkan kawasan perumahan skala besar;

3. Meningkatkan penyediaan hunian (sewa dan milik) bagi masyarakat
berpendapatan rendah melalui gerakan nasional pengembangan sejuta rumah
{GNPSR);

4. Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan
rendah dalam penyediaan lahan, sumber pembiayaan dan prasarana dan sarana
lingkungan melalui pembangunan perumahan yang bertumpu pada
masyarakat;

5. Mengembangkan kredit mikro pembangunan dan perbalkan rumah yang
terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan (income generating)
dalam rangka upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin dan
penciptaan lapangan kerja;

6. Menciptakan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran;

7. Mengembangkan lembaga yang bertanggungjawab dalam pembangunan
perumahan dan permukiman pada semua tingkatan pemerintahan serta
fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan
dan partisipatif;

8. Pemantapan pasar primer perumahan;

9. Berkembangnya secondary mortgage facility (SMF) dan secondary
mortgage market (SMM);

10. Terbentuknya peraturan perundang-undangan dan kelembagaan
penduknng SMF dan SMM (UU Sekuritisasi, Biro Kredit, Surat Hak
Tanggungan, insentif perpajakan dan sebagainya);

I1. Mengembangkan insentif fiskal bagi swasta yang menyediakan hunian
bagi buruh/karyawannya;

12. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan
keselamatan gedung;

13. Menciptakan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure);

14. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada

kawasan kumuh perkotaan dan pesisir/nelayan.
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Tabel 4.11 Sasarar {objectives) Perumahan rakyat dalam RPJM

NO SASARAN RPJM 2004-2009 JUMLAH UNIT
1 Subsidi KPR RSH untuk MBR 1.265.000
2 Rumah susun sewa {Rusunawa} 60.000
3 Rumah susun milik (Rusunamit) 25.600
4 Akses kredit mikro untuk pembangunan dan 3.600.060
perbaikan rumah swadaya (self-help housing)
JUMLAH TOTAL (dalam 5 tahun} 4.950.000
JUMLAR TOTAL (dalam 1 tahun) 990.000

Dikenal dengan "Gerakan Sejuta Rumah”

Sumber RPJM Nasional 2004-2009.

Selain arah kebijakan yang memberikan payung dan kepastian hukum
terhadap kebijakan perumahan rakyat, maka kebijakan utama yang menjadi
bentuk intervensi pemerintah dalam pasar perumahan rakyat adalah: dari sisi
regulasi pasar perumahan, menetapkan kontrol harga rsh dan satuan rumah susun
milik yang mendapatkan subsidi serta menetapkan tarif sewa rumah susun sewa
yang dibangun dengan apbn atau apbd; dari sisi pembiayaan, menetapkan subsidi
KPR RSH, KPR sarusun milik, dan anggaran pembangunan rusunawa; dari sisi
pertanahan, menyediakan anggaran bagi pengadaan kawasan siap bangun (kasiba)
atau lingkungan siap bangun (lisiba) sebagai sarana penyediaan tanah murah bagi
pembangunan perumahan untuk MBR; dari sisi institusi mendorong beroperasinya
SMF secara maksimal.

Kebijakan utama yang menjadi bentuk intervensi pemerintah telah
dikeluarkan oleh pemerintah dalam pasar perumahan mempunyai beberapa
manfaat (outcomes) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

o Kebijakan regulasi pasar perumahan, kontrol harga jual RSH dan
rusunami, serta penetapan tarif sewa rusunawa memberikan kepastian
harga kepada konsumen serta memudahkan pemerintah dalam
menyalurkan subsidi perumahan berdasarkan kelompok sasaran
dengan level pendapatan tertentu, serta mempermudah developer

mengembangkan perencanaan kedepan;
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o Kebijakan pembiayaan, subsidi perumahan dan pemotongan pajak

PPN pada batas harga yang ditetapkan pemerintah dapat mengurangi
harga jual akhir perumahan yang ditawarkan melalui KPR bersubsidi
sehingga kelompok sasaran pada level pendapatan tertentu dapat
melakukan pembayaran cicilan KPR bersubsidi dengan lebih murah
atau mendapatkan perumahan dengan kualitas yang lebih baik
sehingga kelompok sasaran yang dimaksud mempunyai standar
kehidupan yang lebih baik;

Kebijakan pertanahan, pengadaan kasiba dan lisiba dengan bantuan
pemerintah dapat menurunkan dan mengurangi gejolak fluktuasi harga
tanah akibat ulah spekulan dan dengan adanya pola pengembangan
wilayah urban dengan program kasiba dan lisiba dapat mencegah
terjadinya pengembangan wilayah secara sporadis tidak terkendali

(urban sprawl);

Tabel 4.12. Kebijakan Perumahan Rakyat di Indonesia

SUPPLY DEMAND

Regulasi pasar
perumahan

o

Kontrol harga RSH dan
Rusunami

Kemudahan perijinan
pembangunan RSH dan
Rusunami

Biaya BPHTB

o]

Kelompok sasaran RSH dzan
Rusunami

o Pemotongan pajak PPn PPh
o Tarif sewa Rusunawa
Pembiayaan dan o Kredit konstruksi dari Bank o Skema tabungan wajib PNS
subsidi ¢ Pembangunan Rusunawsa {Bapertarum)
o Pembangunan prasarana o Subsidi RSH dan Rusunami
umum {PSU) untuk RSHdan | o Subsidi Rumah Swadaya
Rusunami (self-help housing)
Pertanahan o Tanah developer pemerintah o Tanah milik sendiri untuk
(Perumnas) Rumah Swadaya
o Kawasan/flingkungan siap
bangun {kasiba/lisiba)
Institusi perumahan (o Perumnas, BTN, SMF dan o Pengelolaan Rusunawa olch

developer swasta

Pemda/Perumnas

o Kebijakan terkait institusi, penguatan institusi pembiayaan sekunder

(SMF) dapat menghilangkan ketidak-cocokan (mismatch) dalam
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pembiayaan perumahan serta memperpanjang tenor kredit sehingga
pembayaran cicilan yang dilakukan menjadi lebih kecil, sedangkan
peningkatan koordinasi antar institusi perumahan dapat meningkatkan

standar mutu kebijakan yang akan dihasilkan.

Bentuk intervensi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia selama tiga
tahun terakhir dalam pasar perumahan dari sisi permintaan (demand side) dan sisi
penawaran (supply side) dapat dijabarkan dalam matrik, Tabel 4,12, di atas ini.

Strategi dan intervensi yang telah dijalankan pemerintah dalam pasar
perumahan tersebut selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2004 pada
kenyataannya belum dapat meningkatkan produksi perumahan secara drastis,
karena produksi RSH selama kurun waktu tersebut masih berada dibawah 100.000
unit RSH per tahun, belum dapat mencapai kondisi lebih besar dari produksi
tertinggi RSH pada tahun 1997 sebesar 200.999 unit RSH, padahal di perkotaan
saja terjadi penambahan kebutuhan perumahan baru akibat terjadinya urbanisasi
sebesar §98.000 unit rumah per tahun. Strategi tersebut digambarkan secara lebih

detail dalam bentuk intervensi pemerintah pada Gambar 4.13.

SUPPLY DEMAND
Tanah Perumnas
Kaaballlsiba
Upah Minimum
Regional {UMR) N
b
Plnisman uang muka
HKradi Konstoukst dad BTN Pemotcngan Pojak wnltuk PNS
g;nltm pemb;gtmn I:SU FiPnPER otk TR
unibuk ASH dan Rusunam| m
Konilrol harga untuk
RSH dan Rusunam|
Subsigi RSH dan Rusunami
g:nmﬂ K!i’R RSH dan Subsidi Rumah Swadaya
—

Affordability

Gambar 4.13. Bentuk pola infervensi oleh pemerintah di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) dan menengah (MBM), Kementerian Negara Perumahan Rakyat
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(Kemenpera) juga telah menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan

bantuan pembiayaan dan subsidi perumahan yang diberikan kepada keluarga atau

rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah. Adapun kebijakan

Kemenpera tersebut meliputi :

Q

Permenpera Nomor : 03/Permen/M/2007 tentang dukungan fasilitas
subsidi perumahan melalui KPR Bersubsidi.

Permenpera Nomor : 04/Permen/M/2007 tentang dukungan fasilitas
subsidi perumahan melalui KPR Syariah Bersubsidi.

Permenpera Nomor : 05/Permen/M/2007 tentang dukungan fasilitas
subsidi perumahan melalui KPR Swadaya/KPR Swadaya Mikro
Bersubsidi.

Permenpera Nomor : 06/Permen/M/2007 tentang dukungan fasilitas
subsidi perumahan melalui KPR Swadaya/KPR Swadaya Mikro
Syariah Bersubsidi.

Permenpera Nomor : 07/Permen/M/2007 tentang pengadaan
perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi
perumahan melalui KPR Satuan rumah susun (Sarusun) Bersubsidi.
Keputusan Menpera : 10/KPTS/M/2007 tentang pedoman bantuan
stimulan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan dan
permukiman.

Keputusan Menpera : 18/Permen/M/2007 tentang petunjuk
pelaksanaan perhitungan tarif sewa Rumah Susun Sederhana yang

dibjayai APBN dan APBD.

Apabila kebijakan Kemenpera dalam lingkup fasilitasi pembiayaan dan
subsudi perumahan tersebut kita bandingkan satu dengan yang lainnya, maka
terlihat bahwa kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh Kemenpera
menggambarkan kebijakan kepada pasar formal perumahan (03/Permen/M/2007,
04/Permen/M/2007, 07/Permen/M/2007, 18/Permen/M/2007) dan kepada pasar
informal perumahan (05/Permen/M/2007, 06/Permen/M/2007). Lihat Tabel 4.14.
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PP No. 31 tahun 2007

1. Rp. 144.000.000
il. Rp. 110.000.000
L Rp. 75.000.000

Perumahan Rakyat
SUPPLY DEMAND
Regulasi pasar
perumahan
. 03/Permen/M/2007 Kontrol harga RSH : Kelompok sasaran (penghasilan) :
I. Rp.49.000.000 L 1.700.000<P<2,500.000
II. Rp. 37.000.000 IL. 1.000.000<P<1.700.000
II. Rp. 25.000.000 Hl.  P<1.000.000
04/Permen/M/2007 Idem Idem
05/Permen/M/2007 Batas maximum dana RSH Idem
swadaya :
I. Rp.42.000.000
II. Rp. 30.000.000
I1I. Rp. 20.000.000
06/Permen/d/2007 [dem Idem
07/Permen/M/2007 Kontrol harga Rusunami : Kelompok sasaran {penghasilan} :

[, 3.500.000<P<4.500.000
II.  2.500.000<P<3.500.000
11, 1.200.000<P<2.500.000

PMK No. Pembebasan PPN atas Sarusun tidak boleh dijual kembali
36/PMK.03/2007 penyerahan sarusun : dalam 5 tahun _
<Rp. 144 juta, 21<T<36m2 Dimungkinkan memanfaatkan fasilitas
<Rp. 75 juta, T<21m2 sewa beli
10/KPTS/M/2007 Bantuan stimulan PSU
perumahan dan permukiman
18/Permen/M/2007 Komponen perhitungan tarif

sewa Rusuna : biaya investasi,
biaya operasional, biaya
perawatan, dan biaya
pemeliharaanTarif sewa
komersial : maksimum dan
minimumTarif sewza dasar :
maksimum dan minitum Tarif
sewa sosial : maksimum dan
minimum

Pembiayaan dan
subsidi

03/Permen/M/2007

Subsidi selisih bunga :
I. Rp. 7.500.000
I1. Rp. 10.000.000
1. Rp. 12.500.000
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(sambungan)
04/Permen/M/2007 Subsidi uang muka :
I. Rp. 7.500.000
1. Rp. 10.000.000
Ii. Rp. 12.500.000
03/Permen/M/2007 Subsidi uang muka/selisih bunga :
I. Rp. 5.000.000
II. Rp.7.000.000
1. Rp. 9.500.000
06/Permen/M/2007 Subsidi vang muka :
L Rp. 5.000.000
IL Rp. 7.000.000
II1. Rp. 9.500.000
07/Permen/M/2007 Subsidi vang muka dan selisih bunga :
I.  Rp. 5.000.000 + suku bunga
9.5%(4th)
II. Rp. 6.000.000 + suku bunga
8.5% (6 th)
. Rp. 7.000.000 + suku bunga
7% (8 th)
Pertanahan
03/Permen/M/2007 Tanah developer
04/Permen/M/2007 Tanah developer
05/Permen/M/2007 Tanah milik sendiri
06/Permen/M/2007 Tanah milik sendiri
07/Permen/M/2007 Tanah developer
Pergub DKI Jakarta DKI Jakarta : pembebasan
No, 136 tahun 2007 retrtbusi dan kemudahan
perijinan
{nstitusi perumahan
(03/PermenM/2007 Bank Umum nasional (3), bank swasta
nasional (2), BPD (12}, BPR, ANK
syariah (2), BPR syariah (3),
LKNB/BMT (78}, Koperasi (8)
Bapertarum : untuk PNS
YKPP : untuk TNI/Polri
04/Permen/M/2007 Idem
05/Permen/M/2007 Idem
06/Permen/dA/2007 Idem
07/Permen/M/2007 Idem
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4.2. Lingkup dan Tingkat Permasalahan dari Implementasi Kebijakan
Terdahulu (Tahapan Policy Assessment)

Tahap kedua dari proses perancangan kebijakan adalah tahapan policy
assessment. Pertanyaan yang muncul dalam tahapan ini adalah : Apakah alternatif
kebijakan terdahulu telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan
perumahan rakyat? Untuk menjawab pertanyaan diatas maka dalam tahapan
policy assessment ini, kebijakan terdahulu akan dinalisa dengan metode
evaluation untuk menghasilkan informasi yang relevan tentang policy
performance.

Fungsi dari evaluasi adalah sebagai berikuf : Pertama, dan yang paling
penting adalah menyiapkan informasi yang dapat dipercaya dan valid tentang
kinerja kebijakan (poficy performance) terdahulu; Kedua, evaluasi memberikan
kontribusi untuk melakukan klarifikasi dan kritik terhadap ailai-nilai yang
mendasari pemiithan tujuan (goal) dan sasaran (objectives), sehingga evaluasi
Jjuga merupakan sarapa untuk melakukan koreksi terhadap tujuan dan sasaran
vang telah ditentukan; Ketiga, evaluasi juga dapat memberi kontriﬁusi terhadap
penerapan metode analisa kebijakan (policy-analytic methods) yang lain, termasuk
perumusan masalah (problem structuring) dan rekomendasi (recommendation),
evaluasi juga dapat memberikan kontribusi terhadap definisi baru atau revisi

terhadap alternatif kebijakan sebelumnya untuk dibatalkan dan digantikan dengan

alternatif kebijakan yang lain,

4.2.1. Evaluasi Kinerja dari Penerapan Kebijakan Terdahulu

Kebijakan perumahan sangat dipengaruhi oleh kondisi : kependudukan
(faktor demografi, faktor sosial ekonomi, tingkat urbanisasi, dan lain-lain);
sumber daya/resources (sektor pembiayaan/finansial, sektor pertanahan, kebijakan
anggaran, kebijakan keuangan, dan lain-lain); ekonomi/economy (basis
ekonomi/GDP, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pasar perumahan, dan lain-
lain); budaya/culture (ideologi, prioritas politik, kerangka institusi, kerangka
administrasi dan hukum, dan lain-lain).

Kinerja pencapaian target RPJM sampai tahun 2007, dapat dilihat dalam
Tabel 4.15, dimana pencapaian target tersebut adaiah sebagai berikut : penyediaan
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rumah layak huni tercapai 48.6%; pembangunan rusunawa tercapai 35.20%;
pembangunan rusunami tercapai 12,58%; akses masyarakat ke pembiayaan
perumahan swadaya 52.00%; pengurangan kawasan kumuh 23,50%; penataan,

peremajaan dan revitalisasi kawasan 53.20%.

Tabel 4.15 Kinerja pencapaian target RPJM, sampai tahun 2007

No Kegiatan Sasaran Realisasi Prosentase
1 | Subsidi KPR RSH untuk MBR 1.265.000 unit 815.400 unit 48,60%
2 | Rumah susun sewa {(Rusunawa} 60.000 unit 21.115 unit 35,20%
3 Rumah susun milik (Rusunami} 25.000 unit 3.146 unit 12,58%
4 | Akses kredit mikro untuk 3.600.000 vnit { 1.873.416 unit 52,00%

pembangunan dan perbaikan rumah
swadaya (self-help housing)
5 | Pengurangan Kawasan Kumuh 23.750 Ha 6.586 Ha 23,50%
¢ | Penataan Peremajaan dan Revitalisasi 79 kawasan 42 kawasan 53,20%
Kawasan
7 | Fasilitasi $ Stimulasi Pembangunan - 396.891 unit -
Rumah Akibat Bencana dan Kerusuhan
Sosial

Sumber : Kemenpera, 2007

Selain melakukan evaluasi secara kuantitatif terhadap pencapaian target
dari RPIM 2004-2009, sehingga dapat diketahui progres pencapaian targetnya,
maka dalam tahap kedua proses perancangan kebijakan ini juga dilakukan
evaluasi secara kualitatif terhadap kebijakan perumahan rakyat, dengan
memperhatikan empat unsur pilar utama kebijakan yang mempunyai peran
dominan dalam kebijakan perumahan rakyat yaitu : kebijakan pasar perumahan,
kebijakan pembiayaan perumahan, kebijakan pertanahan dan kebijakan institusi
sektor perumahan. Pada sub bab 3.2 sebelumnya telah dijelaskan metodologi
evaluasi kebijakan yang digunakan dengan melakukan pendataan melalui
kuesioner A yang dibagikan kepada kelompok responden rumah tangga dan
kuesioner B yang dibagikan kepada kelompok responden institusi. Hasil
pengolahan data dari jawaban responden terlihat dalam grafik-grafik dibawah ini.
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RESPONDEN DI MASYARAKAT
W/ PASAR PERUVDAN PEIVBIAYAAN

il i
/&

I
HRITERIA EVALUASE |0 TIDAKTAH;

Gambar 4.16. Jawaban Responden Masyarakat untuk 6 Kriteria
Evaluasi pada Pasar Perumahan dan Pembiayaan
Kelompok responden rumah tangga memberikan jawabannya untuk enam
kriteria evaluasi sebagaimana tergambar dalam Gambar 4.16. Responden
menyatakan bahwa kebijakan pasar perumahan dan pembiayaan sudah efisien (02.
efficiency), sudah berperan kuat (03. adequacy), dan sudah sesuai kebutuhan (06.
appropriateness), namun responden juga menyatakan bahwa pasar perumahan dan
pembiayaan belum efektif (0. effectiveness), belum ada kesetaraan akses (04.

equity), dan belum menjawab permasalahan yang ada (05. responsiveness).

Gambar 4.17. Jawaban Responder Rumah Tangga u/ Kebijakan
Pasar Perumahan
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Ketika lebih diperinci dengan memisahkan pasar perumahan dan
pembiayaan, maka untuk kebijakan pasar perumahan, responden menyatakan
bahwa kebijakan pasar perumahan sudah efektif (0/. effectiveness), sudah efisien
(02. efficiency), sudah berperan kuat (03. adequacy), sudah menjawab
permasalahan vang ada (05. responsiveness), dan sudah sesuai kebutuhan (06.
appropriateness), namun responden juga menyatakan bahwa dalam kebijakan

pasar perumahan belum ada kesetaraan akses (04. equity). Lihat Gambar 4.17.

PEIVEAYAAN
= B YA
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Gambar 4.18. Jawaban Responden Rumah Tangga u/ Kebijakan
Pembiayaan

Sedangkan untuk kebijakan pembiayaan, responden menyatakan bahwa
kebijakan pembiayaan belum efektif (01. effectiveness), dan belum menjawab
permasalahan (05. responsiveness), serta menyatakan tidak tahu untuk empat
kriteria evaluasi kebijakan pembiayaan yang lainnya. Likat Gambar 4,18,

Kelompok responden di developer dan perbankan memberikan
jawabannya untuk enam kriteria evaluasi sebagaimana tergambar dalam Gambar
4.19. Responden menyatakan bahwa kebijakan pertanahan dan kelembagaan
sudah berperan kuat (03. adeguacy) dan sudah ada kesetaraan akses (04. eguity),
namun belum efektif (0. effectiveness), belum efisien (02. efficiency), belum
menjawab permasalahan yang ada (05. responsiveness), dan belum sesuat

kebutuhan (06. appropriateness).
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Gambar 4.19. Jawaban Responden di Developer/Perbankan untuk 6
Kriteria Evaluasi pada Kebijakan Pertanahan dan Institusi

Ketika lebih diperinci dengan memisahkan kebijakan pertanahan/iahan dan
kebijakan institusi’keiembagaan, maka untuk kebijakan pertanahan/lahan,
responden menyatakan bahwa kebijakan pertanahanflahan sudah berperan kuat
(03. adequacy), sudah ada kesetaraan akses (04. equity), namun responden juga
menyatakan bahwa dalam kebijakan pertanahan dan lahan belum efektif (01.
effectiveness), belum efisien (02. efficiency), belum menjawab permasalahan yang
ada (05. responmsiveness), dan belum sesuai kebutuhan (06. appropriateness).

Lihat Gambar 4.20.

Gambar 4.20. Jawaban Responden u/ Kebijakan Pertanahan dan
Lahan
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Gambar 4.21. Jawaban Responrden 1/ Kebijakan Institusi dan
Kelembagaan

Sedangkan untuk kebijakan institusi dan kelembagaan, responden
menyatakan bahwa kebijakan institusi dan kelembagaan sudah menjawab
permasalahan (05. responsiveness), namun responden juga menyatakan bahwa
kebijaican tersebut belummenjawab belum efektif (0. effectiveness), belum
efisien (02. efficiency), belum berperan kuat (03. adequacy), belum ada kesetaraan
akses (04. equity), serta menyatakan belum sesuai kebutuhan (06.

appropriateness). Lihat Gambar 4.21.

4.2,2, Situasi Permasalahan yang Signifikan

Dengan memberikan jawaban terhadap enam kriteria evaluasi yang
dilakukan terhadap kinerja kebijakan perumahan terdahulu dengan berdasarkan
Jawaban yang diberikan oleh responden rumah tangga dan responden dalam
developer dan perbankan, maka dapat diketahui situasi permasalahan yang
signifikan berdasarkan empat pilar utama kebijakan yang dievaluasi seperti
dijelaskan dalam Tabel 3.8 sebelumnya. Tabe! 4.22 memperlihatkan jawaban

yang dikumpulkan berdasarkan jawaban responden yang telah disampaikan dalam

gambar sebelumnya,
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Tabel 4.22. Jawaban u/ Criteria for Evaluation

NO | TYPE OF CRITERION POLICY ANSWER
SQUESTION
| Effectivenes Pasar perumahan YA
Apakah nilai manfaat dapat dicapai ? Pembiayaan TIDAK
Pertanahan TIDAK
Institusi TIDAK
2 Efficiency Pasar perumahan YA
Apakah usaha yang dikeluarkan sudah | Pembiayaan TIDAK TAHU
mencapai nilal manfaat 7
Pertanahan TIDAK
Institusi TIDAK
3 Adequacy Pasar perumahan YA
Apakah capaian dari nilai manfaat Pembiayaan TIDAK TAHU
dapat menyelesaikan permasalahan ?
Pertanahan YA
Institusi TIDAK
4 Equity Pasar perumahan TIDAK
Apakah biaya dan benefit diterima Pembiayaan TIDAK TAHU
secara adil oleh kelompok sasaran
yang berbeda ?
Pertanahan YA
Institusi TIDAK
5 Responsiveness Pasar perumahan YA
Apakah manfaat kebijakan dapat Pembiayaan TIDAK
memuaskan kebutuhan, keinginan,
atan nilai dari kelompok sasaran ?
Pertanahan TIDAK
Institusi YA

88
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(sambungan)

6 Apprapriateness Pasar perumahan YA
Apakah manfaat yang disukai oleh Pembiayaan TIDAK TAHU
kelompok sasaran benar terasa sesuai,
pantas atau berguna ?

Pertanahan TIDAK
[nstitusi TIDAK

Dari jawaban yang telah dimasukkan dalam tabel 422, maka dapat

diketahui permasalahan yang signifikan dalam kebijakan perumahan ditinjau dari

empat pilar utama kebijakan. Untuk kebijakan tentang pasar perumahan, 52%

responden menjawab YA, dan sisanya 37% menjawab TIDAK, serta 11%
menjawab TIDAK TAHU. Lihat Gambar 4.23. Untuk kebijakan pembiayaan,
23% responden menjawab YA, dan sisanya 37% menjawab TIDAK, serta 40%
menjawab TIDAK TAHU. Lihat Gambar 4.24.
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Gambar 4.23. Pasar Perum

Gambar 4.24. Pembiayaan
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Barn
ava
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Gambar 4.25, Pertanahan

Gambar 4.26. Institusi
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Sedangkan untuk kebijakan tentang pertanahan dan lahan, 28% responden
menjawab YA, dan sisanya 65% menjawab TIDAK, serta 7% menjawab TIDAK
TAHU. Lihat Gambar 4.25. Untuk kebijakan institusi dan kelembagaan, 39%
responden menjawab YA, dan sisanya 53% menjawab TIDAK, serta 5%
menjawab TIDAK TAHU. Lihat Gambar 4.26.

4.2.3. Urgensi Analisa
Berdasarkan evaluasi kualitatif yang dilakukan tersebut, tergambar bahwa

ada beberapa kriteria evaluasi yang belum dapat dipenuhi oleh kebijakan yang ada
dan beberapa permasalahan signifikan yang belum dapat disclesaikan oleh
kebijakan perumahan terdahulu, sehingga diperlukan pencarian alternatif baru
dalam pengembangan kebijakan perumahan rakyat di masa yang akan datang.
Diperlukan sebuah analisa untuk mendapatkan alternatif-alternatif kebijakan baru

yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan perumahan yang ada.

4.3, Pernyataan Permasalahan (Tahapan Agenda Setting)

Tahap ketiga dalam perancangan kebijakan adalah tahapan agenda setting.
Pertanyaan yang muncul dalam tahapan ini adalah ; Apakah yang sebenamya
menjadi permasalahan kebijakan perumahan rakyat? Untuk menjawab pertanyaan
diatas maka dalam tahapan agenda sefting ini, kebijakan terdahulu akan dinalisa
dengan metode probiem structuring sehingga dapat menghasilkan informasi yang
relevan tentang pelicy problems. Salah satu metodologi yang dapat digunakan
dalam metode problem structuring adalah analytical hierarchy process (AHP).
Dalam sub bab 3.3 metode AHP ini telah dibahas sampai dengan penyusunan

hirarkinya, yang terdiri dari lima level hirarki.

4.3.1. Definisi permasalahan
Sebagaimana telah dibahas dalam sub bab 4.2 sebelumnya, bahwa

permasalahan kebijakan yang ada setelah diukur dengan enam kriteria evaluasi

terlihat bahwa :
o kebijakan pasar perumahan berjalan dengan prosentase angka

kepuasan responden sebesar 52%,;
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o kebijakan pembiayaan berjalan dengan proseﬁtase angka kepuasan
responden sebesar 23%;

o kebijakan pertanahan dan lahan berjalan dengan angka kepuasan
responden sebesar 23%;

o kebijakan institusi dan kelembagaan berjalan dengan angka kepuasan

responden sebesar 39%.

Beberapa faktor yang dianggap menyebabkan kebijakan perumahan
selama ini belum dapat memenuhi enam kriteria evaluasi yang diharapkan adalah
adanya beberapa permasalahan mendasar yang terdapat di dalam setiap kebijakan
perumahan yang dihasilkan, dan beberapa permasalahan mendasar tersebut berada

pada level ketiga dari hirarki yang dibentuk.

4.3.2. Potensi Solusi dengan Menggunakan Model Perencanaan

Karena menggunakan model perencanaan (backward process), maka
model perencanaan yang biasa disebut backward process terdiri dari 5 (lima)
level. Berdasarkan masukan dari para responden ahli, maka struktur permasaiahan
dalam kebijakan perumahan rakyat tergambar pada kelima level dalam hirarki
model perencanaan kebijakan perumahan sebagaimana berikut. Lihat Gambar
4.27 di bawah ini. Dimulai dengan penetapan tujuan (goal) nya, kemudian pilihan
berbagai skenaric yang sesuai, permasalahan utama yang ada, pemangku
kepentingan yang terlibat, dan alternatif kebijakan yang diperlukan. Dengan
didapatkannya gambaran tentang struktur permasalahan secara lengkap dalam
lima level hirarki tersebut, maka selanjutnya diperlukan penilaian (fudgement)
oleh responden ahli yang mewakili berbagai pemangku kepentingan terhadap
elemen-elemen permasalahan dari setiap level yang sedang diteliti prioritasnya.

Level pertama (teratas) adalah tujuan hirarki yaitu :

o Tersedianya pasokan perumahan layak huni yang cukup dengan harga

terjangkau

Pada level kedua adalah skenario-skenario atau target-target yang

diinginkan, yaitu :
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o Perbaikan, peningkatan dan pengembangan regulasi pasar perumahan

rakyat;

o Perbaikan dan peningkatan peran pembiayaan perumahan (housing

finance) rakyat;
o Perbajkan dan peningkatan akses serta distribusi pertanahan untuk

perumahan rakyat;
o Perbaikan dan peningkatan kualitas institusi pembangunan dan

pembiayaan perumahan rakyat.

Proses Perancangen Kabahan
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Gambar 4.27 Hirarki Model Perencanaan Kebijakan Perumahan

Rakyat
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Pada level ketiga adalah masalah-masalah (problems) yang diperkirakan

akan menghambat pencapaian target yang diinginkan, yaitu :

o

Terbatasnya pasokan rumah milik dan rumah sewa terutama di
perkotaan (urban area);

Rendahnya daya beli dan daya sewa rumah tangga;

Terbatasnya alokasi anggaran subsidi dan insentif pemerintah untuk
sektor perumahan rakyat;

Terbatasnya kemampuan pembiayaan primer (perbankan) dan
sekunder (SMF) perumahan;

Terbatasnya ketersediaan dan mahalnya harga tanah di perkotaan
untuk perumahan rakyat;

Lemahnya fungsi dan koordinasi antara institusi perumahan rakyat.

Sedangkan pada level keempat adalah pemangku kepentingan (stake

holder) atau aktor atau pelaku yang berperan atau berpengaruh terhadap

pencapaian target, yaitu

o

c O 0O O 0 0

Kementerian Negara Perumahan Rakyat;

Developer dan lembaga penyedia rumah sewa atau rumah sosial;
Perbankan, secondary morgage (SMF), dan lembaga penjaminan;
Badan Pertanahan Nasional; |

Pemerintah daerah;

Pembeli, penyewa dan penghuni;

Departemen Keuangan.

Pada level kelima (terakhir) dan sekaligus merupakan hasil akhir

perencanaan kebijakan adalah alternatif kebijaksanaan-kebijaksanaan yang

diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan tersebut, yaitu :

e

Kontrol harga jual bagi pengembangan rumah milik dan klasifikasi

untuk kelompok sasaran tertentu;
Kontrol tarif bagi pengembangan rumah sewa, rumah sosial dan skema

rumah sewa-beli serta klasifikasi untuk kelompok sasaran tertentu;
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o Peningkatan subsidi dan insentif melalui alokasi anggaran pemerintah
(spending approach);

o Revitalisasi pembiayaan primer jangka pendek dan pembiayaan
sekunder jangka panjang (financing approach);

o Penyediaan tanah murah untuk perumahan melalui land banking
system; _

o Perencanaan dan penataan kawasan perumahan dan permukiman
dengan kasiba, lisiba atau konsolidasi lahan (Jand consolidation);

o Perbaikan dan penguatan fungsi serta koordinasi institusi perumahan

menuju terbentuknya national housing authority (NHA).

4.4, Alternatif Kebijakan (Tahapan Policy Formulation)

Tahap keempat dalam perancangan kebijakan adalah tahapan policy
Jormulation. Pertanyaan yang muncul dalam tahapan ini adalah : Apakah
kebijakan sekarang dan yang terdahulu telah terbukti sesuai untuk diarahkan
kepada permasalahan, dan apakah akibatnya? Untuk menjawab pertanyaan diatas
maka dalam tahapan pelicy formulation ini, kebijakan terdahulu akan dinalisa
dengan metode forecasting.sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan
tentang policy futures.

Alternatif-alternatif kebijakan yang akan dikembangkan, dianalisa
berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari pendapat para responden ahli
(informed judgement). Dalam penelitian ini ada enam responden ahli yang
memberikan penilaian dan pertimbangannya serta mewakili bidang-bidang
tertentu yang berhubungan dengan kebijakan perumahan rakyat (housing policy),

sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab 3.3.

4.4.1. Gambaran dari Alternatif Kebijakan
Beberapa alternatif kebijakan yang akan dikembangkan dan selanjutnya

akan dianalisa berdasarkan pertimbangan para responden ahli adalah sebagai

berikut :
o Alternatif kebijakan yang akan menunjang skenario perbaikan,

peningkatan, dan pengembangan regulasi pasar perumahan rakyat
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adalah : Kontrol harga jual bagi pengembangan rumah milik dan
klasifikasi untuk kelompok sasaran tertentu; Kontrol tarif bagi
pengembangan rumah sewa, rumah sosial dan skema rumah sewa-beli
serta kiasifikasi untuk kelompok sasaran tertentu;

Alternatif kebijakan yang akan menunjang skenario perbaikan, dan
peningkatan peran pembiayaan perumahan (housing finance) rakyat
adalah : Peningkatan subsidi dan insentif melalui alokasi anggaran
pemerintah (spending approach); Revitalisasi pembiayaan primer
jangka pendek dan pembiayaan sekunder jangka panjang (financing
approach);

Alternatif kebijakan yang akan menunjang skenario perbaikan dan
peningkatan akses dan distribusi pertanahan untuk perumahan rakyat
adalah : Penyediaan tanah murah untuk perumahan melalui land
banking system; Perencanaan dan penataan kawasan perumahan dan
permukiman dengan kasiba, lisiba atau konsolidasi lahan (Tand
consolidation);

Alternatif kebijakan yang akan menunjang skenario perbaikan dan
peningkatan  kualitas  institusi pembangunan den pembiayaan
perumahan rakyat adalah : Perbaikan dan penguatan fungsi serta

koordinasi institusi perumahan menuju terbentuknya rarional housing

authority (NHA).

4.4.2, Perbandingan dari Alternatif Kebijakan di masa depan

Dari pertimbangan yang diberikan oleh enam responden ahli terhadap

kuesioner yang diajukan kepada mereka, maka kita mendapatkan informasi
tentang skenario, masalah (problems), pelaku (stake holder) dan alternatif-

alternatif kebijakan yang dapat dikembangkan dengan berdasarkan prioritas-

prioritas kebijakannya.

Dari pertimbangan yang diberikan oleh responden ahli Bidang Keuangan
Negara (Responden A), maka prioritas kebijakan perumahan yang dapat
dikembangkan seperti terlihat dalam Gambar 4.28. Resonden A menilai bahwa

lima besar alternatif kebijakan di masa depan yang perlu dikembangkan sesuai
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dengan prioritasnya adalah : peningkatan subsidi/insentif melalui APBN;
revitalisasi pembiayaan primer dan sekunder; penyediaan tanah murah; penguatan
fungsi dan koordinasi institusi perumahan; serta penataan kawasan perumahan dan
permukiman. Selengkapnya lihat Lampiran 5.
Synthesks with respect to:
Goat 1A kebiakan yang menjadl soiusl permasakahan perumanan rakyat

Overall Inconsstency = .17

SA. sontrel harga rumah mdk untuk kelompok sasara... 062 TR
55 kootrol tack rumah sawa, sosbl, skema seva bell ... 0650 (NG

5C. peningkatan subsidiinsentl metalul apbn 215

5D, revialisas! pembiayaan pamer dan seknder 197 |

5E. penyediaan tanah mucah (melai g banking) 191 RS

5F. penataan kawasan perkim melalvikasiba, lsba, ... 119 [NIININIENGEGEGENEEEE

5G. penguatan fungsl dan koordnas mstius peruma . 156 N

Gambar 4.28 Jawaban Responden A
Dari pertimbangan yang diberikan oleh responden ahli Bidang Perumahan
dan Permukiman (Responden B), maka prioritas kebijakan perumahan yang dapat
dikembangkan seperti terlihat dalam Gambar 4.29. Resonden B menilai bahwa
lima besar alternatif kebijakan di masa depan yang perlu dikembangkan sesuai
dengan prioritasnya adalah : penataan kawasan perumahan dan permukiman;
penyediaan tanah murah; penguatan fungsi dan koordinasi institusi perumahan;
revitalisasi pembiayaan primer dan sekunder; serta kontrol harga rumah milik
untuk kelompok sasaran tertentu. Selengkapnya lihat Lampiran 6.
Synihests wih respect to:
Goat 1A kebiakan yang menjad| sofusl permasathan pervmahan rakyat
Overall Inconsistency = .16

SA. kon'rol hargz rumzh mik untuk kelompok sasac.. 061 R

58. kontrol tarl rumah sewa, soskl, skema sewa bel._ 641 (N

&C. peningkatan subsidvinsent¥f matalui apbn 040 I

50. revitatisasi pemblayaan primer dan sefamder A

SE. pemyediaan tanah murah (melakd knd banking) 230 RN

5F. penataan kawasan perkim melalui kasiba, isba, .. 276 [ININENGEGGGGGGGG
5G. penguatan fungs! dan koordnas institys perum.. 224 [

Gambar 4.29 Jawaban Responden B
Dari pertimbangan yang diberikan oleh responden ahli Bidang
Pembiayaan Perumahan (Responden C), maka prioritas kebijakan perumahan
yang dapat dikembangkan seperti terlihat dalam Gambar 4.30. Resonden C
menilai bahwa lima besar alternatif kebijakan di masa depan yang perlu
dikembangkan sesuai dengan prioritasnya adalah : peningkatan subsidi/insentif

melalui APBN; penyediaan tanah murah; penataan kawasan perumahan dan
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permukiman; kontrol tarif rumah sewa, rumah sosial, skema sewa beli; serta

revitalisasi pembiayaan primer dan sekunder. Selengkapnya lihat Lampiran 7.

Synthesis with respact 10:
Gozak 1A kebjakan yang menjadi solusi permasalahan perumaban rakyat
Overall Inconsistency = .04

SA. konirol harga rumah milk untuk kekompok sasar... 090 [N

5B. kontrol farf rumah sewa, sosial, skemia sewa kel . 134 [N

5C. peningkatan subsidiinsenty melalui apbn 162
50. revhiallsas! pemblayaan primer dan sehunder 142

SE. penyadian tanzh murah (melal bnd banking; 155

SF. penataan kawasan perkim melalti kasiba, fiska. 155 [N

5G. penguatan Angst dan koordinas instius perume.. 135 T

Gambar 4. 30 Jawaban Respoaden C

Dari pertimbangan yang diberikan oleh responden ahli Bidang Ekonomi
Perkotaan (Responden D), maka prioritas kebijakan perumahan yang dapat
dikembangkan seperti terlihat dalam Gambar 4.31. Resonden D menilai bahwa
lima besar alternatif kebijakan di masa depan yang perlu dikembangkan sesuai
dengan prioritasnya adalah : penyediaan tanah murah; penguatan fungsi dan
koordinasi institusi perumahan; peningkatan subsidi/insentif melalui APBN;
revitalisasi pembiayaan primer dan sekunder; serta penataan kawasan perumahan

dan permukiman. Selengkapnya lihat Lampiran 8,

Synthesis with respect 10;

Goat 1A kebjakan yang menjadt solusi permasalahan perumahan rakyat

Overalt Inconsistency = 12

5A_ kontrol harga rumah mi%k untuk kelompok sasar.. 076 | NEEEEEEENNE
58. kontrol tarl rumah sewa, sostal, skema sewa bel. 073 RN
5C. peningiatan subsidéinsentf meblul apbn 181
50. revilalisasi pembiayaan primer dan sehunder A5 N, A T
SE. penyediaan tansh murah {melaki land banking) 185
5F. penalaan kawasan perkim melalvi kasiba, Isba, .. 149
56. penguatan fungsi dan koordnas nstaus perum... 165 |
Gambar 4.31 Jawaban Responden D
Dari pertimbangan yang diberikan oleh responden ahli Bidang Perbankan
— BTN (Responden E), maka prioritas kebijakan perummahan yang dapat
dikembangkan seperti terlihat dalam Gambar 4.32. Resonden E menilai bahwa
lima besar alternatif kebijakan di masa depan yang perlu dikembangkan sesuai
dengan prioritasnya adalah : penyediaan tanah murah; penguatan fungsi dan
koordinasi institusi perumahan; penataan kawasan perumahan dan permukiman;
kontrol harga rumah milik untuk kelompok sasaran tertentu; serta peningkatan

subsidi/insentif melalui APBN. Selengkapnya lihat Lampiran 9.
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Synthesis with respect to;
Goat 1A. kebjakan yang menjadi solusi permasaahan perumahan rakyat
Overall Inconsistency = .14
5A. kontrol harga rumah mik wntuk kelompox sasar.. 132 [T
58, kontrol tard rumah sewa, soskal, skema sewa bel.. 091 N

5C. peningiatan subsidiinsentil melalul apbn A I
50 revitalisasi pemblayaan priner dan selumder 274 I

5. penyedaan tanah murah (melakl Gnd tanking) 293 R
5F. penajaan kawasan perkim melalui kasiba, Ista, . . 143 [
56. penguatan fungsi dan kooedinasl nstug perum... 162 NN

Gambar 4.32 Jawaban Responden E

Dari pertimbangan yang diberikan oleh responden ahli Rumah Tangga
(Responden F), maka prioritas kebijakan perumahan yang dapat dikembangkan
seperti terlihat dalam Gambar 4.33. Resonden F menilai bahwa lima besar
alternatif kebijakan di masa depan yang periu dikembangkan sesuai dengan
prioritasnya adalah : revitalisasi pembiayaan primer dan sekunder; peningkatan
subsidi/insentif melalui APBN; penyediaan tanah murah; kontrol harga rumah
milik untuk kelompok sasaran tertentu; serta penguatan fungsi dan koordinasi
institusi perumahan. Selengkapnya lihat Lampiran 10.

Synlhesks with respect to:

Goat 1A kebjakan yang menjadi solusl permasalahan perumsahan rakyat
Qwerall Inconsslancy = .12

5A. kontrol harga rumah milk untuk kelbmpoksasar.. 119 [T
58. kontrol tarkl remah sewa, soskat, skema sewa bel.. 110 [N

5C. paningkatan subskdinsentef melalul apbn
50. revitlisasl pemblayaan peimer dan sekonder 231
5. peryecdiaan tanah murah (melakil lend banking) 148 SRS
5F. penatsan kawasan periim malalu kasiba, lista, ... 069 [INNEENVEEEEN
5G. penguatan fungsi dan koordinad nstitusi perum . 101 [SERN
Gambar 4.33. Jawaban Responden F

4.4.3. Pengaruh Eksternal
Asumsi kondisi eksternal dari sisi ekonomi adalah ekonomi nasional dan

global berjalan normal seperti kondisi 3 (tiga) tahun terakhir, pengaruh ekstemal
atau eksternalitas dari sisi ekonomi yang bekerja secara ekstrem belum
diperhitungkan dalam analisa pengembangan altematif kebijakan diatas.
Eksternalitas yang juga belum diperhitungkan adalah perubahan nilai tukar
rupiah secara drastis, kenaikan harga minyak secara drastis, krisis ekonomi dan
finansial yang melanda semua negara secara global, serta kenaikan harga barang

(inflasi) secara besar-besaran dan terus menerus.
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4.4.4. Kendala dan Kemungkinan Politik

Asumsi kondisi eksternal dari sisi politik adalah politik nasional dan
global berjalan normal seperti kondisi 3 (tiga) tahun terakhir, pengaruh eksternal
atau eksternalitas dari sisi politik yang bekerja secara ekstrem belum
diperhitungkan dalam analisa pengembangan alternatif kebijakan.

Dalam hubungannya dengan kondisi politik, analisa alternatif kebijakan
belum memperhitungkan perubahan politik secara ekstrem seperti : terjadinya
perang, pergantian pemerintahan secara tidak konstitusional, kerusuhan massa
yang meluas, serta bencana alam besar yang menyebabkan berhentinya

mekanisme politik yang berjalan normal.

4.5. Analisis dan Rekomendasi (Tahapan Pelicy Adoption)

Tahap kelima (terakhir) dari proses perancangan kebijakan adalah tahapan
policy adoption, dalam tahapan ini seluruh proses perancangan kebijakan sejak
tahap pertama sampai dengan tahap ke empat di review kembali untuk meneiusuri
kesinambungan antara setiap tahapan proses perancangan kebijakan yang telah
dilakukan, dengan tahapan terakhir proses perancangan kebijakan ini yang berisi
rekomendasi alternatif kebijakan yang akan dipilih (policy adoption) menjadi
kebijakan utama. Rekomendasi yang disampaikan dalam tahapan policy adoption
ini merupakan penjabaran dari konsensus penilaian (fudgement) jawaban enam
responden ahii terhadap lima level hirarki yang telah diclah dengan metode

analytical hierarchy process (AHP), sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab

3.3.

4.5.1 Pengantar

Dalam sub bab ini akan disampaikan empat hal penting yang perlu
diungkapkan kembali, yaitu : isu utama yang dihadapi; review kebijakan yang
telah berjalan saat ini; beberapa kesenjangan (gap) antara isu utama yang dihadapi
dengan kebijakan yang ada saat ini; serta pendekatan baru yang diajukan untuk

masa depan,

4.5.1.1 Isu utama yang dihadapi.
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Berdasarkan hasil dari konsensus penilaian (judgement) jawaban enam
responden ahli yang telah diolah dengan metode analytical hierarchy process
{(AHP), ada enam isu utama atau permasalahan utama yang dapat menghalangi
pencapaian tujuan (goal) pembangunan perumahan rakyat. Masalah pertama
adalah lemahnya fungsi dan koordinasi antara institusi perumahan rakyat
(25,50%). Masalah kedua adaiah rendahnya daya beli dan daya sewa rumah
tangga (25,40%). Masalah ketiga adalah terbatasnya alokasi anggaran subsidi dan
insentif pemerintah untuk sektor perumahan rakyat (21,43%). Masalah keempat
adalah terbatasnya kemampuan pembiayaan primer (perbankan) dan sekunder
(SMF) perumahan (10,43%). Masalah kelima adalah terbatasnya ketersediaan dan
mahalnya tanah di perkotaan untuk perumahan rakyat (10,10%). Masalah keenam
adalah terbatasnya pasokan rumah milik dan rumah sewa terutama di

perkotaan/urban area (7.18%).

4.5.1.2 Review kebijakan yang ada saat ini.

Arah kebijakan perumahan rakyat yang dijalankan sebagaimana tercantum
dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009,
sebagaimana telah dibahas dalam sub bab 4.1, meliputi :

1. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan
rumah sederhana dan rumah sederhana sehat;

2. Mengembangkan kawasan perumahan skaia besar;

3. Meningkatkan penyediaan hunian (sewa dan milik) bagi masyarakat
berpendapatan rendah melalui gerakan nasional pengembangan sejuta rumah
(GNPSR);

4, Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan
rendah dalam penyediaan lahan, sumber pembiayaan dan prasarana dan sarana
lingkungan melalui pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat;

5. Mengembangkan kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah yang
terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan fincome generating} dalam

rangka upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin dan penciptaan

lapangan kerja;

? Peraturan Presiden No, 7 Tahun 2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-
2009. Bagian 1v.33-72,
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6. Menciptakan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran;

7. Mengembangkan lembaga yang bertanggungjawab dalam pembangunan
perumahan dan permukiman pada semua tingkatan pemerintahan serta fasilitasi
pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan
partisipatif;

8. Pemantapan pasar primer perumahan;

9. Berkembangnya secondary mortgage facility (SMF) dan secondary
mortgage market (SMM);

10. Terbentuknya peraturan perundang-undangan dan kelembagaan
pendukung SMF dan SMM (UU Sekuritisasi, Biro Kredit, Surat Hak Tanggungan,
insentif perpajakan dan sebagainya);

11. Mengembangkan insentif fiskal bagi swasta yang menyediakan hunian
bagi buruh/karyawannya;

12, Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan
keselamatan gedung;

13. Menciptakan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure};

14. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan

pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir/nelayan.

4.5.1.3 Beberapa kesenjangan (gap} antara isu utama yang dihadapi dengan
kebijakan yang ada saaf ini.

Apabila disandingkan antara isu utama yang dihadapi dengan kebijakan
yang telah dijalankan saat ini, maka terlihat adanya kesenjangan, sebagaimana
berikut : |

Masalah pertama adalah lemahnya fungsi dan koordinasi antara institusi
perumahan rakyat (25,50%). Kebijakan yang ada saat ini belum ada yang
merespon permasalahan ini.

Masalah kedua adalah rendahnya daya beli dan daya sewa rumah tangga
(25,40%). Kebijakan yang ada saat ini belum ada yang merespon langsung
permasalahan ini, namun ada kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung
dapat dikatakan merespon permasalahan ini, yaitu : kebijakan no. 4.

Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah
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dalam penyediaan laha_m, sumber pembiayaan dan prasarana dan sarana
lingkungan melalui pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat;
kebijakan no. 5. Mengembangkan kredit mikro pembangunan dan perbaikan
rumah yang terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan (income
generating) dalam rangka upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
miskin dan penciptaan lapangan kerja; dan kebijakan no. 6. Menciptakan pola
subsidi baru yang lebih tepat sasaran.

Masalah ketiga adalah terbatasnya alokasi anggaran subsidi dan insentif
pemerintah untuk sektor perumahan rakyat (21,43%). Kebijakan yang ada belum
ada yang merespon langsung permasalahan ini, kecuali hanya ada sebuah
kebijakan yang merespon secara parsial permasalahan ini karena hanya untuk
kalangan pekerja/buruh, yaitu : kebijakan no. 11. Mengembangkan insentif fiskal
bagi swasta yang menyediakan hunian bagi buruh/karyawannya.

Masalah keempat adalah terbatasnya kemampuan pembiayaan primer
(perbankan) dan sekunder (SMF) perumahan (10,43%). Kebijakan yang ada saat
ini sudah merespon permasalahan secara langsung, yaitu : kebijakan no. 8.
Pemantapan pasar primer perumahan; kebijakan no. 9. Berkembangnya secondary
mortgage facility (SMF) dan secondary morigage market (SMA1}; dan kebijakan
no. 10. Terbentuknya peraturan perundang-undangan dan kelembagaan
pendukung SMF dan SMM (UU Sekuritisasi, Biro Kredit, Surat Hak Tanggungan,
insentif perpajakan dan sebagainya).

Masalah kelima adalah terbatasnya ketersediaan dan mahainya tanah di
perkotaan untuk perumahan rakyat (10,10%). Kebijakan yang ada belum secara
langsung merespon permasalahan ini, namun ada kebijakan yang tidak langsung
dapat merespon permasalahan ini yaitu : kebijakan no. 2. Mengembangkan
kawasan perumahan skala besar; dan kebijakan no. 7. Mengembangkan lembaga
yang bertanggungjawab dalam pembangunan perumahan dan permukiman pada
semua tingkatan pemerintahan serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang
kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif.

Masalah keenam adalah terbatasnya pasokan rumah milik dan rumah sewa
terutama di perkotaanfurban area (7.18%). Kebijakan yang ada saat ini sudah

merespon permasalahan secara langsung, yaitu : kebijakan no. 1. Meningkatkan
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penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah
sederhana sehat; dan kebijakan no. 3. Meningkatkan penyediaan hunian (sewa dan
milik} bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui gerakan nasional

pengembangan sejuta rumah (GNPSR).

4.5.1.4 Pendekatan baru yang diajukan untuk masa depan.

Untuk memperbaiki kesenjangan (gap) yang terjadi serta meningkatkan
kebaikan yang ada maka diperlukan suatu pendekatan baru dalam melakukan
proses perancangan kebijakan perumahan rakyat untuk masa yang akan datang
sebagaimana telah dilakukan dalam studi ini (dibahas dalam Bab 3 dan Bab 4),
ada lima tahapan proses perancangan kebijakan yang perlu dilakukan yaitu : tahap
policy implementation, tahap policy assesment, tahap agenda sefting, tahap policy
Jormulation, dan tahap policy adoption. Di setiap tahapan ada metodologi analisa
yang direkomendasikan dalam melakukan analilisis sehingga didapatkan
informasi yang relevan untuk digunakan pada tahapan berikutnya.

Selain adanya proses perbaikan melalui lima tahapan perancangan
kebijakan tersebut, terdapat pula pendekatan baru alternatif kebijakan yang dapat
dikembangkan pada masa depan untuk memperbaiki kesenjangan (gap) yang
terjadi. Pendekatan baru alternatif kebijakan tersebut, selengkapnya disampaikan
dalam sub bab 4.5.3 tentang pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaran
dari konsensus penilaian (fudgement) jawaban enam responden ahli terhadap lima

level hirarki yang telah diolah dengan metode analytical hierarchy process

(AHP).

4.5.2 Tujuan Kebijakan Perumahan
Tujuan pembangunan perumahan adalah tersedianya pasokan perurnahan

layak huni yang cukup dengan harga terjangkau. Untuk mencapai tujuan tersebut
maka dalam studi ini dilakukan proses perancangan kebijakan agar dapat
dihasilkan kebijakan perumahan dengan pendekatan baru sehingga dapat
diketahui berbagai alternatif prioritas kebijakan yang dapat membantu pencapaian
tujuan tersebut. Kebijakan perumahan dengan pendekatan baru disusun sesuai

dengan prioritasnya serta mempertimbangkan keseimbangan antara peran
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intervensi pemerintah dan mekanisme pasar yang terjadi, juga mempertimbangkan
keseimbangan intervensi pemerintah dari sisi pasokan (supply side) dengan sisi
permintaan (demand side).

Kebijakan perumahan yang telah disusun dalam tesis ini juga dimaksudkan
dapat berfungsi sebagai rujukan alternatif bagi semua pemangku kepentingan
sektor perumahan dalam penyusunan kebijakan dan program perumahan, atau
dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam melakukan
koordinasi dan pengendalian kinerja ketika menerapkan kebijakan dan program
perumahan, sehingga dengan adanya rtjukan dan pedoman pada tingkat
kebijakan, program, dan penerapannya maka akan terbangun keterpaduan dan
keserasian pola gerakan bagi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan

perumahan rakyat.

4.5.3 Analisis Pokok-pokok Rekomendasi Kebijakan

Pokok-pokok rekomendasi kebijakan bertujuan untuk mengembangkan
dan menentukan kebijakan perumahan rakyat yang diperlukan untuk mencapai
tujuan kebijakan perumahan rakyat yang diinginkan di masa depan. Tujuan
. kebijakan perumahan rakyat yang diinginkan adalah : Tersedianya Pasokan
Perumahan Layak Huni yang Cukup dengan Harga Terjangkau.

Prioritas skenario (level II) untuk mencapai tujuan kebijakan perumahan
rakyat yang merupakan konsensus jawaban dari enam responden ahli dapat dilihat
dalam Gambar 4.34 prioritas skenario ini menggambarkan empat pilar utama
dalam perumahan rakyat sebagaimana telah dibahas dalam bab 2, yaitu : pilar

pasar perumahan, pilar pembiayaan, pilar pertanahan, dan pilar institusi.

Priorities with respect to:
Goal: 1A. keblakan yang menjadi solust permasalahan perumahan rakyat

2a.regufagd 241

2B. pemblayaan s65 I
2C. pertanahan 061 1

2D. Institusi 433 [

Enconsistency = 0.14
with 0 nvssing judgments.

Gambar 4.34 Prioritas Skenario (level I}
Prioritas pertama adalah skenario 2B yaitu perbaikan dan peningkatan

peran pembiayaan perumahan (housing finance) rakyat dengan bobot 56,50%.
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Prioritas kedua adalah skenaric 2A yaitu perbaikan, peningkatan, dan
pengembangan regulasi pasar perumahan rakyat dengan bobot 24.10%. Prioritas
ketiga adalah skenario 2D yaitu perbaikan dan peningkatan kualitas institusi
pembangunan dan pembiayaan perumahan rakyat dengan bobot 13.30%. Dan
prioritas keempat adalah skenario 2C yaitu perbaikan dan peningkatan akses dan
distribusi pertanahan untuk perumahan rakyat dengan bobot 6.10%.

Prioritas skenario perbaikan dan peningkatan peran pembiayaan
perumahan (housing finance) rakyat yang direkomendasikan (56,50%) ternyata
sesuai dengan hasil evaluasi kebijakan dalam tahapan policy assesment (Sub Bab
4.2), Gambar 4.24 tentang pembiayaan, bahwa pengenalan masyarakat terhadap
skema-skema pembiayaan untuk mendapatkan perumahan rakyat diketahui hanya
sebesar 23%, prosentase tersebut adalah prosentase yang paling sedikit
dibandingkan pengenalan masyarakat terhadap pasar perumahan (52%), institusi
perumahan (39%), dan masalah pertanahan untuk perumahan (28%). Skenario
pembiayaan yang melibatkan peran pemerintah dan peran mekanisme pasar
perumahan, tentunya harus diikuti oleh skenario perbaikan, peningkatan, dan
pengembangan regulasi pasar perumahan rakyat, dan skenario regulasi ini
merupakan skenario prioritas kedua dengan bobot 24.10%. reguiasi yang baik
adalah produk dari institusi yang mampu berjalan dengan baik, dan skenario
perbaikan dan peningkatan kualitas institusi pembangunan dan pembiayaan
perumahan rakyat merupakan prioritas skenario ketiga dengan bobot 13.30%. dan
skenario terakhir adalah masalah pertanahan, skenario perbaikan dan peningkatan
akses dan distribusi pertanahan untuk perumahan rakyat merupakan prioritas
skenario keempat dengan bobot 6.10%.

Dari pertimbangan yang diampaikan oleh enam orang responden ahli
sebagaimana dijelaskan dalam sub bab terdahulu, maka hasil selengkapnya
konsensus dari ke enam responden ahli tersebut untuk level I sampai dengan
Level V, dapat dilihat dalam Tabel 4.35.

Ada enam prioritas permasalahan utama (level IH) yang dapat
menghalangi pencapaian tujuan (goal) pengembangan kebijakan perumahan
rakyat. Prioritas pertama adalah permasalahan 3F yaitu lemahnya fungsi dan

koordinasi antara institusi perumahan rakyat (25,50%).
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Tabel 4.35 Hasil Konsensus Enam Jawaban Responden Ahli

TUJUAN (GOAL)
1A @ 100%
Tersedianya Pasokan Perumahan Layak Huni yang Cukup dengan Harga Terjangkau
SKENARIO
2B : 56,50% (D) 2A : 24,10% (SD) 2D : 13,30% (D} 2C:6,10%(8)
1. perbaikan dan 2. perbaikan, 3. perbaikan dan 4. perbaikan dan- _
peningkatan peran peningkatan dan peningkatan kualitas peningkatan akses dan
pembiayaan perumahan pengembangan regulasi | institusi pembangunan dan | distribusi pertanghen .
(housing finance) rakyat | pasar perumahan rakyat | pembiayaan perumahan untuk perumahan rakyat
rakyat
MASALAH (PROBLEM)
3F : 25,50% 3B:2540% 3C:2143% 3D: 10,43% 3E:10,10% 3A:7,18%
{SD) (D) D) (B} & {5).
1. lemahnya 2. rendahnya 3. terbatasnya 4, terhatasnya 5. terbatasnya 6. terbatasnya
fungsi dan daya beli dan alokasi kemampuan ketersediaan pasokan rumah
koordinasi daya sewa anggaran pembiayaan dan mahalnya milik dan ramah
antara institusi | rumzh tangga subsidi dan primer tanah di sewd terutama
perumahan insentif {perbankan) perkotaan di perkolaan
rakyat pemerintah dan sekunder untuk {urban arca)
untuk sektor {SMF) perumahan
perumahar perumahan rakyat
rakyat
PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKE HOLDER)
4G :22,57% | 4A : 22,03% | 4D : 17,90% | 4E : 1642% | 4B : 8,05% [ 4C.;: 797% | 4F : 5,10%
GOV) {GOV) (GOY) (GOV) (MAR) (MAR) (MAR)
L 2. 3. badan 4, 5. developer | 6. 7. pembeli,
departemen | kementerian | pertanahan pemerintah | dan lembaga | perbankan, | penyewadan
keuvangan negara nasional daerah penyedia secondary penghuni
perumahan rumeh sewa | morigage
rakyat aiau rumah {SMF}dan
sosial lembaga
penjaminan
KEBIJAKAN PERUMAHAN (HOUSING POLICY)
5C:21,60% | 5E :20,50% | SD: 15,50% [ SF : 14,208 | 5G : 13,30% | 5B : 8,20% | 5A : 6,80%
D) (8) (D) (8) (SD}) (8D) (SD)
1. 2, 3. 4, 3, perbaikan | 6. kontrof 7. kontrol
peningkstan | penyedizan | revitalisasi perencanean | dan tarif bagi harga jual
subsidi dan | tanah murah | pembiayaan | dan penatzan | penguatan pengembang | bagi
insentif untuk primer kawasan fungsi serta | an rumah pengembang
melalui perumahan | jangka perumahan koordinasi sewa, rumah | an nimah
alokasi melalui land | pendek dan | dan institusi sosial dan milik dan
anggaran banking pembiayaan | permukiman | perumahan skema klasifikasi
pemerintah | system sekunder dengan menuju rumah sewa- | untuk
(spending jangka kasiba, lisiba | terbentuknya { beli serla kelampok
approach} panjang atau national klasifikasi sasarasn
{financing konsolidasi housing untuk tertentu
approach lahan (land authority kelompok
consolidation) | NHA) sasaran
tertentu
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Prioritas kedua adalah permasalahan 3B yaitu rendahnya daya beli dan
daya sewa rumah tangga (25,40%). Prioritas ketiga adalah permasalahan 3C yaitu
terbatasnya alokasi anggaran subsidi dan insentif pemerintah untuk sektor
perumahan rakyat (21,43%). Prioritas keempat adalah permasalahan 3D yaitu
terbatasnya kemampuan pembiayaan primer (perbankan) dan sekunder (SMF)
perumahan (10,43%). Prioritas kelima adalah permasalahan 3E yaitu terbatasnya
ketersediaan dan mahalnya tanah di perkotaan untuk perumahan rakyat (10,10%).
Prioritas keenam adalah permasalahan 3A yaitu terbatasnya pasokan rumah milik
dan rumah sewa terutama di perkotaan/urban area (7.18%).

Ternyata untuk berjalannya prioritas skenario dan prioritas kebijakan
perumahan rakyat, hambatan terbesar yang dapat dilihat dalam prioritas masalah
perumahan rakyat adaiah prioritas masalah pertama yaitu lemahnya fungsi dan
koordinasi antara institusi perumahan rakyat (25,50%), hal tersebut menjelaskan
kembali bahwa peran institusi sangat penting untuk berjalannya skenario satu,
skenario dua, dan skenario tiga yang telah dibahas dalam paragraf sebelumnya.
Masalah ini sebenarnya juga telah tergambar dalam uraian Sub Bab 4.1. tentang
Tahapan Policy Implementation. Dalam monitoring kebijakan vang telah berjalan
terlihat bahwa banyak sekali produk regulasi (43 buah peraturan perundang-
undangan) yang terkait dengan kebijakan perumahan rakyat, mulai dari tingkat
Undang-undang sampai dengan peraturan menteri, tetapi dalam penerapannya
tidak dapat berjalan dengan integral karena banyak peraturan perundang-
undangan yang tumpang tindih. Produk regulasi yang banyak tersebut juga
dihasilkan oleh berbagai departemen atau institusi yang berbeda-beda.

Hambatan prioritas masalah keduva adalah rendahnya daya beli dan daya
sewa rumah tangga (25,40%). Hal ini telah dijelaskan dalam Sub Bab .2. tentang
perumnusan masalah, bahwa Untuk rumah RSH dengan harga 25 juta sampai 55
juta rupiah dapat dijangkau oleh rumah tangga dengan penghasilan Rp. 1.7 juta
sampai Rp. 2.5 juta per bulan, yang hanya merupakan 16,5% penduduk dari
distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk keluarga urban. * Rendahnya daya
beli rumah tangga ini justru kurang tertolong karena dibarengi dengan hambatan

prioritas masalah ketiga yaitu terbatasnya alokasi anggaran subsidi dan insentif

? Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi 2007. BPS. Hal 25
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pemerintah untuk sektor perumahan rakyat (21,43%), dan hambatan prioritas
masalah keempat yaitu prioritas keempat yaitu terbatasnya kemampuan
pembiayaan primer (perbankan) dan sekunder (SMF)} perumahan (10,43%).
Hambatan prioritas masalah kelima yaitu terbatasnya ketersediaan dan mahalnya
tanah di perkotaan untuk perumahan rakyat (10,10%), berhubungan erat dengan
munculnya hambatan prioritas masalah keenam yaitu terbatasnya pasokan rumah
milik dan rumah sewa terutama di perkotaan/urban area (7.18%).

Prioritas pemangku kepentingan (level IV} yang mempunyai peran penting
dalam pengembangan kebijakan perumahan rakyat juga dapat dilihat dalam Tabel
4.35. Prioritas pertama adalah pemangku kepentingan 4G yaitu departemen
keuangan (22,57%). Prioritas kedua adalah pemangku kepentingan 4A yaitu
kementerian negara perumahan rakyat (22,03%). Prioritas ketiga adalah
pemangku kepentingan 4D yaitu badan pertanahan nasional (17,90%). Prioritas
keempat adalah pemangku kepentingan 4E yaitu pemerintah daerah (16,42%).
Prioritas kelima adalah pemangku kepentingan 4B yaitu developer dan lembaga
penyedia rumah sewa atau rumah sosial (8.05%). Prioritas keenam adalah
pemangku kepentingan 4C yaitu perbankan, secondary mortgage (SMF) dan
lembaga penjaminzn (7,97%). Dan prioritas ketﬁjuh adalah pemangku
kepentingan 4F yaitu pembeli, penyewa dan penghuni (5,10%).

Dalam usaha menyelesaikan berbagai permasalahan dan menjalankan
berbagai alternatif kebijakan perumahan yang direkomendasikan, pemangku
kepentingan yang menjadi prioritas pertama adalah departemen keuangan
(22,57%), bukan kementerian negara perumahan rakyat, yang menjadi prioritas
kedua (22,03). Hal tersebut semakin menegaskan adanya hubungan yang selaras
antara prioritas skenario pertama yaitu perbaikan dan peningkatan peran
pembiayaan perumahan rakyat (housing finance), dan prioritas kedua skenario
yaitu perbaikan, peningkatan, dan pengembangan regulasi pasar perumahan rakyat
dengan prioritas pertama kebijakan perumahan yaitu peningkatan subsidi dan
insentif melalui alokasi anggaran pemerintah (spending approach), serta prioritas
ketiga kebijakan perumahan yaitu revitalisasi pembiayaan primer jangka pendek
dan pembiayaan sekunder jangka panjang (financing approach). Prioritas ketiga

dan keempat pemangku kepentingan adalah badan pertanahan nasional (17,9%),
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dan pemerintah daerah (16,42%). Pemangku kepentingan prioritas pertama,
kedua, ketiga, dan keempat tersebut mewakili peran intervensi pemerintah dalam
kebijakan perumahan rakyat (total 78,92%). Sedangkan pemangku kepentingan
prioritas kelima, keenam, dan ketujuh mewakili peran mekanisme pasar
perumahan rakyat (total 21,12%). Dengan urutan prioritas pemangku kepentingan
dalam pasar perumahan rakyat yang sedemikian, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa peran intervensi pemerintah dalam berjalannya pasar perumahan rakyat di
Indonesia sangat besar, dengan porsi keterlibatan pemerintah lebih besar dari
75%. Dengan demikian pasar perumahan rakyat di Indonesia tidak bisa dilepaskan
atau diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang berjalan.

Synthesis with respect lo:
Goat 1A keblakan yang menjadl solusl pecrasatahan penemahan rakyat
Cverall Inconsistency = .11

54 kontrol barga rumah mdik untik kelompek sasar.. 058 NN

59. kontrel tard rumah sewa, soskl, skema sewa bal.. 082 [N

5C. peningkatan subskiftnsentil metalul apbn 216 I
50. revilalisasl pembiayaan primer dan selunder 5% . TN . e

SE_penye Giaan tanah muwah {melaki Gnd banking) 205

5F. penataan kawasan parkim melaldkasiba, sha, ... 142 NG

5G. pengualan fungsi dan koordnasl imstitwsi perum . 133 (NSNS

Gambar 4.36 Prioritas Kebijakan
Pengembangan prioritas alternatif kebijakan yang paling dibutuhkan untuk
mencapai tujuan kebijakan perumahan rakyat berdasarkan prioritas skenario
dengan memperhatikan prioritas masalah serta prioritas pemangku kepentingan
adalah sebagaimana Gambar 4.35
Prioritas pertama kebijakan adalah kebijakan SC yaitu peningkatan subsidi

dan insentif melalui alokasi anggaran pemerintah/spending approach (21,60%).
Prioritas kebijakan ini sesuai dengan prioritas skenario pertama yaitu perbaikan
dan peningkatan peran pembiayaan perumahan rakyat (housing finance), masih
selaras dengan prioritas pertama masalah yaitu lemahnya koordinasi antara
institusi perumahan rakyat, karena peningkatan subsidi dan insentif melalui peran
APBN ini tidak hanya melibatkan Departemen Keuangan sebagai prioritas
pemangku kepentingan yang pertama, tetapi juga melibatkan Kementerian Negara
Perumahan Rakyat, Badan Pertanahan Nasional dan peran dari Pemerintah
Pemerintah Daerah dalam bentuk insentif yang mengurangi biaya-biaya perijinan

sebagaimana tergambar dalam Sub Bab 4.1 tentang Tahapan Policy
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Implementation, juga dijelaskan dalam produk regulasi dan perundang-undangan
yang ada bahwa pengurangan pajak PPn, PPh, PBB, BPHTB, kemudahan
perijinan, peraturan subsdi, patokan harga rumah, kelompok sasaran dan lain-lain
melibatkan beberapa institusi yang terkait. Kebijakan ini juga akan mendorong
penurunan harga jual pasokan rumah.

Prioritas kedua kebijakan adalah kebijakan 5E yaitu penyediaan tanah
murah untuk perumahan melalui land banking system (20.50%). Kebijakan ini
akan menyebabkan harga tanah untuk perumahan rakyat menjadi stabil, tidak
terus menerus mengalami kenaikan yang tinggi karena spekulasi tanah, terutama
di daerah perkotaan (urban areq). Sistem bank tanah (Tand banking system) dapat
menjadi terobosan pengelolaan tanah untuk perumahan rakyat, pada masa yang
akan datang kesulitan mendapatkan tanah murah untuk perumahan rakyat semakin
bertambah karena jika semula dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun
2005 kegiatan penyediaan tanah untuk perumahan dikategorikan dalam kegiatan
yang bersifat kepentingan umum, hal tersebut dihapus dalam Perpres No. 65
Tahun 2006 yang merupakan penyempurnaan Perpres No. 35 Tahun 2005.
Kebijakan ini juga dapat menurunkan harga jual pasokan rumah.

Prioritas ketiga kebijakan adalah kebijakan 5D yaitu revitalisasi
pembiayaan primer jangka pendek dan pembiayaan sekunder jangka
panjang/financing approach (15,50%). Kebijakan ini akan dapat meningkatkan
daya beli rumah tangga dalam pasar perumahan dan merupakan jawaban langsung
terhadap prioritas masalah kedua yaitu rendahnya daya beli dan daya sewa
masyarakat. Meskipun kebijakan ini berorientasi kepada berjalannya pasar
perumahan secara mandiri, namun peran pemerintah di Indonesia terhadap
revitalisasi pembiayaan primer jangka pendek dan pembiayaan sekunder jangka
panjang (financing approach), karena sampai saat ini hanya bank pemerintah
seperti BTN, BNI, dan BRI yang banyak terlibat dalarn pemberian kredit
perumahan (KPR RSH) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga
mendirikan lembaga SMF untuk pembiayaan sekunder jangka panjang meskipun
sampai hari ini belum dapat berjalan dengan baik. Kebijakan prioritas ketiga ini

mengikuti kebijakan prioritas pertama,
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Prioritas keempat kebijakan adalah kebijakan SF yaitu perencanaan dan
penataan kawasan perumahan dan permukiman dengan kasiba, lisiba atau
konsolidasi lahan/land consolidation (14,20%). Kebijakan ini akan mendorong
pemerintah daerah mempunyai rencana pembangunan perumahan di daerah dalam
bentuk Rencana Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah
(RP4D) yang merupakan blue print rencana daerah dalam penyediaan perumahan
dan permukiman. Kebijakan ini juga dapat mencegah terjadinya pertumbuhan
kawasan perumahan secara sporadis (urban sprawl} serta dengan kebijakan ini
pemerintah daerah dapat membantu menyediakan tanah murah dan mencegah
spekulasi harga dalam pemenuhan kebutuhan tanah murah bagi perumahan rakyat,
serta memudahkan turunnya alokasi APBN dalam pembangunan prasarana sarana
utilitas (PSU) dalam kawasan permukiman. Kebijakan konsolidasi lahan (Zand
consolidation) terutama di daerah perkotaan akan dapat membantu program
pengurangan kawasan kumuh (slump area), dengan prioritas ketiga pemangku
kepentingan yaitu Badan Pertanahan Nasional dan prioritas keempat pemangku
kepentingan yaitu Pemerintah Daerah, mempunyai peran penting dalam realisasi
kebijakan tersebut. Prioritas kebijakan keempat ini mengikuti prioritas kebijakan
ke dna, dengan kebijakan tersebut akan terdapat kawasan perumahan dan
permukiman yang schat sehingga meningkatkan minat rumah tangga membeli
rumah.

Prioritas kelima kebijakan adalah kebijakan 5G yaitu perbaikan dan
penguatan fungsi serta koordinasi institusi perumahan menuju terbentuknya
national housing authority/NHA (13,30%). Kebijakan ini dapat menjadi solusi
bagi prioritas masalah pertama yaitu lemahnya fungsi koordinasi antara institusi
perumahan rakyat. Disisi yang lain, ada tujuh pemangku kepentingan perumahan
utama dan ada beberapa institusi lain yang terkait dalam regulasi peraturan
perundang-undangan, maka kebijakan perbaikan dan penguatan fungsi serta
koordinasi institusi perumahan perlu ditingkatkan, sebagai modal awal bagi
pembentukan national housing authority (NHA). Dengan adanya satu lembaga
yang melakukan koordinasi tentang perumahan, maka prioritas kebijakan keenam

dan prioritas kebijakan ketujuh lebih mudah dilakukan.
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_ Prioritas keenam kebijakan adalah kebijakan 5B yaitu kontro! tarif bagi
pengembangan rumah sewa, rumah sosial dan skema rumah sewa-beli serta
klasifikasi untuk kelompok sasaran tertentu (8,20%) dan prioritas kebijakan
ketujuh adalah kebijakan 5A yaitu kontrol harga jual bagi pengembangan rumah
milik dan klasifikasi untuk kelompok sasaran tertentu (6,60%). Kedua kebijakan
ini merupakan bentuk intervensi langsung pemerintah dalam pasar perumahan
rakyat yang dapat memberikan rangsangan stabilitas dan jaminan terhadap
kelompok-kelompok sasaran kebijakan untuk mendapatkan rumah yang layak
huni, serta mngendalikan harga jual rumah sederhana yang dihasilkan oleh
developer, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan ekonomi dunia usaha.

Dengan memperhatikan seluruh kebijakan yang menjadi prioritas, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa prioritas kebijakan pertama dan prioritas
kebijakan kedua dengan total bobot 42,10% merupakan bentuk intervensi
pemerintah dari sisi pasokan (supply side). Sedangkan prioritas kebijakan ketiga
dan prioritas kebijakan keempat dengan total bobot 29,70% merupakan bentuk
intervensi pemerintah dari sisi permintaan (demand site). Dan prioritas kebijakan
kelima, prioritas kebijakan keenam, dan prioritas kebijakan ketujuh dengan bobot
28,30% merupakan bentuk intervensi pemerintah dari sisi institusi, aturan main,
atau regulasi yang berjalan dalam pasar perumahan rakyat. Dengan demikian
pasar perumahan rakyat di Indonesi bukanlah pasar perumahan yang bebas dan
independen tanpa kontrol pemerintah, namun juga bukan pasar perumahan yang

seratus persen berada dalam kontrol pemerintah.

4.5.4 Rekomendasi Kebijakan

Skenario perbaikan dan peningkatan peran pembiayaan perumahan rakyat
agar dijalankan melalui kebijakan peningkatan subsidi dan insentif melalui alokasi
anggaran pemerintah (spending approach), dan dijalankan melalui kebijakan
revitalisasi pembiayaan primer jangka pendek dan pembiayaan sekunder jangka
panjang &}nancfng approach), schingga dapat mengatasi permasalahan
terbatasnya alokasi anggaran subsidi dan insentif pemerintah untuk sektor

perumahan rakyat, serta dapat mengatasi permasalahan terbatasnya kemampuan

Universitas Indonesia

Analisis dan perancangan..., Memed Sosiawan, FE Ul, 2009.

T e



113

pembiayaan primer (perbankan) dan sekunder (SMF) perumahan yang selama ini
dihadapi.

Skenario perbaikan, peningkatan, dan pengembangan regulasi pasar
perumahan rakyat agar dijalankan melalui kebijakan kontrol tarif bagi
pengembangan rumah sewa, rumah sosial, dan skema rumah sewa beli, serta
klasifikasinya untuk kelompok sasaran tertentu, dan dijalankan melalui kebijakan
kontrol harga jual bagi pengembangan rumah milik dan klasifikasinya untuk
kelompok sasaran tertentu, sehingga dapat mengatasi permasalahan rendahnya
daya beli dan daya sewa rumah tangga, serta dapat mengatasi permasalahan
terbatasnya pasokan rumah milik dan rumah sewa terutama di perkotaan (urban
area) yang selama ini dihadapi.

Skenario perbaikan dan peningkatan kualitas institusi pembangunan dan
pembiayaan perumahan rakyat agar dijalankan melalui kebijakan perbaikan dan
penguatan fungsi serta koordinasi institusi perumahan rakyat menuju terbentuknya
national hpusing authority (NHA), sehingga dapat mengatasi permasalahan
lemahnya fungsi dan koordinasi antara institusi perumahan rakyat yang selama ini

dihadapi.

Skenario perbaikan dan peningkatan akses dan distribusi pertanahan untuk.

perumahan rakyat agar dijalankan melalui kebijakan perencanaan dan penataan
kawasan perumahan dan permukiman dengan kasiba, lisiba, atau konsolidasi
lahan (land consolidation), dan dijalankan melalui kebijakan penyediaan tanah
murah untuk perumahan melalui sistem bank pertanahan (Jand banking system),
sehingga dapat mengatasi permasalahan terbatasnya ketersediaan dan mahalnya

harga tanah di perkotaan untuk perumahan rakyat yang selama ini dihadapi.
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BABS
KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan lima level
hirarki hasil konsensus enam jawaban responden ahli, sebagaimana dapat dilihat
dalam tabel 4.35, adalah sebagai berikut :

Dari empat skenario yang ada : skenario sisi demand mempunyai bobot
69,80%; skenario sisi supply-demand mempunyai bobot 24,10%; dan skenario sisi
supply mempunyai bobot 6,10%. Berarti skenario yang disarankan oleh responden
ahli mempunyai bobot dominan pada sisi demand.

Dari enam permasalahan utama yang ada : permasalahan utama sisi
demand mempunyai bobot 57,26%; permasalahan utama sisi supply-demand
mempunyai bobot 25,50%; dan permasalahan utama sisi supply mempunyai bobot
17,28%. Berarti permasalahan utama yang dinilai oleh responden ahli mempunyai
bobot dominan pada sisi demand.

Dari tujuh pemangku kepentingan yang ada : pemangku kepentingan yang
mewakili pemerintah mempunyai bobot 78,92%, dan pemangku kepentingan yang
mewakili pasar perumahan mempunyai bobot 21,12%. Pemangku kepentingan
yang dinilai oleh responden ahli mempunyai bobot dominan adalah institusi
pemerintah, berarti dalam sektor perumahan rakyat, peran intervensi pemerintah
masih sangat mendominasi.

Dari tujuh kebijakan perumahan rakyat yang ada : kebijakan dari sisi
demand mempunyai bobot 37,10%; kebijakan dari sisi supply-demand
mempunyai bobot 28,30%; dan kebijakan dari sisi supply mempunyai bobot
34,70%. Berarti kebijakan perumahan rakyat yang disarankan oleh responden ahli

mempunyai bobot dominan pada sisi demand.
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Lampiran 1. Outline Penulisan Perancangan Kebijakan
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Elemen of issue Policy-analytic Policy-informational | Phases of the policy-
paper method component making process
I. Latar Belakang Monitoring Policy outcomes Policy
Permasalzhan implementation
Apakah alternatif Monitoring Monitoting Monitoring
kebijakan yang ada merupakan prosedur memainkan peran menyediakan
dan dialamatkan analisis kebijakan esensial dalam pengetahuan
kepada permasalahan, | untuk menghasilkan metodologi analisis kebijakan yang
dan seperti apa informasi tentang kebijakan, ketika relevan tentang akibat
kondisinya di masa sebab dan akibat dart | informasi tentang dari kebijakan yang
yang akan datang? kebijakan publik. policy action diadopsi sebelumnya,
ditransformasi melalui | sehingga membantu
monitoring kepada pembuat kebijakan
informasi tentang dalam phase policy
policy outcomes. implementation.
Teknik dalam
melakukan monitoring
misalnya : graphic
displays, the gini
index, tabular
displays, index
numbers, interupted
time-series analysis,
control series
analysis, regression
discontinuity analysis
A. Gambaran dari
situasi permasalahan.
Apakah semua
dimensi permasalahan
telah dijabarkan?
B. Manfaat dari usaha
utama penyelesaian
permasalahan.
Apakah manfaat dari
usaha utama untuk
menyelesaikan
permasalahan sudah
dijabarkan?

e i)
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(sambungan)

IL Lingkup dan Evaluation Policy performance Policy assessment

tingkat

permasalahan

Apakah alternatif Dalam arti yang lebih | Perhatian utama dari | Evafuation

tindakan yang akan spesifik, evaluation evaluation adalah menghasilkan

dilakukan untuk merujuk kepada memantapkan pengetahuan

menyelesaikan produksi suatu bangunan nilai yang kebijakan yang

permasalahan? informasi tentang nilai | penting untuk relevan tentang
atau manfaat dari menhasilkan ketidak-cocokan

policy autcomes. informasi tentang antara harapan dengan
kinerja suatu kenyataan kinerja
Teknik dalam kebifakan suatu kebijakan,
melakkan evaluasi sehingga membantu
misalnya : pseudo pembuat kebijakan
evaluation, formal dalam phase policy
evoluation, dan assessment.
decision theoretic
evaluation
A. Evaluasi kinerja
kebijakan terdahulu,
Apakah lingkup dan
tingkat dari situasi
rmasalahan sudah
dinyatakan dengan
jelas?
B. Situasi
permasalahan yang
signifikan.
C. Urgensi Analisa
I1L. Pernyataan Probiem structuring | Policy problems Agenda setting
permasalahan
Apakah yang menjadi | Poficy problems Informasi fentang Problem structuring
permasalahan merupakan kebutuhan, | kondisi alami, dapat memasok
sebenarnya? nilai-nilai, atan lingkup, dan tingkat pengetahuan
peluang-peluang yang | dari sebuah problem kebijakan yang
tidak mampu merupakan hastl dari | relevan yang
direalisasikan untuk penerapan prosedur menantang berbagai
meningkatkan suatu analisa kebijakan dari | asumsi utama dari
yang dicita-citakan problem structuring. definisi permasalahan
melalui aktifitas Problem structuring yang menjangkau
publik. merupakan aspek proses perancangan
yang paling krusial kebijakan melalui
Metode yang tetapi kurang difahami | agenda seiting.
digunakan untuk dalam policy analysis.
merurnumuskan
policy problems

adalah sbb : boundary
analysis,
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(sambungan)
classificational
analysis, hierarchy
analysis, synectics,
brainstorming,
multipie perspective
analysis,
assumptional analysis
dan argumentation
mapping.

A. Definisi

permasalahan,

Apakah permasaiahan

sudeh dinyatakan

dengan jelas? Apakah

isu sudah dinyatakan

dengan jelas? Apakah

pendekatan untuk

analisa sudah

ditentukan dengan
spesifik?

B. Pemangku

kepentingan yang
utama.

Apakah semua stake
holder utama sudah
diidentifikasi dan
diprioritaskan?

C. Tujuan dan
sasaran,

Apakah tujuan dan
sasaran sudah
dinyatakan dengan
spesifik?

D. Ukuran dari
efektifitas.

Apakah ukuran
efektifitas sudah
dinyatakan secara
spesifik?

E. Potensi solusi.

“Apakah semua solusi
potensial telah di
outlined?
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{(sambungan)
IV. Alternatif Forecasting Policy futures Policy formutlation
kebijakan
Apakah kebijakan Basis dari sebuah Problem structuring Forecasting dapat
sekarang dan yang Jorecasting adalah menghasiikan menyediakan
laly telah terbukti sekumpulan asumsi informasi kebijakan pengetahuan
sesuai untuk atau data yang yang relevan dan kebijakan yang
dialamatkan kepada digunakan untuk mendasar bagi phase | relevan tentang
permasalahan, dan membuktikan estimasi | selanjutnya dari policy | kondisi yang akan
apakah akibatnya? yang masuk akal dari | anafysis, forecasting | datang dari
akibat yang timbul policy furures, Dengan | hubungannya dengan
dari : kebijakan yang | merumuskan sebuah permasalahan yang
ada atau kebijakan policy problem, timbul sebagai akibat
yang baru, muatan seorang analist dari pemilihan
dari kebijakan baru, membuat pengetahiuan | alternatif, termasuk
atau perilaku dari baru tentang batasan pilithan tidak
pemangku dari permasalahan, melakukan apapun,
kepentingan. kondisi yang semuanya berda
memberikan dalam pertimbangan
Ada tiga dasar utama | kontribusi bagi pada phase policy
dalam melakukan timbulnya Jormuiation.
forecast : trend permasalahan,
extrapalation, tindakan yang periu
theoretical diambil untuk
assumptions, dan penyelesaian atau
informed judgement. | pengurangan masalah,
dan menyadari
peluang uatuk
perbaikan yang
membuat sebuah
permasalahan berada
pada tempat yang
utama,
A. Gambaran dari
alternatif,
Apakah alternatif
solusi telah ditentukan
dengan spesifik?
B, Perbandingan dari

konsekwensi di masa
depan.

-Apakah alternatif
telah dibandingkan
secara sistematis,
menyangkut

_kemungkinan biaya

dan efektifitasnya?
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C. Pengaruh cksternal.

Apakah liapan dan
eksternalitas sudah
termasuk di dalam
alternatif analisa?

D. Kendala dan
kemungkinan politik.

Apakah kendala yang
relevan telah
dihitung? Apakah
altematif sudah
dibandingkan secara
sistematis dalam
hubungannya dengan
kondisi politik?

V. Rekomendasi Recommendation Policy actions Policy adoption
kebijakan
Apakah kegunaan dari | The poficy method of | The policy-analytic Recommendation
outcomes dalam recommendation procedure of menghasilkan
penyelesaian melibatkan banyak recommendation, pengetahuan
permasalahan? ketidakpastian. Yang | menjadikan seorang kebijakan yang
paling utama dari analist mampu relevan tentang
kondisi tersebut menghasilkan benefits dan cost dari
adaleh tidek adanya information tentang berbagai alternatif
konsensus tentang kemungkinan masa bag. akibat masa
nilai sosial dan prinsip | depan dari suatu depan yang telah
etika. tindakan yang akan diperkirakan melalui
berakhir sebagai forecasting, sehingga
Beberapa metode dan | akibat yang menambah
teknik yang ada dapat | bermanfaat bagi pengetahuan pembuat
digunakan untuk individu, kelompok, kebijakan dalam
melengkapi unsur atau masyarakat phase policy adoption.

dalam cost benefit
analysis. Metode dan
teknik tertentu untuk
cost bengfit dan cost-
effectiveness analysis
: objectives mapping,
value clarification,
value eritique, cost
element struciuring,
cast estimation,
shadow pricing,
discounting,
feasibility assessment,
constrainis mapping,
sensitivity analysis, a
Jortiory analysis, dan
plausibiiity analysis.

secara [uas. Prosedur
dari recommendation
melibatkan
transformasi dari
informasi tentang
policy fitures kepada
informasi tentang
policy actions yang
akan berakhir dalam
nilai outcomes.
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A. Kriteria bagi
rekomendasi
alternatif.

Apakah kriteria yang
relevan untuk
rekomendasi alternatif
sudah ditentukan
secara spesifik?

B. Gambaran dari
alternatif yang
dibutvhkan.

Apakah alternatif
yang diinginkan sudzh
-dijabarkan dengan
jelas?

C. Qutline dari
strategi implementasi.

Apakah strategi
implementasi telah
diuraikan dengan
jelas?

D. Syarat bagi
monitoring dan
evaluasi.

Apakah syarat yang
dibuat untuk
melakukan monitoring
dan evaluating
kebijakan?

E. Keterbatasan dan
konsekwensi yang
tidak diantisipasi.

Apakah akibat yang
tidak dikehendaki
telah dihitung?

Sumber : William N, Dunn. Public Policy Analysis, an Introduction. Page 426.
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Lampiran 2. Kuesioner A u{ltuk Evaluasi Kebijakan

KUESIONER A : EVALUASI KEBIJAKAN PERUMAHAN

Kuesioner ini disebarkan ke masyarakat untuk mendapatkan jawaban dari
masyarakat tentang beberapa hal yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan
perumahan rakyat yang ada di Indonesia.

Ada enam kriteria evaluasi yang ingin diketahui yaitu tentang : pencapaian
manfaat (effectiveness), kemampuan daya beli untuk menjangkau harga
(efficiency), kekuatan penyelesaian masalah (adequacy), kesetaraan akses
(equity), kemampuan merespon  (responsiveness), dan  kecocokan
(appropriateness).

Responden : diisi oleh Masyarakat (Pemilik, Penyewa, atau Keluarga yang
membutuhkan rumah)

Petunjuk : Berilah tanda V dalam [0 pilihan yang disediakan, bagi jawaban
yang Saudara anggap benar.

1. Pasar Perumahan

MARQI. Apakah Saudara sudah memiliki atau menyewarumah ? | 0 Ya

0 Tidak

[ Tidak Tahu
MAROQ2. Apakah Saudara mendapatkan rumah tersebut pada OYa
harga yang terjangkau ? O Tidak

O Tidak Tahu
MARQ3. Di lingkungan Saudara, apakah masih ada yang belum O Ya
memiliki rumah ? 0 Tidak

U Tidak Tahu
MARO04. Apakah Saudara mengalami kesulitan ketika mengurus | O Ya
pemilikan atau penyewaan rumah yang Saudara tempati 7 0 Tidak

0O Tidak Tahu
MAROS. Apakah pemilikan rumah sudah cukup merata di OYa
lingkungan Saudara ? O Tidak

0 Tidak Tahu
MAROG. Jenis dan harga rumah yang Saudara tempati, apakah 0 Ya
sudah sesuai dengan kebutuhan Saudara ? 0 Tidak

0O Tidak Tahu
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FINO1. Apakah Saudara sudah pernah menggunakan fasilitas a Ya
pinjaman/kredit untuk membeli atau menyewa rumah ? 0 Tidak

0 Tidak Tahu
FIND2. Apakah skema kredit kepemilikan rumah (KPR) DYa
bersubsidi atau kredit kepemilikan apartemen (KPA) bersubsidi C Tidak
terjangkau ? 0 Tidak Tahu
FINO3. Di lingkungan Saudara, apakah masih banyak yang beium | O Ya
pemah menggunakan skema kredit KPR/KPA bersubsidi ? O Tidak

[ Tidak Tahu
FINO4. Apakah Saudara mengalami kesulitan ketika mengurus 0Ya
skemna kredit KPR/KPA bersubsidi ? O Tidak

O Tidak Tahu
FINO5. Apakah skema kredit KPR/KPA bersubsidi ini sudah 0O Ya
menyebar di lingkungan Saudara ? O Tidak

0O Tidak Tahu
FINOG6. Apakah jenis skema kredit KPR/KPA bersubsidi yang ada | O Ya
sekarang ini sudah memenuhi kebutuhan Saudara ? O Tidak

0 Tidak Tahu

Rumah yang ditempati : O Sewa, atau O Milik

Status perkawinan : O Sudah Menikah, atau O Lajang

Usia :

Penghasilan: 0 <Rp 1 juta,
Rp 1 juta <O <Rp 1,7 juta,
Rp 1,7 juta< 0 <Rp 2,5 juta,
0> Rp 2,5 juta.

Analisis dan perancangan..., Memed Sosiawan, FE Ul, 2009.

Universitas Indonesia

i
e



124

Lampiran 3 : Kuesioner B untuk Evaluasi Kebijakan
KUESIONER B : EVALUASI KEBIJAKAN PERUMAHAN

Kuesioner ini disebarkan ke masyarakat untuk mendapatkan jawaban dari
masyarakat tentang beberapa hal yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan
perumahan rakyat yang ada di Indonesia.

Ada enam kriteria evaluasi yang ingin diketahui yaitu tentang : pencapaian
manfaat (effectiveness), kemampuan daya beli untuk menjangkau harga
(efficiency), kekuatan penyelesaian masalah (adequacy), kesetaraan akses
(equity), kemampuan  merespon  (responsiveness), dan  kecocokan

{appropriateness).

Responden : diisi oleh Developer dan Perbankan

Petunjuk : Berilah tanda V dalam [ pilihar yang disediakan, bagi jawaban
yvang Saudara anggap benar,

1. Pertanahan

LANQ1. Apakah mudah untuk mendapatkan [ahan bagi 0 Ya
pembangunan perumahan rakyat ? O Tidak

O Tidak Tahu
LANO02. Apakah harga lahan untuk pembangunan O Ya
perumahan rakyat terjangkau 7 C Tidak

0 Tidak Tahu
LANO3. Apakah di lingkungan Saudara, masih ada yang O Ya
kesulitan mencari lahan untuk pembangunan perumahan O Tidak
rakyat ? 00 Tidak Tahu
LANO4. Apakah Saudara mengalami kesulitan ketika O Ya
mengurus proses kepemilikan lahan untuk pembangunan 0 Tidak
perumahan rakyat ? 0O Tidak Tahu
LANOS. Apakah ketersediaan [ahan untuk perumahan rakyat | O Ya
sudah merata, sesuai dengan pengembang yang 00 Tidak
membutuhkannya ? 0 Tidak Tahu
LANOG6. Apakah ketersediaan lahan untuk perumahan rakyat | 0 Ya
sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap 0 Tidak
perumahan yang layak huni ? 0 Tidak Tahu
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INSOQ1. Pengalaman Saudara, Apakah institusi yang mengatur
tentang urusan perumahan rakyat sudah berjalan dengan baik

?

0 Ya
0O Tidak
0O Tidak Tahu

INS02. Pengalaman Saudara. Apakah urusan dengan instansi
pengelola perumahan rakyat hanya dapat diselesaikan dengan
biaya yang mahal ?

0O Ya
01 Tidak
0 Tidak Tahu

INS03. Pengalaman Saudara. Apakah urusan dengan instansi
pengelola perumahan rakyat dapat diselesaikan dengan cepat
dan mudah ?

dYa
0O Tidak
O Tidak Tahu

INS04. Apakah Saudara masih sering mendengar di
lingkungan usaha Saudara, ada kesulitan dalam berhubungan
dengan institusi yang mengurusi perumahan rakyat ?

C Ya
O Tidak
0O Tidak Tahu

INS05. Apakah keberadaan institusi yang mengurusi
perumahan rakyat sudah menyebar sampai ke daerah-daerah ?

0 Ya
0O Tidak
0O Tidak Tahu

INS06. Apakah institusi yang mengurusi perumahan rakyat
telah berperan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?

OYa
O Tidak
0 Tidak Tahu

Skala Usaha (Omzet per Tahun) :

Umur Perusahaan :

Daerah QOperasi :
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Lampiran 4 : Konsensus Jawaban Enam Responden Ahli

Preses Perancangan Kb shan
HIERARCHY BACKWARD PROCESS HOUSING POLICY

KONSENSUS ABCDEF
furell | Topuan PraTo gy
[l £
[Sadhbor Perurmdu,
[yang renfad
wahc3l
prmasalahon
perumahan ke
S ndonesls
| 10000
1A
Levelll  Skanarsa rt d dan rhakan dan
i an J P P ahypd Eacirghuean
L4 s dan deadrtbunl sl wrsdern
ragruiatd P Wik |cambangunan dan|
peruamahan rakya fhverirg Enance} rahyal i
rakyat oaramaien rakys
07410 5550 30§10 ¢131%
(28, Fiz] Fue 7]

fLeved Il Blasalsh Y d¥a Y i ¥ ya hngel
{Problem) [pascian romah  [ball dan drya mciaal anggaan [ dan [dan koondnaai
it dlan haman | s numah WS ¥ pra Earah of |aacs stk
e tarutama o |t gt prirmar pertcrtamn unik  [parumahan rakyat
ity furbary L wduk o | Pty faky st
et waicor perumaian {Eskunder (SMF)
T
[T 0554 [ G100 01910 0550
s 38 S 300 E 3F
FeanToll
regrdrsl pembiraan [2 rrtR
[Level IV Palakcu kernerdarian 3 chirvadogier CLn [perbarkan, | badasn pertaraban | p Py o
{3als repara + g parTywk: d Ty [ 4 parghend jlanongan
Holdert Perumaten rakys [remah s stau gage [AF) -
02| 20803 l pomT 2.17%0 [R12+] nesig 91257 |
(&8 HD 4E
Level Y Habéaloan ortot harp jual [horirol Laelf Bagy | penegiust i [revialans Parpediann Ly 4 P dan
{Housing oagt |pengembangan  [subaad dan |perrtasyasn rraarad unbuke stk Xy gl
Poticy] Dergenbangan  |ramah fewa. leaerf meelahd | eriemar gk i dan | uorts kaoieu
rurrah il dan  [rumah soslal die [alokast snggaran  [pendek dan Prutadus Lanet Smtradiman natanl
Kaslhay urth  [shema romael r vl oy Eanking $yyWm  |[Sngen koda  penamatian
rlompeok 3350 | ewa-bed 3eita  [lsceneting Shuncher piv b CT-H T ey
ertery LlasiSh sl Lntd )] g | g horrofagasi lahars [leebeniukrya
Lelomyod Sa30mwn AT hand raficmadl Fexming
Jircieniy ) Atrity (HHAY
] '] LR fru] 23
ol ] = 50 TE E3 3 2
P |spply __Hemang Jupoty.
- _permbleyan palanahan ingian

Bagan 1. Hirarki konsensus jawaban responden ahli ABCDEF (IC=0.11)
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Lampiran 5 : Jawaban Responden Ahli A

Proses Perancangan Xatalon
HIERARCHY BACKWARD PROCESS HOUSING POLICY
Rasponden Ahll & : Keusngon Negera

Lanrel | Tjuan Pambangunan
e Pemlzaysan
[Sakior Penumadun
s
ey alahon
rarumahan ek
S Inonrsly
1.000
[N
Level A1 rhaedoan & d pabaian dan
Eerwgkatan dan  |paringhadan p ok okt b
Byt Y clar: eualins instand
regetayi partar parurnahan PRI Ltk d
han iy || 9 bnanos) [penrraban rakpat [pemtizaan
frakyal = o rakyat
[XTF] __uﬁ*
24 £ F e
Jregratasi jperbiavaan |poctanabn i |
Lawel I8 datwrya dega Y y Y ya kungd
[Problem) [amokan namah cy drya kel Fngoaran - o d 5
el i Fumsh | i rumoty WALES B3R Ly iy Lt o St ey st
teva tarvhama o [tangzs et rimar parh whik by
cerbotam (urhan ntsh itk |(parbaskan) d P o raiy
area) safier perumahan [yelunder (G4}
radyet Pt
qnos o058 03453 (X1 01308 | (]
kTN EE] X 30 3E IF
BT Loy Iwpety
aoulas peria s
Leved IV Palalo e dan [= i o e paemioeh, PRy
{Sashy [regers k K paryrech dary . d. [euongs
Holder} | v “akyat [rmak: sewa st K (5L
frurnash soalel dmlhmbaoo
61812 a.mﬂ_g] [XF71d ot 31602 a.0%a7 23137
m 4B fac hn RE oA 43
Lol ¥ Mabfalan Pactrol harga jud [rondrold Ladf bag | pening il peryrdasn brudy |seevcanaan dan fracbaken <an
{Houning [porgermbangan |t dan mruriah uhb, aypn k g
Polcy} rumah Mrwa, et rowiadi primwe jangha parumahn perurnaban dan [ serts koordinusd
akormgch saaran |vesa-beli seta {{spending ahurcer gk Faba s e
sty kiypiucsl undbh | spproach) jang (Enancing horseladani Lahany [Secbeniukmya
w apprcach) [rand el hendong
[lerienty aoeraobdron) saborily [FHA]
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Lampiran 6 : Jawaban Responden Ahli B

Prosses Perancangan Kabfjaken
HIERARCHY BACKWARD PROCESS HOUSING POLICY
Reaponden Ahil B @ Perumahan Permukiman
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Lampiran 7 : Jawaban Responden Ahli C

Proias Pecancangan Kebsskan
HERARCHY BACKWARD PROCESS HOUSING POLICY

Respondaen ARD C : Pembixyaan Perumahan
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Lampiran 8 : Jawaban Responden Ahli D

Prozas Perancangan Kabilakan
HIERARCHY BACKWARD PROCESS HQUSING POLICY
Responden Ahli D : Ekonomit Perkotaan
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Lampiran 9 : Jawaban Responden Ahli E

P10 Perancangan Hebfahan
HIERARCHY BACKWARD PROCESS HOUSING POUCY

Responden Ahli E : Perbankan (BTN)
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Lampiran 10 : Jawaban Responden Ahli F

Proses Perancangan Hebijalan
HIERARCHY BACKWARD PROCESS HGUSING POLICY
Rasponden Ahll F - Rumah Tangoa
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Lampiran 11 : Kuesioner AHP
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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET KUESIONER

A.1. Untuk memberikan judgement (penilaian) terhadap
elemen-elemen permasalahan dari setiap level yang
sedang diteliti prioritasnya, peniiafan dinyatakan secara
numerik (skala 1 sampai 9), dengan menggunakan skala
sebagal berikut :

Skala Definisi {(Verbal) Penjelasan
Perbandingan
{(Numerik)
1 Sama penting (equal Dua elemen menyumbang
importance) sama besar terhadap
tujuan
3 Sedikit lebih penting Pengalaman dan

{moderate importance) judgerment agak menyukal
sebuah elemen daripada

lalnnya
5 Lebit penting (essential Pengalaman dan
or strong Importance} judgement kuat lebih

menyukal sebuah elemen
daripada yang lainnya

7 Sangat lebih penting Sebuah elemen sangat
(very strong importance) | kuat lebih disukai daripada
yang lalnnya, dominasinya
kelihatan nyata dalam
keadaan yang sebenarnya

9 Mutlak sangat penting Fakta sebuah elemen lebih
(extrem importance) disukal darl lainnya berada
pada kemungkinan yang
tertinggi
2,4,6,8 Merupakan angka Bila kompromi diperiukan
kompromi diantara antara dua penilaian

penilalan diatas

A.2. Dalam penllaian kepentingan relatif dua elemen, berlaku
aksioma reciprocal artlnya jlka elemen I dinilal 3 kali lebih
penting dibandingkan elemen j, maka elemen j harus sama
dengan 1/3 kall lebih penting dibandingkan eiemen 1.
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A.3.

Jika elemen pada kolom sebelah kiri (kolom 1) lebih
penting dari elemen pada kolom sebelah kanan (kolom 2),
nilai perbandingan ini diisikan pada belahan sebelah kiri
dan jika seballknya maka dilsikan pada sebelah kanan
(Ilhat contoh).
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Proses Perancangan Keblfakan | |
HIERARCHY BACKWARD PROGCESS HOUSING POLICY
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SUEaran ;

pertanyaan :

petunjuk penglsian :

-

untuk perbailkan dan peningkatan peran pembiayaan perumahan {housing finance} rakyat,
permasalahan apakah yang lebih penting untuk diperhatikan ?

berikan tanda silang {X} persepsi atau penllalan bapak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah ini
dengan berpedoman kepada petunjuk penglsian angket kuesloner (bandingkan efemen-elemen sasaran
pada kelom 1 dengan efemen-efemen sasaran pada barfs yang sama di koelom 2}

l KOLOM 1 [ 8] 7[ 61 5] 4] 3f 2[ 1] 2 3_a] 5[ &]_7] 8] 9] KOLOM 2 ]
3A |terbatasnya pasokan rumah milik dan lrendahnya daya bell dan daya sewa |38
rumah sewa lerutama di perkolaan rumah langga
3A[lerbalasnya pasckan rumeh milik dan ierbatasnya alokasi anggaran subsid | AC|
rumah sewa terutama di perkolaan dan [nsentd pamerintah uniuk sekior
mahan rakyat
2Allerbatasnya pasokan rumah milik dan terbatasnya kemampuan pembiayasn] 3D
rumah sevwa terutama di perkelaan primer {perbankan) dan sekunder
utban ama) {SMF) perumahan
JAlerbatasnya pasckan rumah milik dan tarbalasaya ketersadizan dan 3E
rumah sewa lerutama di perketaan mahalya tanah dl perkotaan untuk
parumahan rakyat ]
JA[terbatasnya passkan rumat mik dan lenahmya fungsl dan kaordnasi 3F
nemah sewa lerutama di perkotaan {amara Instilvs] perumahan rakyat
urban area
38 [rendahnya daya beli dan daya sewa terbatasnya alokas| anggaran subsici | 3C
|rumah tangga dan insentif pemerintah untuk sekior
perumahan rakyat
38([rendahnya daya bel dan daya sewa terbatasnya kemampuan psmibiayasn| 3D
|rumah tangga orimer {perbankan) dan sekunder
{SASF) perumahian
38 rendahmya daya beli dan daya sewd terbatasmya ketersodiann dan 3E
numah langga imahalryz tanah dl perkolaan untuk
p han rakyal
3B rendahmya daya bell dan daya sewa lamahrya fungsi dan koordinast 3|
Fmﬁm antars Insthusl parumahaen rakyat
3C[terbatasnya alokasi anggaran subsid terbatasnya kemampuan pemblayaan| D
dan nsenlif pemerintah untuk sekior ipdmer {perbankan) dan sexunder
iperumahan rakyat {SMF) pefumiahan
3G |terbalasnya elokasi anggaran subsid terbatasnya kelersediaan dan IE
dan Insantif pemerintah untuk seklor mahalnya tanah 3l perkotaan unuk
perumahan akyal -
lemahnya fungsi dan koordinasi 3F
lan!am Insthusl perurnahan ekyal
|terbatasnya kelersediaan dan e
imahalmya tanah dl perkotaan uniuk
perumahan @
lemahnya fungsl dan koordnast IF
lantaca Institusl perumahan rakyat
lemahnya fungs! dan koordnast 3?4
antara institusl perumahan akyat
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SaBaan:

2¢
untuk perbaikan dan peningkatan akses dan distribus! pertanahan untuk perumahan rakyat,

pertanyaan :
permasalahan apakah yang leblh penting untuk diperhatikan ?
petunjuk pengisian : berikan tanda sllang (X) persepsl atau penllalan bapak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah Inl
dengan berpedoman kepada petunjuk penglsian angket kuesfoner {(bandingkan elemen-elemen sasaran
pada kalom 1 dengan elemen-elemen sasaran pada bars yang sama dl keforn 3}
[ KOLOM 1 [ o 8f 7] 6] S[ 4] 3] 2] 3] 2] 3] 4] 5[ 6] 7] 8] 9] KOLOM 2 1
3A |tarbalasnya pasokan rumah milik dan rendahnya daya bell dan daya sewa {38
rumah tanpga

nsmah sewa lendama dl perkotaan
urban are:a)

rumah sewa {ecutama di perkolaan

A [terbatasnya pasekan rumah milik dan lerbalasnya alokasl anggaran subsidi | 3C
rumah sewa lentama di perkolaan dan insantif pemerintah unluk sekior
urban araa rumahan rakyat
3A|terbatasnya pasokan rumah milik dan lerbatasnya kemampoan pembiayaan| 3D
rumah sewa lerutama di perkotaan primer (pesbanian} dan sekunder
}_ urban a3’ (SMF} perumahan
A [terbatasnya pasokan rumah midik dan terbatasnya kalersedizan dan aE
rumah sewa lesutama dl perkolaan mahalnya tanah dl parkotaan untuk
\_‘ {urban area) pervmahan rakyat
3A [terbalasnya pasokan rumah mEik dan Temahmnya fungsl dan koordinasi EFj
antara Instiusi perumahan rakyat

Fman area)
3B |rendahnya daya bek dan daya sewa

rumah tangge

tevbatasnya alokasl anggaran subsidl 30
dan Insentif pamerintah untyk sakdor

parumahan rakyat

3B rendahnya daya bell dan daya sewa

terbatasmya kemampuan pemblayaan| 30
pdmer (perbankan) dan sekunder

rumalh tangga
{SM an _4
38 |rendahnya daya bed dan doya sewa tarbatasnya ketersediaan dan 3L
lrumah tangga mahalnya tanah ¢ perkotaan uotuk
rumahan rakyat
3B [rendahnya daya be¥ dan daya sewa lemaknya fungsl dan koordinasl 3F
rumah tengoa antara instisi perumahan rakyat
IC[terbatasmya alokasl anggaran subsid lerbatasnya kemarnpuan pemblayaan| 30
dan tasentif pemedntah untuk, sektor primer {perbankan) dan sekunder
SMF) perumahan
3C terbatasnya alckasl anggaran subsidi terbatasnya kelersodizan dan 3E
dan nsentif pemerintab untuk sekdor mahalnya tanah di perkotaan untuk
rumahan 1|
3C |terbatasnyn alokadl angparan subsha lemahnya fungsi #an koordinasl Ed
dan insentf pemerntah uatuk sektor antara institus! perumahn rakyat
tesbatasnya kemampuan pembiayaan terbatasnya ketersediaan dan 3E
{perbankan} dan sekunder mahalrya tanah o perkotaan wnhrk
mahan rakyzt
30 Jlesbatasnya kemarmpuan pembizyaan lemahumya fungsi dan koordinasi IF
primer {perbankan} dan sekunder antara instius! parumahan rakyal
3E llerbatasnya kelersediaan dan leymabimya fungst da oondinas 3IF
mahalnya tanah di perkotaan untuk antara instfusl perumahan rakyat
mahan rakyal
que-leve| 02 Paga 1
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sasaran : 2D

pertanyaan : untuk parbafkan dan peningkatan kualitas institus! pembangunan dan pemblayaan perumahan ¢
permasalahan apakah yang leblh penting untuk diperhatilan ?

petunjuk pengisian :

terlkan tanda sllang (X) persepsl atay penilalan bapak/lby terhadap pertanyaan-pertanyzan dibawah In)

dengan berpedoman kepada petunjuk penglsian angket kuesloner {bandingkan efemen-elemen sasaran
pada kolom 1 dengan elemen-elernen sasaran pada barfs yang sama dl kelomn 2}

KOLOM 1 9] 8| 7] & 5] 4] 3] 2] 1] 2

3

F

[

7

] KOLOM 2

3A|lerbatasnys pasokan ymah milik dan
rumah sewa lennama di perkiaan
urban ama)

rendahnya daya bell dan daya sews |38
rumah tangga

3A[erbatasnya pasokan rumah miik dan
rumah sewa tonrdama di perkolaan

Ievbatasnya alekasl anggaran subsid | 30
dan nsantif pamerintab uniuk sekior

mahan rakyal
3A |tecbatasnya pasokan umah mdlik dan flerbalasnya kemnampuan pemblayaan| 30
rumah sewa lenrlama di peckolaan primer {perbankan) dan sekunder
{SMF) perumahan_
3A |wrcbalasnya pasokan rumah imilik can terbalasnya kelersediaan dan 3E
rumah sena lerutama di peskotaan mahalnya 1anah di perkstaan untk
iperumahan rakyat

—Wamahnya fungsl dan keordnast F

antara Institus] perumahan rakyat

rendahnya daya bell dan daya sewa
jrumah tangga

terbatasyya alokasi anggaran subsidi | 3C
dan insenlf pemeriniah unituk sekdor

3B |rendahmya daya bell dan daya sewa
rumah tangga

terbatasaya kemampuan pembiayaan| 3D
primer {peibankan) dan sekundec

{SMF) perumahan
3B |rendahnya daya bell dan daya sewa terbalasrya kelersediaan dan 3E
rumah tangpa mahalnya lanah di perkotaan unb:k
perumahan rakyat

3B |rendahnya daya bell dan daya sawa
fumah tan

lamahrmy fungs dan kewcdEnas K3
antaca Institusl

terbatasnya adokasi anggaran subsidi
dan Insentif pamerntah untuk sektor

tevbalasnya kemampuan pamblayaan| 3D
-primer {pertxankan) dan sekunder
SMi mahan

terbalasnya ketersediaan dan E
mahalnya nah di perketsan untuk,
perumahan rakyat

lemahmya fungsl dan koodinas 3
|antaa Institus] pesumahan rakyat

terbatasnya kelersediaan dan 3E]|
mahainya tanah di perkotaan uniuk
perumahan ra

|lemabnrya fungsi dan koordinad F
antara Institus] perumahan rakyat

3E [terbatasnya kelersediaan dan
mahalnya tanah i perkotaan untuk

rahan rakyat

lemahnya fungsi dan kooodings! IF
antary Institusl pecumahan rakyat
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saxaran A

untuk mengatasi permasalahan terbatasnya pasokan rumah milik dan rumah sewa terutama

pertanyaan
dl perkotaany {(urban area), pemangku kepentingan manakah yang
mempunyal peran yang leblh penting ?
petunjuk pengisian : berikan tanda sllang (X) parsepsi atau penilaian bapak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah Inl
dengan berpedoman kepada petunjuk penglslan angket kuesioner (bandingkan elemen-elernen sasaran
pada kelom 1 dengan elemen-elemen sasaran pada bars yang sama di kolom 2)
I KOLOM 1 [ S_8_71 61 51 4] _3] 2] if 2] 3] 4] 5] 6] 7] B8] 9 KOLOM 2 —1
| _]
4Akementerian negara perumahan developer dan lembaga penyedia 48
ral rumah sewa atau rumah sosial
4A.|kemenierian negama perumahan parbankan, gecondary morgage 4C
rakyat SMF) dan be minan
rﬁ kementerian negarg perumahan badan pertanahan nasional 4D
|| ralszal
4Alkementedan negara perumahan pemerintah daerah 4E
|_|raxyat
4A|kamenledan negara perumahan pambell, perryewa dan penghunl 4F
’_‘ML
4A |kamernledan negara perumaban depadtemen keuangan 4G
| rakyat
4B{develoger dan lambaga penyedia perbankan, secondary morigage 4C
rumah sewa alay rumah sosial SME) dan [e minan
4E |[developer dan lembaga penyedia [badan pertanatan naskonal 4D
rumah sewa atay umah soslal
48 |daveloper dan mbaga penyedia {pemerintah daerah 4E
| |rumah sewa atav rumah sosial
4B |developer dan lembaga penyedia |pembeil, penyews dan penghunt _4'?‘
| [rumah sewa afau rumah sosial
4B [developer dan lembaga penyedia ) 'depariemen Xeuangan 45
rumah sewa atau rumah soslal
badan pertanahan nasional 40
pemerintah daerah 4E
ipambeli, peryewa dan penghuni 4F
departeman keuangan 4G
mesinkah daerah [13
|pombeil, penyewa don penghunt | 4F
|departamen keusngan 4G
|pambelf, panyewsa dan penghuni AF
|departamen kauangan 4G
|depastemen kevangan 46|
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AxSdAran ;

pertanyaan

petunjuk penglslan ¢

B

untuk mengatasi permasalahan rendahnya daya bell dan daya sewa rumah tangga,
pemangku kepentingan manakah yang mempunyal peran yang leblh penting ?

berikan tanda silang {X) perseps! atau penllalan bapak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah Inf
dengan berpedoman kepada petunfuk penglslan angket kuesioner {bandingkan elemen-efemen sasaran
pada kolom 1 dengan elernen-elemen sasaran pada baris yang sama df kalom 2}

{ KOoLOM 3

[ o] 8i 71 6] 5| 4] 3] 2t 1] 2] 3[ 4T 5] & 7] 8] 9] _ KOLOM 2 J

44 |kamenterian negara perumahan

developer dan lembaga peayedia 4B

rakyal h sawa atau cumah sosial
4A|kemenleran negara penzmahan perbankan, secondary morgage 4C
rakyat SMF) dan lemb: minan
44| kemanledan negara parumahan badan perlanahan nasiona 4D
t
4A lkementerian negara perumahan pemerintah daerah a

4Akamenterian negara perumahan

pembedl, peayewa dan penghund 4F

rakyal
Mremenleﬁan negara perumahan dep 1 kebangan 4G
%\ developer dan lembaga penyedia perbankan, secondary marlgage AC
| |umah sewa atau umah sostal {SMF} dan [emb mingn
4B [developer dan lembaga panyedia Tbadan perlanahan nasional 4D
rumah sews atau oumah sosial
48 |daveloper dan lembaga penyedia Wpemeﬁn'lah daerah 4E
Jrumah sewa atau rumah soslal

48 |developer dan lembaga penyeda
h sewa atau ramah sosial

pembell, penyewa dan penghunl 4F

4B |[developer dan lembaga penyedia deparlemen keuangan 4G
| |rumah sewa stau jumah sosal j

4C |perbankan, secondary mortgage badan perianahan naslonal 40

pemeriniah daersh 4j

morigage pembel], penyewa dan penghunt 4F

. depariemen keuangan 4G

pemerintah daerah 4E|

mbel, ponyewa dan pongrank  [4F]

dopariemen keuangan 4G

mbel dan hurt 4F

depariamen keuangan

S5

__|cepartamen ketangan
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BABECAN § i

untuk mengatas! permasalahan terbatasnhya alokas| anggaran subsidi dan insentif pemerintah

pectanyaan :
unttuk sektor perumahan rakyat, pemangku kepentingan manakah yang mempunyai
peran yang leblh penting ?
petunjuk pengisian : berikan tanda sitang (X} persepsi atau penilalan bapak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah int
dengan berpedoman kepada petunjuk penglsian angket kuesioner (bandingkan efemen-elemen sasaran
pada kolom 1 dengan elemen-elemen sasaran pada baris yang sama di kolorn 2)
— KOLOM 1 [ B 8] 7] 6] S[ 4 3] 2] 1] 2j 3| A 5] 6] 7] 8] 9] KOLOM 2 |
|
4A|kemanlerian nogam perumsthan {developer dan lembaga penyedia 4B
L= rumah sewa atav rumah sosial
44| kemanlerdan negara perumahan parbankan, secondary morigage &C
SMF) dan lemb. minan
4Akemeniedan negara perumahan badan penlanahan nasional 4D
| |rakyat
44 kementerdan negars perumahan pemediniah daerah 4E
44 lm:lenlerlan negara parumatian pembell, penyewa dan penghuni iF
4A lkementerian negara perumahan [departemen keuangan 4G
A
4B |developer dan kembaga penyedia petbankan, secondary mortgage 4G
rumah sews alaw rumah sosial {SMF) dan lembaga penjaminan
48|devefoper dan kembaga penyedia badan pertanahan naskonat 40
h sewa alau rumah soslal '
4B [developer dan lembaga penyedia {pemarinlah daerah 4E
}_ nimah sewa atau umah soslal
4B[developer tdan lembaga penyedis pembedl, pertyewa dan penghun| 4F
| |rumah seva atsu rumah sosial
4B [developer dan fembaga penyedia deparlemen keuangan 4G,
| |rumah sewa atau umah sesisl
4C |perbankan, secondary mortgage badan pertanzhan nasional 4D
{SMF) dan MmN
4C |perbankan, secondary mordgage pamerintah daerah 4E
pembed, penyewa dan penghunl 4F
departeinen keuangan 4G
rnesntah daerah | 4E |
pembefl, peryews dan penghunl AF
men kel 4G
pombell, penyewa dan panghunl 4F
emen ket 4G
depariemen keusngan 4G
QueARPbabDs Page 1
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aasiran

pertanyaan :

petunjuk penglsian :

30

untuk mengatasl permasalahan terhbatasnya kemampuan pemblayaan primer {perbankan) dan
sekunder (SMF) perumahan, pemangku kepentingan manakah yang

mempunyai peran yang lebih penting ?

berikan tanda sifang {X) persepsi atau penllalan bapak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah Ini
dengan berpedoman kepada petunjuk pengistan angket kuasioner {bandingkan elemen-glemen sasaran
pada kolem 1 dengan elemen-elemen sasaran pagda barls yang sama di kolomn 2)

— KOLOM 2 [ o] el 7 e sf 4] 2] 2] 1] 2] 3] 4] S|_sl 7] 8] 5f KOLOM 2 ]
44 |kementeflan negara parusashan developer dan Jernbaga penyedia EIJ
rakyat rumah sewa atau rumah sosial
4A|kementerian negara perumahan perbankan, secondary morigage 4C
rakyat SMF) dan le njaminan
44 |kemenlerlan negara perumehan badan pertanahan nasional 40
raicyat
[4A [kementeran negara parumahan |pemarintat daerah 4E
.j_'?_er ]
44 [kementarian negara perumahan pesmbedi, penyewa dan penghun| 4F
rakyat
ﬂ‘mm!eﬁm negara perumahan dapartemen kevangan 4G
| [rakyat
4E |devefoper dan Jartbaga penyedia {perbankan, sacondary margage 4C
__‘ rumah sewa alau rumah sosiat SMFY dan | minan
48 |developar dan lerpbaga peryedia badan perlanahan nasknal 4D
__1 rumah sewa alar rumah soslal
48 |developar dan lembaga penyedia Ipemarintah daerah 4E
| [rumah sewa alaw umah soslal
4B |developer dan lembaga penyedia {pambell, peayewa dan penghuni 4F
L_( rumah sewa aiau romah soslal
48|deveiopar dan lembaga penyedia departamen keuangan 4G
rumah sewa alau rumah sosial
4C|perbankan, secondary mortgage badan pertanahan nasional L[o]
dan 1N
4C[perbankan, secondary morgage ’Fmednlah daerah 4E
ShAF) dan |
4C|pesbankan, secondary morgage pambeli, penyewd dan penghunl 4iF
SMF) dan lemb: minan
4Cparbankan, secondary martgage dapariemen kevangan 290G
SMF} dan i minan
4D|badan an nasional meriniah daerah 4E
4D {badan nasional pembel dan 4F
40| badan an nasional depariemen keuangan A5
4E |pemerintah daarah mbel evwa dan 4F
4E ntah daerah departemnen keuanga AG)
4F |pembed ewa dan penghuni departeren kevangan 4G
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pertanyaan ;

petunjuk pengisian 3

3E

untul mengatasl permasalaban terbatasnya ketersediaan dan mahalnya tanah di perkotaan
untuk perumahan rakyat, pemangku kepentingan manakah yang
mempunyal peran yang leblb penting ?

berlkan tanda sitang (X) perseps! atau penllalan bapak/lbu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah ini
dengan berpedaman kepada petunjuk penglsian angket kuesloner {bandingkan elemen-elemen sasaran
pada kolom 1 dengan efemen-elemen sasaran pada baris yang sama di kelom 2}

[ KOLOM 2 [ 5] 8f 7] o] 5 4 3] 2] 1] 2] 3] 4l s[ &] 7| 8] 3f KOLOM 2 1
4A [kementerfan negara perumahan daveloper dan lembaga penyedia 48
al rumah sewa alau imah sosial
’K kemenlerian negara perumahan perbankan, sacondary nwrlgage 4C
- SMF) dan femba
AAxemanteran négara perumahan badan perianahan nasiond 4D
rakyat
44 |kementerdan regara perumahan pamesintah daerah 4E
In;kral
44 |kamenlerdan negara perumahan pambeil, penyewa dan penghunl 4F
rokyat
44 [kementesdan negara perumahan deparfemen keuangan 4G
|_|rakyat
48 |developer dan lembaga penyedia perbankan, secondary marigage 4C
b jrumah sewa atau jumah sosiat (SMF} dan lemb njaminan
4B [davefoper dan lombaga penyedia badan pertanahan nasional 4D
rumah sewa atauv wmah sosial
48 ldeveloper dan lembaga pemyedla pemeriniah d3erah 4E
[rumsh sewa ateu rumah soslal
48| cavaloper dan lembaga panyedia pombeli, penytwa oan penghuni aF|
L_ nsmah sewa atau rymah sosial
4B |developer dan lembaga penmyedla departeman keuangan 4G
rumah sewa atau rumeh sosial
4Cc pm'bankm momdary mongaga badan pertanahan nasiona 4D
dan lemba
4C pemankan seomda:y moﬂgage pamerintah daerah 4E
anjamin.
pembedl, panyewa dan penghuni 4F
depariemen keuangan 4G
merintah daemh | 4E |
bl dan penghunl __ [4F
dopartenen o A1
pembell, penyewa dan penghuni 4F
amen keuan 4G
Separtemen kenangan AG
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sasaran:

3IF

untuk mengatasi permasalahan lemahnya fungsl dan koordinas] antara [nstitus|

pertanyaan :
perumahan rakyat, pemanghku kepentingan manakah yang
mempunyal peran yang lebih penting ?
petunjuk pengisian : berikan tanda sllang (X} perseps] atau penllaian bapak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah Inl
dengan berpedoman kepada petunjuk pengislan angket kuesicner {bandingkan elernen-elemen sasaran
pada kolom t dengan elemen-elemen sasaran pada baris yang sama di kolom 2)
[ KOLOM 1 [ o] Bf 7] 6] 5] a] 3] 2] af 2] 31 4] 5] 6] 7] & 9] KOLOM 2 i
4A|kemeniedan negara pacumahan jdeveloper dan Jembaga penyedia 4B
rakyal rumah sewa alau rumah sosial
4A (ke fian negara p han perbankan, secondary morigage 4C
rakyal SMF) dan fembaga penfaminan
4AJkementertan negara perumaban badan pertianahan nasional 4D
rakyal
4A|kemenlenan negara perumahan 'pemerintah daerah 4E
rakyat
[ 4A[kemenieran negara perumahan pembeil, penyewa dan panghuni 4F
rakyal
45 |kemenledan negara perumanan departemen Kouangan 46'1
rakyat
48 [developer dan lembaga panyedia perbankan, secondary mortgage [T
rumah sewa atay armah eosial SMF) dan lembaga penjaminan
4B |daveloper dan lambaga penyedia badan pertanahan naslonal 40
| __|rumah sewa atau rumah sostat
4H|developer dan lembaga penyedia pomointth daersh 4E
| jumah sewa dlau umah soslal
48 [developer dan lembaga penyedia pembeli, periyewa dan penghnl 4F
. |rumah sewa atau rumah sosial
48 |developer dan lambaga penyedia depariemen kiuangan AG
Yrumah sewa alau rumah sosial
4C|perbankan, secondary imorigage badan perlanahan nasional 4D
SMF) dan la an
4Clperbankan, sacondary morigage pemarintah daerah 4E
| SMF) dan lemdy minan
4G |perbankan, secondary mortgage pembell, panyvwa dan penghunl 45
SMF) dan le minan
4C|perbankan, secondary morigage departemen keuangan 4G
(SMF) day lembaga ponjaminan
4D |bacan nahan nasional pemerintah daerah 4E
4D |badan pertanahan naskonal mbed, penyewa dan penghuni 4F
|40 |badan an nasienal emen keuangan [4G]
4E |pemertniah daerah mbell, penyewa dan penghunl 4F
4E ntah dasrsh departernen ki q 4G
4F |pembed o o tuni dapartemen keuangan 4G|
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BAEArAN ;

pertanyaan :

petunjuk pengisian :

44

bagl kementerian negara perumahan rakyat,

kebijakan perumahan (Heusing policy) manakah yang lebih penting untuk diperhatikan ?

berikan tanda silang (X} perseps! atau penilaian bapakfibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah ini
dengan berpedoman kepada petunjuk penglsian angket kuesioner {bandingkan elemen-elemen sasaran
pada kelom 1 dengan efemen-efernen sasaran pada bars yang sama di kelom 2}

i KOLCM 1 [ o] 8] 7l 6] 5] a] 3 2 af 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] I KOLOM 2 |
SA[konfrol harga Jual bagl konlol 2T bagl pengembangan B
pengambangan remah milik dan rumah sewa, rum:h soslal dan
Hasifikas untuk kefompok sasaren skens rumnah sewa-beli serta
terlenly Kasifikasl untuk kejompek sasaran
|tertentu
5A|konlrol harga jual bagi [paningkalan subsik dan insenlif 5C
pengembangan rumah milik dan melalui alokasl anggaran pemérintah
Masifikasl unluk kelompok sasaran {spending approach)
lartentu __l
SAlkentrol harga jual bagl |revitalisasi pomblayaan primer jangka| 50
pengambangan rumah milik dan pendek dan pemblayaan sekunder
Kasiflkasl uniuk kelompok sasaran gka panjang (finandng appreadh)
erlentu
5A | kontred harga juat bagh penyediaan tanah murah untuk 5E
pengembangan rumah milik dan perumahan melalul fand banking
asifikasi untuk ketompok sasafan sysiem
| lterfentu
5A |konbrol harga Jual bagl perennaan dan penataan kawasan [ SF
Wpengambangan nimah milik dan perumahan dan permukkman dangan
Wasifikas untuk kefompok sasarman kasiba, listha alau konsolidasi lahan
terientu {fand consolidation)
54 kontrel harga jual bagl perbaikan dan penguatan fungsl serta|5G
Lpengembangan rumah: mifik dan koordinas institusl parumahan
Hasihikas untuk kelompok sasaran menuju lerbentuknya natonal
| [tevtentu hou HA
56 |kontrof tartf bagl pengambangan paningkatan sobsid dan Insentf 5C
rumah sewa, rumah sosial dan metaiul alokas) anggaran pemetintah
skema rumah sewa-beli serta © {spending approach)
Kasifikasl uniuk kejompok sasaran
ferlentu _
5B |kontrol tadf bagi pengembangan [revtalisasl pemblayaan primer fangka| 50
rumah sewa, umah soslal dan pendak dan pemblayaan sekunder
skema rumah sewa.bell serta ka panfang (financing approach)
Hasifikas! untuk kelompok sasaran
ponyediaan tanah muah untuk 56
perumahan medalui lend banking
sysiem
v naan dan penataan kwasan ‘5-F+
perumahan dan permukiman dengan
kasiba, lisiba alau konsobdasi lahan
(tand consolldation)
perbaikan dan penguatan fungsd sertal 5G
koordinasi Inslitusi pesumahan
manufu terbentuknya national
housing suthority (NHA)}
revitalisasl pembiayaan primer fangka| 50
pandek dan pemblayaan sekunder
panjang {financing approach)
5C |paningkatan subskil dan Insentif panyedizan tanah murah untuk 5E
medalut alokas! anggaran pamerintah perumahan meladul land banking
{spending approach} — e
EC |peningkatan subsidi ¢an Insentl perencanaan dan penatasn kawoasan | 5F
melatul alokasl anggaran pemeriniah perumahan dan permukiman dengan
(spending approach) kasiba, lisiba alau konsolidas] fahan
{land consolidalfon)
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sasaran: 4A

pertanyaan : bagl kementerian negara perumahan rakyat,

kebijakan perumahan {Housing policy)} manakah yang lebih penting untuk diperhatikan ¥

petunjuk penglsian : berikan tanda sllang (X} perseps! atau penllatan bapak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah fnf
dengan berpedoman kepada petunjuk penglislan angket kuesioner {bandingkan elemen-elemen sasaran
pada kolom 1 dengan elemen-elemen sasaran pada barls yang sama di kolom 2)

[ KOLOM 1 | oI 8] 7] o] s[ af 3] 2] 2f 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] 9] KOLOM 2 |
5C [ peningkatan subsidl dan Insentif |perbaikan dan pengaatan fungsl setal 56!
melaul alokas! angaaran pemerintah kaorminas instiusi perumahan
(spending sppiosch) menvju terbentuknya natosal
housing suthority INHA)
50| revitalisas] pemblayaan pAmer E2ngka penyediaan tanah murah unuk 5E
pendek dan pemblayaan selnder perumiatan melalul land banking
jangka panjang {financing epproach) system
5D |revilalisast pembiayaan pdmer jJangka perencanaan dan penstaan kawasan | 5F
pendek dan pemblayasn sekunder perumahan dan parmukiman dengan
ka panjang (finandng spproach) kasiba, lislba atau konsoidas! [ahan
{land consolidation)
50| revitalisasi pemblayasn pimer Jangka perbalkan dan penguatan fungsi serta| 5G
pendek dan pemblayaan selunder koordinasi institusi pevumahan
langka panjang (finandng approach) |menuju terbentuknya national
housing authortty (NHA) |
5E jpenyediaan tanah murah uniuk perencanaan dan panataan kawasan | 5F
perumahan melalul land banking |perumahan dan permukiman dengan
sysiem kasiba, lisiba alau konsclidas! lahan
{land consolidation)
perbaikan dan pengustan futws sea] 5G

S5E |penyadiaan lanah murah untuk

Iperumahan melslui land banking koerdinast insitus! perumahan
syslem 1menuu terbenlulonya natonal
housing suthosity (MHA)
5F [perencanaan dan penataan kawasan perbaikan dan penguatan fungsi serta| 56
parumahan dan peimukiman dengan [koordinas] institesi peremahan
kasiba, fisiba atau konsolidasi lahan menus terbentuknya national
{land consolidation) thushg ariherity (NHA)
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SAsAran

4B

bag! developer dan lembaga penyedia rumah sewa atau rumah sosial,

pertanyaan :
keblijakan perumahan (Housing polley) manakah yang lebih penting untuk diperhatikan ?
petunjuk pengisian ; berikan tanda silang (X) persepst atau penllaian bapak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah Inl
dengan berpedoman kepada petunjuk pengisian angket kuesioner {bandingkan efemen-elemen sasaran
pada koforn 1 dengan elemen-elemen sasaran pada bars yang sama dl kolomn 2)
I KOLOM 1 [ 8] B 71 & 5] 4] 3] 2] L] 2! 3l 4] 5] 6] 7] 8] 9] KOLOM 2 ]

54 |kontrol harga jual bagl
nangombangan rumah milik dan
idasiikasl unluk kefompok sasaran
lerfeniu

konlrof tardf bagl pengembangany 58
rumah sewa, rumah sosial dan
skema rumah sewa-bell serta
Kasifikas! uniuk kelompok sasaran
lerientu

5A |kontrol harga Jual bagl
pengembangan sumah milik dan

peningkatan subsid dan insentif 5C
metalul alokast anggaran pemerintah

Kasiikasi untuk kelompok sasaran {spendiny approach)

5 {konlrof harga jual bagl revitalisasl pembiayaan primer jangkal 5D
pangembangan rumah mifik dan perdek dan pemblayaan sekunder
Idasifikast uniuk kefompok sasaran r]angta panjang (financing approach}

| Hertentu |

SA|kontrol harga Jual bagl pemyediaan tanah murah untuk 5E
pangambangan rumah milik dan perumanhan melfaul land banking
dasiikasl untuk kelompok sasaran sysiem

5A [konirol harga jual bagh [perencanaan ¢an penataan kawasan | 5F

[pengembangan rumah mifk dan parumahan dan permukiman dessgan
Kasifikasi unhek ketompok sasaran |kasiba, isiba atau konsoldasd latan
ertentu {land consolidation)

SA |kontrod harga pal bagi perbaikan dan penguatan fungs sera) 5G
pengombangan rumah milik dan kpordinasi Instiusl pecamahan
kasHikas! uniuk kelompok s3saan menulu terbentuloya national

| |lesteniu housing authority (MHA)

58 [kontrof tadf bagi pengembangan peningkatan subsidl dan lnsentf 5C
rumah sewn, rumah soslal dan melalui alokas] anggaran pemerintah |
skema rumah sewa-bell rerta  (spending approach)

KasHikasl untuk kelompok sasaren
terenty

58 |konlrof tarif bagi pengembangan
rumah sewa, rumah soslal dan
skema rumah sowa-bell sacka
Masifikast untuk kefompek sasaran
lerlontu

[revilaiisasi pemblayaan pimer Jangka| 50

pendak dan pemblayaan sekunder
ka panjang {finandng approach)

58 [wontrod tauif bagh pengembangan
fumah sewa, nurmah sosial dan
skoma rumah sewa-bell serta
Masifikasi untuk kefompok sasaran
[tentontu

ponyediaan tanah murah untuk 5E
perumahan melalul [and banking
syslem

58 Ikonbrod tarif bagi pengembangan
rumah sewa, rumsh soslal dan

pamncénaan dan penatean kawasan | SF
perumahan dan permukinan dengan

kasita, lisiba alay konsobdasi Lahan

skema rumah sevwa-bel serta
Kasifikasd untuX kelompok sasaran {land consolidation)
tortentu
$Bkonbrol tarif bagi pengembangan perbaikan dan penguatan fungst serlal 5G
rumah sewa, emah sosial dan koordings institusl perumahan
shema rumah sewa-beli serta menuju terbenbiknya national
Kasifikasi untuk kalompok sasaran housing authority (MHA)
{ertentu
5C |peningkatan subsil dan Insendl revilalisas] perblayaan prmer [angks| 50
medatul alokast anggaran pamasintah pendek dan pembiayaan sekunder
{spending appioach) gka panfang (fnancing approach)
5C|peningkatan subsid dan tnsentif penyediaan tanah murah untuk 5€
melalul alokas anggaran pemerintah perumahan melalul land banking
) stem
5C |peningkatan subskd dan nsentif perencanaan dan penataan kawasan | 5
melalu) alokasi anggaran pemerintah perumahan dan permukiman dengan
{spending approach) kasiba, lisiba alau konsofidasi lahan
{fand consolidation}
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SRSARN: 48

bagi developer dan lembaga penyedia rumah sewa atau rumah sosial,

pertanyaan :
kebijakan parumahan (Housing policy) manakah yang lebib penting untuk diperhatikan ?
petunjuk pengisian : berikan tanda silang (%) persepsi atau penilalan bapak/lbu terhadap pertanyaan-pertanyazn dibawah Inl
dengan berpedoman kepada petunjuk pengisian angket kuesioner {(bandingkan elemen-elemen sasaran
pada kolom 1 dengan elemen-elemen sasaran pada baris yang sama di kolom 2)
— KOLOM 1 1 oI 8] 71 o] 5| af 3] 3] 1] 2] 3f 4]_5| &] 7] 81 9] KOLOM 2 —]
sCIpeningkatan subsldi dan Insentif perbaikan dan penguatan fungsl sera] 5G
medalyl alokasl anggaran pemerintah koordings! institusi perumahan
{spanding approach) menujs terbenuinya natonat
housing aulhority (NHA)
50 [revitalisasi pembiayaan primer jangka {penyediaan tanah murah untuk 5E
pendek dan pemblayaan selunder perrmahan mefaluf land banking
ka panjang {fnandng approach) syslam
50 lrevitalisasi pembiayaan primer angka perencanaan dan penalaan kawasan | 5F
pendok dan pemblayaan sekunder perumatian dan permubkiman dangan
gka panjang {financing approach) kasiba, fisiba alau koasolidas lahan
(tand consaikiation}
50 |ravilafisas! pembiayaan primer janghka parbalkan dan penguatan fungsl sedtal 5G
pendak dan pembiayaan sekunder koordinasd Institusl parumahan
|langka panjang {financing approach) menufu terbentuknya national
housing authodly {NHA] |
SE|penyediaan 1anah murah untuk pergncanaan dan penataan kawasan | 5F
perumahan melalul land banking perumahan dan permukiman dengan
jsystem kasiba, lisha atau konsoSdasl lahan
{land consolidalion)
5E |penyediaan tanah murah vnivk perbalkan dan penguatan fungsl sertn] 55
parumahin melatul land banking koocdinast Insttus! peramahan
system menuju terbentrlnya national
housing suthortty (NEA)
5F |perencanaan dan penataan kawasan perbaikan dan pentpsatan fungsl sertal 56
perumahan dan permuklman dengan koordinas! Instius] perumahon
kasiba, lisiba atau konsolidas! lakan menuhe lecbentuknya natonal
(land consclidation} hauging authodty (MHAY
que-level 04 Paga 2
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Sasaran

pertanyaan :

petunjuk penglsian &

4C

bag! perbankan, secondary mortgage {SMF) dan lembaga penjaminan,
kebijakan perumahan {Housing policy} manakah yang leblh penting untuk diperhatikan ?

berlkan tanda silang (X} persepsl atau penilalan bagak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah Inl
dengan berpedoman kepada petunjuk penglsian angket kuesleonar (bandingkan elemen-elemen sasaran
pada kolom 1 dengan elemen-elermen sasaran pada baris yang sama dl kolom 2}

[ oi 8l 7] 6] S[ 4] 3] 2[ 1] 2[ 3[ 4l 5[ e[ 7] 8] 9 KOLOM 2 |

[ KOLOM 1
SA|kontrol harga jual bagl konirod tarif bagi pengembangan 58
pengembangan rumah rilik dan nmah $ewa, rumah social dan
Kasifkas! uniuk kefompok sasaran skema rumah sewa-bell serta
Herteniu Wasifikasi untuk kelerpok sasaran
lerleniy

SAkontret harga Juat bagi
pongembangan rumah milik dan

peningkatan subsidi dan [nsentf 5C
medalul slokasl anggaran pemerinlah

Wasifikast unluk kelompok sasarn (spending approach)
iertenly
S5ATkontrol harga jua! bagd revilalisas! pembigyaan primer jangka| 50
pengembangan rumah miltk dan pendek dan pembiayaan sekundes
Hosifikasi untuk kelompok sasaran Jangka panjang (Wnandng approach)
fertantu
5Akontrol harga jual bagi penyedaan lanah murah unbek SE|
pengembangan nemah milik dan perumahan melalul land banking
Kasifikas untuk kefompok sasaran system
| __|terlanty
&A [kontrol hacga fual bagl perencanaan dan panataan kawasan | 5F
pengembangan rumah milik dan perumahan dan permukiman dengan
Kasiikasi imiuk kelompok sasarmn kasiba, fistha alau konsolldast lahan
tertentu {lardd consolidation)
SA kool barga Jual bagi perbaikan dan penguatan fungsf 5ertal 5G
| pengembangztn rumah mik dan koordinas! insiftusi perumahan
dasifkasi untuk kelompok sasaran manuju terbenhsknya national
lententu housing aulherty (NHA)
5B {kontrol Lavif bagi pengembangan peningicatan subsid dan insentt 5
nemah sewa, rumah soslal dan metalul dlokas! anggaran pemerintah
{skema rumah sewa-bel serta (sperwfing approach)
Kasiikasl untuk kelompok sasaran
| [tertentu
58 |kontrof tarif bagi pengembangan revilalisasl pembiayasn primer fangka| 50
rumah sewa, rumsh sosial dan pendek dan pemblayaan sekunder
skema rumah sawa-bell serta langka panjang (finandng appmach)
Masifikasl untuk kelompoek sasaran
terlenty

58 |konirot tadf bagl pengembangan
rumab &wa, rumah Sosial dan
skema rumah sewa-bell serta
Masifikasl untuk kelompok sasaran
{ertentu

pernyadaan tanah murah uniuk 5E
perumahan medald land barking
sysiem

[ €8 [kontrol @ bagl pengembangan
rumah Sewa, rumah sosial dan
skema rumah sewa-bell seria
Masifikasi uniuk kefompok sasaran

perencanaan dan penalaan kawasan | 6F
perumahan dan permukiman dengan
Xasiba, lisiba alau konsofidas lahan
{land consolldation)

perbalkan dan penguatan fungsi seria| 5G
koordinas! instiusi perumahan
menuju terbentularya national
housing avihority (NHA)

pendak dan pembiayaan sekunder

revitalisasi pemblayaan primes jangka| 50
lﬁwh panjang (financing approach}

penyediaan tanah murah tniuk 5E
perumahan medalyi land banking
em

penancanaan dan penatsan kiwasan | 5F
perumahan dan permukiman dengan
kasiba, lisiba slau konsoikias] lahan
{land consolidation)
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SREARRN

pertanyaan :

petunjuk penglstan :

AC

bagl perbankan, secondary mortgage (SMF) dan lembaga penjaminan,
kebfjakan perumahan {(Housing policy) manakah yang leblh penting untul diperhatikan ?

berikan tanda silang {X) persepsi atau penllalan bapak/Ibu terhadap pertanyaan-pertanyazan dibawah Inl
dengan berpedoman kepada petunjuk penglslan angket kuesioner (bandingkan elemen-glemen sasaran
pada kolom 1 dengan efemen-elemen sasaran pada bars yang sama di kolom 2)

Analisis dan perancangan..., Memed Sosiawan, FE Ul, 2009.

I KOLGM 1 I 91 8] 7]_6] 5[ 4l 3[ 2] _1] 2] 3} 4] S| &]_Z[ a] 9] KGLOM 2 1
[5Cpeningleian subsid 0an Insents perbaikan dan penguatan fungsl sertal 5G
melalul afokasi anggaran pemerintah koordinasi institusi perumahan
(spending approach) menuju lerbentrkmya natonal
| housing authorty (NHA)
5D[reviialisas] pemblayaan prmer jangka penyediaan tanah murah uniuk 5E
pendek dan pembiayaan sekunder perumahan meizd [and banking
jangka panjang {financing approach) system
50| revitalisas! pemblayaan primer jangka perencanaan dan penataan kawasan | 5F
pendak dan pembinyaan sekunder peremahan dan permukiman dengan
’Janglca panjang {financing approach) kasiba, Isibd alau konsolidasi lahan
{land consoidation)
5D |revitalisasi pembiayaan primer jangka
pendek dan pemblayaan sekunder
ljangka panjang {fnancing approach)
SE |penyediaan tanah murah untuk
parumahan mefatul and banking
syslem kasiba, Esiba atau konsclidasl [ahan
{land consolidation)
§E [penyediaan tanah murah untuk [perbaikan dan penguatan fungs! serts ’5?3‘1
Uperumahun mefalyd land banking koordinas! inslitusi perumahan
system menuj iesbentuknya nafional
housing aulhorty (NHA}
5F |perencanaan dan penataan kawasan perbaikan dan penguatan ingsl serta) 5G
perumahan dan permwkiman dengan koordinasi insiitusi perumahan n
kasiba, lisiba atau konsofidas lahan menugl lerbentulaya natonal
{iand consofidalion) housing authorfty (NHA}
cua-fevel 04 Paga 2
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BAfaran:

pertanyaan :

petunjuk pengislan :

4D

bagl badan pertanahan naslonal,

kebifakan perumahan (Housing policy) manakah yang leblh penting untul diperhatikan 7

berikan tanda sitang (X} persepsi atau penllalan bapak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah In
dengan berpedoman kepada petunjuk penglsian angket kuesianer (bandingkan elemen-elemen sasaran
pada kelen 1 dengan elemen-elemen sasaran pada baris yang sama di kolom 2)

Analisis dan perancangan..., Memed Sosiawan, FE Ul, 2009.

[ KOLOM 1 [ o] 8] =1 6] S] 4l 3] 2] 3] 2[ 3] 4] S 6] 7] 8] 9] KOLOM 2 |
5A | konirol harga juat bagl trod tarif bagi pengembangan 58
pangembangan rumah milik dan rumah sewa, rumah sosial dan
Kasifikesl untuk kefompok sasaran skema rumah sewa-bell serda
terentu Wasifiknst untuk kelompok sasaran
terlentu
Sa[kontrof harga jual bagi peningkatan subsidl dan insentif 5C
|penperbangan rumah milik dan metalul gokasl anggaran pamerniah
Wasifikasf untuk ketormpok sesaran (spending approach)
terlenty
5A |kontrol harga jual bagl revilalisasi pembiayaan primer Jangka |50
1pengerrmnga.n nimah milik dan pendek dan pamblayasn selundar
Hasilkasl unluk kelompok sasaran ka penjang (finandng approach)
t tu
5A [kontrol harga Jual bagi Tpemadaan tanah murah untuk SE
pengembangan sumah milik dan perumahan melalul fand banking
Kasifikasl uniuk kelompok sasaran sysiem
Ledtentu
SAkontrol harga Jual bagi perencanaan dan penalazn kawasan | 5F
pengamdangan rumah milik dan parumahan dan permeikiman dengan
Hasifikas untuk kelompok sasaran kasiba, Bsiba atau konsoidas! lahan
testeniu {tand consolication)
5A |kontrol harga jual bagi pechaikan dan penguatan fungsl serta| 5G
\pangemhangan rumah mitk dan koordinas! instust perumahon
Mdasgitkasl untuk kefompok sasaran Jmenu}.l terbentuknya natonal
| tertantu housing acihosity NHAY
5B [konbrod tastt bagi pengembangan peningkaian subsic dan insentf 5C
rumah $¢wa, rumah soslal dan metaiul alokas! anpgaran pemerintah
skama rumah sewa-bell serta (spending approach}
revilalisasl pemblayaan primer Jangkal 50
pendek dan pembisyaan sekunder
jangha panjang {financdng approach)
penyedaan tanah murah umuk 5E
perumahan metalul land banking
sysiem
perencanaan dan penataan kawasan | 5F
parumahan dan permukiman dengan
kasiba, islba atau konsolidas! lahan
{land consolidation)
Iperbaikan dan penguatan fungsl serta 5G
koordinasl instusl perumahan
menu lerbentuknya national
‘housing aalbority (NHA)
revitalisas! pembizysan primer jangkaj 5D
pandek dan pemblayaan sekunder
ka panjang {financing approach)
panyediaan tanah morah untuk BE|
perumsahan melahd land banking
em
perencanaan dan penalaan kawasan | 5F
perumahian dan permukiman dengan
kasha, lisiba atau konsolidasi lahan
{land consolidation)
quedavel 04 Page 1




Basarun:

pertanyaan:

petunjuk penglslan

4D

bagl badan pertanahan nasional,

kebijakan perumakan (Housing policy) manakah yang leblh penting untuk diperhatikan ?

berikan tanda silang (X} perseps! atau penilalan bapak/lbu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah Ini
dengan berpedoman kepada petunjuk penglsian angket kueslener (bandingkan elemen-elemen sasaran
pada kolom 1 dengan elemen-elemen sasaran pada barfs yang sama di kalom 2)

[ KOLOM 1 | o] 8] 7] 6] S[ 4] 3[ 2l 3] 2f 3] 4l 5| 6f 7] 8] 9] KOLOM 2 |
5C |peningkatan subsidl dan Insenlif parbaikan dan penguatan fungss sertaf 5G
malalu alokasi anggaran pemerinlah koordinasl insltusl perumahan
(spending approach) menuju lerbentulmya national
housing suthorly (NHA}
5D|revitalisasi pemblayaan primer Jangka peryyediaan tanah murah wotuk SE
pendek dan pemblaysan sekunder fperumahan metalul tand banking
gka panjang (financing apgroach} sysiem
50 ravitatisasl pemblayaan pimer janghka) pamencanaan dan penataan kawasan | 5F
pendek dan pembiayaan sekunder porumahan dan perrmuekiman dengan
fangka panjang {financing approach) kasiba, liziba alau konsolidas] lahan
{land consolidation)

50| revitaligasi pembiayaan primer janghka

perbalkan dan penguatan fungsl serla

|pendek dan pambixyaan sekunder koordinasi instilusi perumahan
fangkn panjang (finandny approach) menuju lerbentulnya national
'houslng authority {NHA)
5E |panyediaan tanzh murah untuk parencanaar dan penataan kawasan
perumahan melalul land banking perumahan dan permuklman dengan
systom {katsiba, lisiba atav konsolldasf lahan
(land consolidation)

Gl

5E |penyrdiaan 1anah murah untuk

perumahan melalui land banking
system

parbaikan dan penguatan fungs seda|
koordinas Instiusi perumahan
menuh terbentularya nafionad
housing authesity (MHA)

Analisis dan perancangan..., Memed Sosiawan, FE Ul, 2009.

[ 5F |perencanaan dan penataan kawasan perbaikan dan pengyatan fungsi serta| 56
[perurmahan dan perrmukiman dengan koordinasi insiitusl parumahae
|kasiia, Bsiba atau konsclidssl lahan menuju lesbentuknya natonad
{tand consoifgation) houslng auhority (NHA)
que-level 04 Paga2
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443ATAN D

4
bagl pemerintah daerah (propinsi, kabupaten dan kota},

pertanyaan :
kebljakan perumahan (Housing policy} manakah yang lebith penting untuk diperhatikan ?
petunjuk penglslan : berikan tanda sitang (X) persepsl atau penilalan bapak/lhu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah ini
dengan berpedoman kepada petunjuk penglsian angket kuesicner (bandingkan elemen-elemen sasaran
pada kotom 1 dengan elemen-elemen sasaran pada baris yang sama df kolom 2}
L KOLOM 1 | 5]_8] 7] 61 s[ 4] 3] 2] 1) 2] 3] 4] 5] 6] 7[ 8] 9] KOLOM 2 ]

&Alkontrol harga jua) bagl kontrol tarif bagl pengembangan 58
pangambangan rumah mifik dan rumah sewa, rimah sosial dan
Wasifikasl untuk kelompok sasaran skema rumah sewa-beli serta

[tertenlu Hasifikasi untuk kelompok sasaran
terienty

SA[kontrol harga jual bagl peningkatan subsidi dan insentif &C

|pengembangan rumah millk dan maelalul alokasi anggaran pemerintah
KasHikasl uniuk kelempok sasaran {spending apgroach)
terlentu
24 [koatrol harga jual bagl revitalisasl permbiayaan grimer jangka) 50
|penge fumah miEk dan pendak dan pembiayaan sekunder
Kasifikasi uniuk kelompok sasaran ka panjang {financing approach)
1erinnty

5A|kontrot harga jual bagh penyedaan tanah morah untuk 5
pengembangan rumah milik dan porumahan exelalul land banking
iasifikasl untuk kefompok sasaran system
Lertenty

SA)kentral hasga jual bagl perencanaan dan penalaan kawasan | 5F
pengembangan umah milik dan perumahan dan permuldman dengan
Masifikas! uniuX kelompok sasaran kasiba, lisiba atie konsofldas] tahan

Hertantu {iand consolidation)

SAkontrol harga jual bagl perbaikan dan panguatan fingsd serta) 5G
pengembangan firnah milik dan fkoordinas! Institus] perumahan
Hasifikas] uniuk kelompok sasaran ménuj {erbentuknya national
{ertantu housing authority (NHA)

58 |konlsof tarif bagl pengembangan |peningkatan subsid dan Insenti 5C
rumah sewa, rumah sosial dan melaivl alokas! anggaran pamerintah
skoma rumah sewa-beld sorta {spending approach)

Wasifilasl untuk kelompok sasacan
1ertenly

58 [konlrol tadf bagi pengembangan |revilatisas! pembiayaan primer jangka| 5D
rumah sewa, umah sosial dan |pendak dan pemblayaan sekunder
skoma rumah sewa-bell serta )thka panjang (inancing approach)
Masifikas! untuk kefompok sasaren
lereniy

58 | konlrol tarif bagi pengembangan penyedisan tanah murah untuk SE
rumah sewa, rumah sosfal dan perumshan melalu land banking
skema rurnah sewa-bell serta system
Wasifikasd untuk kelompok sasaran

58 lkontrod tanf bagt pengembangan perancanaan dan penataan kawasan | 5F
rumah sews, rurnah soslal dan perumahan dan permukiman dengan
skema rumah sewa-bell seria lesiba, Esiba atau konsolldasi fahan
asifikas untuk kelompok sasaran ({land consolidation)}

SB{kontrol tasif bagl pengembangan perbalkan dan pengualan fungsi seral 5G
rumzh sewa, rvmah soslal dan keordinas] nstivst perumahan
skama rumah sewa-bell serta menuju ferbentulnya national
Hasifikast unluk keiormpok saszan houslng aulhority (NHA)

SC [peningkatan subsidl dan insentl roviialsasi pemblayaan primer fangka| 50|
medatul alokesi anggaran pamerintah pandek dan pemblayaan sekunder

ka panjang (Ainancing epproach}

5C jpeningkatan subsid] dan insentit penyediaan fanah murah untuk 5
melalul slokast anggaran pamerintah perumahan melakd land banking

roach cysiem

5C|peningkatan subsidi dan Insentf perencanaan dan penetasn kawasan | 5¢
metalui alokas| anggaran pamerintah perumahan dan permukiman dengan
{spending approach) kasiba, isba atau konsoldas! iahan

{land consolidation)

querlavel B4
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BARAFAN

partanyaan :

petunjuk pengisian :

4E

bagl pemerintah daarah (propinsi, kabupaten dan kota),
kebljakan perumahan (Houslng policy) manakah yang leblh penting untuk diperhatikan ?

berikan tanda sllang (X) persepst atau penllalan bapak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah ini
dengan berpedoman kepada petunjuk penglisian amgket kuesioner {bandingkan elemen-eiemen sasaran

pada kolom 1 dengan elemen-glernen sasaran pada bars yang sama di kolom 2)

[ KOLOM 1 [ o 8] 77 6] 5[ 4[ 3[ 2] 1] 2] 3[ 4] 5] & 7] 8] 9] KOLOM 2 |

5C|peningkatan subskh dan insentit perbaikan dan penguatan fungsi seftaf 5G
imetalui alokesi anggaran pemeriniah kaovdinasl instius] perumahan
(spending appraach) menuju lecbentuknya national

[t auihori HA -

S0 revilalisast pemblayaan pamer jangka penyediaan tarah murah untuk 5E
pandek dan pemblayaan sekunder perumahan medalud kand banking
jangka panjang {finanding approach) ys?

ED|revitalisasi pemblayaan primer jangka perencanaan dan penataan kawasan | 57
pendek dan pembiayaan sekunder perumahan dan permukiman dengan
flangka panjang (fnancing approach) kasiba, Bsiba atau konsofldast lahan

{tand consolidaifon)

Fn revilalisos] pembiayasn primer Rngka Perbaikan dan pengualan fungd seria| 56
pendek dan pemblayaan sekunder koordinas Insiitusl perumahan
langka panjang {finandng approach) rmenuju terfbentuknya natonal

housing suthority (NHA ||

SE [penyediaan tanah mursh unluk persncanaan dan penataan kawasan | 5F
perumahan melalul land banking perumahan dan permuklman dengan
sysiem kasiba, lisiba alel konsoldasi lahan

{tand consotidation)

E3 penyedizan tanah murah untuk perbalkan dan penguatan fungs serla) 5G
pervmahan refatul land banking
sysiem

5F [perencanaan dan penataan kawasan perbalkan dan penguatan fungsi sestal 56
perumahan dan permukiman dengan koordinas instius! parumahan
kasiba, Esiba stau konsolidasi lahan menuju ferbentuknya nasonal
{land consolidalion) housing authority (NHA}

que-lavel 04
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BRUArEN; 4F

pertanyaan : bagl pembell, penyewa dan penghunl,
kebljakan perumahan {Houslng policy) manakah yang leblh pentlng untuk diperhatikan ?

petunjuk pengisian 3 berlkan tanda silang (X) persepsi atau penilafan bapak/lbu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawabh Inf
dengan berpedoman kepada petunjuk penglslan angket kuesloner {(bandingkan elemen-elemen sasaran
pada kolem 1 dengan elemen-glemen sasaran pada barls yang sama di kofom 2)

[C KOLOM 1 | of 8] 7| o s[ o 3] 2f [ 2] 3| 4] s[ ] 7] 8 9] KOLOM 2 ]

SA]kontrad harga Jua) bagi kontrol tarif bagl pengambangan 5B
pengembangan rumah milik dan jrumash sewa, umah sgsdal dan
Mastfikasl untuk ketompok sasaran skama rumah sewa-bell serla
lertenlu asifikasl untuk kelompek sasa@n

fertentu -
5A[kenlrol hacga jual bagi peningkatan subsidi dan Insentf 5C
pengembangan rumah milik dan melalul alokas] anggaran pamerintah
Hasiilast unluk kelompok sasamen I{spending Bpproath)
terlentu

5A |kontrod harga jual bagi revitalisas! pemblayaan primer fangka| 50
pengembangan cumah milik dan Ipendak dan pemblayaan sskundar
Masifikasl univk ketompok sasaran ljangla panjang (financing approach)
terianty

5A |koatrol harga jual bagl penyediaan tanah murah untuk 5
pengembangan rumah milik dan parumahian melaly land banking
Kasifikasl untuk kefompaok sasaran system

[ |tertentu
SA{keatrod hama jual bagl perencanaan dan penataan kewasan | 5F
Ipengembangan rumaty milik dan perumahan dan permukiman dengan
Klasifikasl untuk kefompok sasaran kasiha, Eslba stou konsolidasl lahan
tertentu {land consofidation)

A Jkonirol harga jual bagh perbaiian dan penguatan fengsi serla] 5G
pengembangan rumah millk dan koordinast Institusi perumahan
Kasifikasi untuk kelompok sasaran menuju terbenhsknya national
teitant housing suthorty (NHA)

508 |kontrol tarff bagi pengembangan peningkatan subsick dan Insentif 5C
rumah sewa, lumah sosial dan mefalul slokasl anggaran pamerintah
skema rumah sewa-befl serta {spanding approach}

Hasifilasl untuk kelompok sasaran

‘__ tertentu ]

58 |kontrol tarf bagi pengembangan revitalisas! pembiayaan primer fangka| 5D
rumah sewa, rumalh sosial dan |pendek dan pemblayaan sekunder
skama rumah sewa-beli serta fangka panjang (finandny approach)
Kasifikasl untuk kefompok sasaran

”eﬂ.entu

56 [kontrof Larif bagl pengembangan [penyediaan tanah murah untuk 5
rumah sewa, rumah sosial dan pertmahan metalul Jand banking
skema rumah seva-bell serta system
Masiftkasi untuk kelompok sasaran
testentu

58 [kontred tarif bagi pengembangan perencanaan dan penalaan kawasan § 57
fymah sewa, rumah Soslal dan perurnahan dan permuklnan dengan
skema rumah sewa-belf serta kasiba, Gsiba slau konsofidas! ahan
Wasifikas! uniuk kefompok sasaran fand consolidztion)
tertanty

5B [kontrof tarkf bagl pengembangan perbaikan dan pengualtan fungsl sertal 3G
rumah sawa, nimah sosial dan kpordinas] institusl panermahan
ekama rumah sewa-bofl serta menuju terbentuknya nabonal
dasifikasi untuk kelompok sasaran housing authority (NHA)
tertenty

5C|peningkatan subsidl dan tnsentif revilefisas) pembiayaan primer Jangka| 5D
medahul alokas! anggaran pemerintah pendek dan pembiayaan sekunder
{spending epproach) ka panjang (fnancing approach)

5C|peningkatan subsidi dan nsent! penyediaan 3nah murah untuk 5€
metalui alokysl anggaran pemerintah perumahan melatul land banking
{spending spprach) jysiem

5C [peningkatan subsici dan insenti parencanaan dan panataan kawasan | 5F
melalui afokas] anggaran pemerintah perumahan dan parmukiman dengan
{spending approach) kesiba, Esiba atay konsolidasd lahan

{land consolldation)
que-avel 04 Page 1
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SASATAN & 4F

pertanyaan :

petunjuk pengisian :

bagi pembell, penyewa dan penghunl,
kebifakan perumahan (Housling policy) manakah yang leblh penting vntuk diperhatikan ?

berlkan tanda sllang (X) parsepst atau penllaian bapak/ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah inl
dengan berpedoman kepada petunjuk penglslan angket kuesioner (bandlngkan elemen-elemen sasaran

pada kelom 1 dengan elemen-alemen sasaran pada baris yang sama di kolemn 2)

r

KOLOM 1 [ 9] 8] 7] 6] 5[ 4] 3] 2] [ 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] oI KOLOM 2 ]

5C]peningkalan subsidi dan Insentil

partaikan dan pengualan fungs! seEWSG

matalui alokasl anggaran pamerintah koordinasl instilusl perrmahan
{=pending approach} menuju lerbentukrya natonal
houslng sulthodty (NHAY
5D revitalisasi pemblayaan primer jangka panyediaan tanah murah untuk 5
pendek dan pemblay fasnder pertmahan melalul land banking
jangka panjang {finanting approach} system
SDirevitalisasi pamiblayaan primer Jangka perencanaan dan penataan kawasan | 57
pendak dan pembiayaan sekunder perumahan dan permukiman dengan
ka panjang (financing approach) kasiba, fistba alan konsoidasi lahan
(tand consolkiation)

5D [revitalisasl pembiayaan primer jangka
|pendek dan pamblayaan sekunder
ijangha panang (finanging approadh)

perbaikan dan pengualtan fungs) senal 5G|
kooodinasd Institus! persmahan
menuju terbentuiaya nabenal

housing authority (NHA)

'SE [penyediaan tanah murah unluk

parencanaan dan penalaan Kawasan | SF |

perumahan metaful lard banking perumahan dan permukiman dengan
system kasiba, lislba atau kensolidasi lahan
(land consclidation)
5E |penyediaan lansh murah untuk perbalikan dan penguatan fungsl sertal 53,
perumahan meiahui land banking {koordinas] institus] psrumahan
sysiem menuju lerbentulmya national
rJ housing authosity fNHA}
5F |perancanaan dan penalaan kawasan pecbalkan dan peaguatan fungsl serta| 56
penimahan dan permukinan dengan koondinas Inslitus] perumahan
Lasiba, Bsiba stau konsclldasl [ahan |[men-iju terbentularya national
flandd consolidation) housing authorily (NHA)
quedevel 04 Page 2
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BARAIAD

pertanyaan ;

petunjuk penglsfan :

4G

bag! departemen keuangan,

kebljakan perumahan {Housing policy) manakah yang lebih penting untuk diperhatikan ?

berikan tanda sllang (X} persepsl atau penifalan bapak/lbu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah Inl
dengan berpedoman kepada petunjuk penglsian angket kuesloner {bandingkan elemen-elemen sasaran
pada kelom 1 dengan elemen-efemen sasaran pada baris yang sama di kolom 2)

[ KOLOM 3 T o[ 8 71 sf 5] o[ 3] 2 ] 2[ 3[ &[ s[ 6] 7] 8] 9] KOLGM 2 |
5A [konlrot hanga jual bagl [kentrol 1! bagi pengembangan 58
penpembangan remah milik dan rumah sewa, rumzh soskal dan
Kasifikasi untuk kelompok sasaran skema rumah sewa-belf sarta
tertentu Kasiikas! untuk kelompok sasaran
Herientu
SA[konirol harga ual bagl peningkalan subsidi gtan Insentif 5C
pengambangan rumah mifik dan melalui atokasi anggaran pemaerintat
Masifilasl untuk kedompok sazaran {spending approach)
lertentu
Sa[kentrol harga jual bagi revilalisas! pembiayaan primer jangkal 580
pengembangan rumah milik dan pendek dan pemblayaan sekunder
Masifikas! untuk kefompok sasaran |Jangka paniang (finencing approach)
penyadiaan tanah murah untuk SE
1pen.|mahar| metziul land banking
sysiem
perencanaan dan penalaan kawasan [ 5F
penga parumahan dan pecukiman dangan
Kasifikad unfuk kelompok sasaran kasiba, lisiba atau konsolidasi 1ahan
ierentu {fard consofidation)
5A.|kontrol harga jual bagl parbaikan dan penguatan fungsl sertal 5G
pengembangan rumabh milik dan koordinasi Institosi perumaban
asifikasl untuk kefompok sasaran menuju terbenhularya national
| [tertentu heuslng authord HA |
58 |kontrol tarlf bagi pengembanigan peningkatan subsldl dan insentif 5C
rumah sewa, rumah sosial dan melalul slokasi anggaran pemesintah
skema nemah sewa-befl serta - {spending approach)
Kasifikast unluk kelompok sasaran
| |terteniu
58 [konlrof tartf bagi pengembangan revitalisast pemblayaan pidmer langka| 50
rumah sews, rumah sosial dan pondak dan pemblayaan sekundar
lang ka panjang {finandng approach)
L
kontrol tarf bagd pengembangan penyedisan 1anah murah untuk 5E
rumah sewa, rumah sosial dan perumahan melalul tand banking
skema rumah sewa-bell serla Gysiem
KasHikasi untuk kelompok sasaran
[ |terteniy
5B |konlrof tarif bagl pengembangan perencanaan dan pepatsan kawasan | 5F
rumah sewa, rumah $95ial dan perurnxhan dan pecnekdman dengan
skema rymah sewa-bell serta kasiba, Bsiba atau kensolidas! lakan
Kasifikasl untuk kelompok sasaran (Land consolidation)
lertentu
58 |kontrol tarif bagi pengembangan perbaikan dan penguatan fungsl sertal 56
famsh sewa, urnah sostal dan koordinas! instiusl peremahan
skema rumah sewa-bod serta menuj terbentuloyya national
Kasifikasi untuk kelompok sasaran heusing authority (WHA)
terlenty
5C [peningkatan subsid] dan insentif ravitalisasl pemblayaan pimer fangka| 50
metalul glokasl anggaran pemerintah pendok dan pemblayasn sekunder
{spending approach) ka panjang {financing approach)
penyadiaan tanat murah untuk. 5€
perumahan mefaul land bankng
stem
perencanaan dan penataan kawasan | 5F
perumahan dan permukiman dengan
kasiba, fislha atau konsolidas! lahan
{land consofidation}
que-lavel 04 Page §
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SSAMEN ;

pertanyasn :

petunjuk penglsian :

4G

bagi departemen keuangan,

kebljakan perumahan {Houslng policy) manakah yang lebik penting untuk diperhatikan ?

berikan tanda silang {(X) persepsi atau penlizian bapak/lbu terhadap pertanyaan-pertanyaan dibawah in
dengan berpedoman kepada petunjuk penglslan angket kuesloner (bandingkan elemen-elemen sasaran
pada kolem 1 dengan elemen-elemen sasaran pada barls yang sama d! kelom 2)

[ KOLOM 1 T of B[ 7{ 6] s[4l 3] 2[ a[ 2] 3[ 4] s[ e[ 7] s 9f KOLOM 2 ]
5 [peningkatan subsidl dan Insentil parbalkan dan penguatan fungst sena 5G]
Jmelalui alokas] anggaran pemerintab koordinast institus] perumahan
{spending approach) manuju terbenheioya national

heusing authority fHA}

Analisis dan perancangan..., Memed Sosiawan, FE Ul, 2009.

50 |mvilalisasi pemblayaan primer jangka {penyediaan tanah mumh untyk SE
L:‘ndak dan pembiayaan sekunder peremahan rrelalul 1and banking
gka panfang {financing approach) {system

5D [revilalisasi pembiayaan primer jangka perencanaan dan penataan kawasan | 5¢
pendek dan perblayaan sekunder perumahan dan pesmukiman dengan

ka panjang {financing approach) kasiba, lsiba atau konsolldasi lahan
{land consolidation)

50| revilalisas] pembiayaan primer fangka perbaikan dan penguatan fungsl sena| 5G
pandek dan paemblayaan sekunder koordknad instilusl perumahan
Jangka panjang {financing approach) menuju terbentuigyya natonal

housing authorl HA]

BE |penyedian 1anah murah uniuk perencanaan dan penatadn Kawasan | 5t |
p shan mefahui land banking peturnahan dan parmukiman dengan
sysiem kasiba, [isiba atau konsolidas! tahan

{lard consolidation)

SE[penyediann tanah mavahy uniuk parbaikan dan pengualan fungs serta| 5G
perumahan molakd land banking koordings! inslitus] perumahan
syslem menulu {arbentuknya national

housing authority (NHA)

5F |perencanaan dan penataan kawasan perbaikan dan peaguatan fungs serlal 5G
peremahan dan permukiman dengan koondinasi instusf perumahan
kasba, Esiba atau konsolidasi lahan menuu terbentularya national
{tand consolidation) housing authority (NHA)

cque-lavel 04 Page 2
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